
BUPATI TUBAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 4 TAHUN 2022 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TUBAN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan 

Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum 

Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 
dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 
2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 186); 

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 547); 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423); 
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25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan 
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 68); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 
2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tuban Nomor 69) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 
Tahun 2021 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154); 

27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 
Nomor 156); 

28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 189 Tahun 2021 

tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten 

Tu ban Seri D Nomor 24); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR 
PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Tuban. 
3. Bupati adalah Bupati Tuban. 
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4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Toban. 

5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas 
adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana Kabupaten Toban. 

6. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut 
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Toban. 

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang 
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat 
Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum 
daerah. 

8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya 
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh 
unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan daerah pada umumnya. 

9. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya 
disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan 
Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan 
masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan 
tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya 
promotif dan preventif di wilayah kerjanya. 

10. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan 

Masyarakat, selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas 

adalah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 

Kesehatan Masyarakat yang menerapkan BLUD. 

11. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang 
bertanggung jawab terhadap kinerja operasional 

BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan 

dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan 

dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang 

bersangkutan. 
12. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan, yang 

selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan 
ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan 
Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib 
yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara 
minimal. 
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13. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif 

dan kualitatif yang digunakan untuk 

menggambarkan besaran sasaran yang hendak 

dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, 

berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat 

pelayanan dasar. 

14. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk 

memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. 

15. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam 

rangka penyediaan barang dan/ atau jasa kebutuhan 

dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga 

Negara secara minimal. 

16. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan 

kualitas barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar serta 

pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan 

dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. 

17. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan 

pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 

semua Daerah. 

18. Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya 

disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan serta 

mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah 

kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, 

dan masyarakat. 

19. Upaya Kesehatan Perseorangan, yang selanjutnya 

disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/ atau 

serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang 

ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, 

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan 

akibat penyakit dan memulihkan kesehatan 

perseorangan. 

20. BLUD Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas 

yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, 

kecuali pertolongan persalinan normal. 

21. BLUD Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas 
yang diberi tambahan sumber daya untuk 
menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai 
pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. 
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai 

pedoman teknis dalam melaksanakan perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan 

pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar 

Pelayanan Minimal di BLUD Puskesmas 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini bertujuan agar BLUD 

Puskesmas dapat; 

a. meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan 

kepada masyarakat; 

b. sebagai pedoman bagi BLUD Puskesmas dalam 

penyelenggaraan layanan kepada masyarakat; 

c. terjaminnya hak masyarakat dalam menerima 

suatu layanan; 

d. dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan 

alokasi anggaran yang dibutuhkan; 
e. alat Akuntabilitas BLUD Puskesmas dalam 

penyelenggaraan layanannya; 
f. mendorong terwujudnya checks and balance; dan 

g. terciptanya transparasi dan partisipasi 

masyarakat dalam penyelenggaraan BLUD 

Puskesmas. 

BAB III 

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, 

BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN SPM 

Bagian Kesatu 

Jenis Pelayanan 

Pasal 4 

(1) Jenis pelayanan di BLUD Puskesmas terdiri atas: 

a. pelayanan UKM Esensial yang meliputi : 

1. pelayanan Promosi Kesehatan; 
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2. pelayanan Kesehatan Lingkungan; 

3. pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan 

Keluarga Berencana; 
4. pelayanan Gizi; dan 
5. pelayanan Pencegahan 

Penyakit (Diare, Ispa, 
dan Pengendalian 
Demam Berdarah 

Dengue, Malaria, Tuberkulosis, Kusta, Human 
Immuno deficiency Virus, Hepatitis, Imunisasi); 

b. pelayanan UKM Pengembangan yang meliputi: 

1. perawatan kesehatan masyarakat; 
2. pelayanan Kesehatan Jiwa; 
3. pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat; 
4. Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Komplementer; 

5. pelayanan Kesehatan Indera; 

6. pelayanan Kesehatan Olahraga; 
7. pelayanan Kesehatan Lanjut usia; 
8. pelayanan Kesehatan Kerja; 
9. pelayanan Kesehatan Remaja; 

c. pelayanan UKP yang meliputi: 

1. pelayanan Pendaftaran; 

2. pengobatan Umum; 

3. pengobatan Gigi; 
4. gawat Darurat; 

5. pelayanan KIA; 

6. pelayanan Imunisasi; 

7. rawat Inap; 

8. persalinan; 
9. laboratorium; 
10. kefarmasian; 
11. pelayanan Gizi 
12. rekam Medis; 

13. pengelolaan Limbah; 
14. ambulans; 

15. linen; 
16. pencegahan Pengendalian Infeksi; 
17. pemeliharaan Sarana, Prasarana, dan Alat 

kesehatan; 
18.lingkungan;dan 

19. administrasi dan Manajemen; 
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Bagi.an Kedua 
Indikator, Standar / Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan 

Uraian SPM 

Pasal 5 

Indikator, Standar Nilai, Batas W aktu Pencapaian dan 
Uraian SPM tersusun dalam dokumen SPM BLUD 

Puskesmas sehagaimana tercantum dalam lampiran 

dan merupakan hagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bu pati ini yang terdiri dari: 

a. Puskesmas Kenduruan 

h. Puskesmas Bangilan 

C. Puskesmas Senori 

d. Puskesmas Singgahan 

e. Puskesmas Montong 

f. Puskesmas Jetak 
g. Puskesmas Parengan 
h. Puskesmas Ponco 

i. Puskesmas Soko 

j. Puskesmas Pram.hon Tergayang 

k. Puskesmas Rengel 

1. Puskesmas Pram.hon Wetan 

m. Puskesmas Grabagan 

n. Puskesmas Plumpang 

0. Puskesmas Klotok 

p. Puskesmas Widang 

q. Puskesmas Compreng 

r. Puskesmas Palang 

s. Puskesmas Sumurgung 

t. Puskesmas Semanding 

u. Puskesmas Wire 

v. Puskesmas Tu ban 

w. Puskesmas Kebonsari 

x. Puskesmas J enu 

y. Puskesmas Merakurak 

z. Puskesmas Temandang 
aa. Puskesmas Kerek 
ab. Puskesmas Gaji 

ac. Puskesmas Tambakboyo 
ad. Puskesmas Jatirogo 
ae. Puskesmas Kebonharjo 
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af. Puskesmas Bulu 
ag. Puskesmas Bancar 

BAB IV 

PELAKSANAAN 

Pasal 6 

(1) BLUD Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD 

wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM 

dalam Peraturan Bupati ini. 

(2) Pemimpin BLUD Puskesmas yang menerapkan 
PPK-BLUD bertanggung jawab dalam 
penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya 
sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati ini. 

(3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan 

SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi 
dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BABV 

PENERAPAN 

Pasal 7 

(1) Pemimpin BLUD Puskesmas yang 
PPK-BLUD menyusun rencana 
anggaran, target, serta upaya dan 

peningkatan mutu pelayanan 

Puskesmas berdasarkan SPM. 

menerapkan 
kerja dan 

pelaksanaan 

tahunan 

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) disusun dengan 
menggunakan format Rencana Bisnis dan 

Anggaran. 

(3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan 

penyelenggaraan pelayanan yang menjadi 
tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada 
SPM. 
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BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Bagian Kesatu 

Pembinaan 

Pasal 8 

(1) Pembinaan teknis BLUD Puskesmas yang 
menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Kepala 
Dinas. 

(2) Pembinaan keuangan BLUD Puskesmas yang 

menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Pejabat 

Pengelola Keuangan. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) berupa fasilitasi, pemberian orientasi 
umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, 
pendidikan dan latihan atau bantuan teknis 
lainnya yang mencakup: 

a. perhitungan sumber daya dan dana yang 

dibutuhkan untuk mencapai SPM; 
b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan 

penetapan target tahunan pencapaian SPM; 
c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; 

d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM; dan 

e. penyusunan peraturan perundang-undangan 

untuk implemetasi PPK-BLUD pada BLUD 

Puskesmas yang bersangkutan. 

Bagian Kedua 
Pengawasan 

Pasal 9 

(1) Pengawasan dilakukan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan 
fungsi pengawasan. 

(2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas 

dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dapat dilakukan oleh pengawas 
internal. 
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(3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang 

berkedudukan langsung dibawah Pemimpin Badan 

Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat 
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peratu.ran Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tuban. 

Ditetapkan di Tuban 

P,~~_!i_ij_~~ Januari 2022 

Diundangkan di Tuban 
pada tangga1 17 Januari 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TUBAN, 

B&dANA 
BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022 SERI E NOMOR 4 



LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR 

TENTANG 

TAHUN 2022 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

A. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
-

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KENDURUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

BABI 

PENDAHULUAN 

Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat 

Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai ujung tombak 
pelayanan kesehatan masyarakat serta sebagai fasilitas pelayanan 
kesehatan tingkat pertama merupakan sarana kesehatan yang 
sangat penting dalam meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, 
Serta melaksanakan pemberdayaan kepada masyarakat untuk 
mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan individu, 

keluarga, dan lingkungan secara mandiri serta mengembangkan 
upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. Badan Layanan 
Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 
Kesehatan Masyarakat sebagai fasilitas pelayanan kesehatan 
tingkat pertama mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai pusat 
penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, memberdayakan 

masyarakat dan keluarga, serta memberikan pelayanan kesehatan 
tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah 
pelayanan yang bersifat mutlak perlu, yang sangat dibutuhkan oleh 
sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 
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Untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
serta mencapai cakupan pelayanan kesehatan yang luas dan 
merata, secara organisatoris Badan Layanan Umum Daerah Unit 
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 
ditunjang oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Badan 
Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 
Kesehatan Masyarakat Keliling, Posyandu, Pondok Bersalin Desa 
dan Pondok Kesehatan Desa. 

Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat 
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai pelayanan 
kesehatan strata pertama tentu saja perlu adanya strategi dalam 
pelaksanaannya. Kesehatan yang ingin dicapai bukan hanya 
menjadi tanggung jawab dari pelayanan kesehatan, namun menjadi 
tanggung jawab bersama dengan masyarakat. Hal ini yang 
dilakukan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat 
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai strategi 
pelaksanaannya yakni pemberdayaan masyarakat. 

Upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah melalui 
Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
dengan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat 

Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat adalah penyediaan fasilitas 
pelayanan kesehatan sebagaimana tertuang dalam Undang Undang 
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Fasilitas 
pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah suatu alat dan/ atau 
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 
kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif 

yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 
masyarakat. 

Pembangunan kesehatan yang sudah dilaksanakan di Tuban 
secara umum telah menu_njukkan terjadinya peningkatan terhadap 
derajat kesehatan masyarakat. Untuk itu, Dinas Kesehatan 

Kabupaten Tuban telah membuat suatu program upaya kesehatan 
masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah, 
pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Badan 
Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 
Kesehatan Masyarakat dan jaringannya, meliputi Badan Layanan 
Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 
Masyarakat Pembantu,Badan Layanan Umum Daerah Unit 
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 
Keliling,Posyandu, Pondok Bersalin Desa, dan Pondok Kesehatan 
Desa. 
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Selain itu juga dibuat suatu program promosi kesehatan dan 
pemberdayaan masyarakat, program perbaikan gizi masyarakat dan 

pelayanan kesehatan penduduk miskin. Untuk mendukung 

tercapainya program upaya kesehatan masyarakat tersebut, 
khususnya bagi orang yang bertempat tinggal di wilayah kecamatan 
dibentuklah Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat 
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit pelaksana 
teknis yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota. Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan 
organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan 
yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan 
terjangkau oleh masyarakat. 

Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitik 

beratkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai 

derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu 
pelayanan kepada perorangan. Sebagai organisasi publik, Badan 
Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 
Kesehatan Masyarakat diharapkan mampu memberikan pelayanan 
kesehatan yang bermutu kepada masyarakat. Untuk menjamin 
terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu setiap Badan 
Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 
Kesehatan Masyarakat perlu mengembangkan Standar Pelayanan 
Minimal. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 
tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal BAB I ayat 6 menyatakan Standar Pelayanan 
Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar 

yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap 
negara secara minimal. Pada ayat 7 Indikator Standar Pelayanan 
Minimal adalah tolak ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif 
yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang 
hendak dicapai dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan 
Minimal tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan tindakan 
pelayanan ayat 8. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik 
yang mendasar dan berguna untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. 
Dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI No 58 
tahun 2005 tentang Penggunaan Keuangan Daerah menyebutkan 
bahwa yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah 
tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu 
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah. 
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1.2 TUJUAN 
Adapun tujuan disusunnya Standar Pelayanan Minimun 

adalah sebagai berikut : 
1. Sebagai pedoman bagi Badan Layanan Umum Daerah Unit 

Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 
dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. 

2. Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan. 
3. Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi 

anggaran yang dibutuhkan. 
4. Alat Akuntabilitas Badan Layanan Umum Daerah Unit 

Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 
dalam penyelenggaraan layanannya. 

5. Mendorong teiwujudnya checks and balance. 

6. Terciptanya transparasi dan partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat. 

1.3 PENGERTIAN 
Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis 

dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan 
wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

Standar Pelayanan Minimal di Badan Layanan Umum Daerah 

Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 
menjadi acuan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam mencapai 
standar kinerja, membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 
kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan 
Perorangan. 

Ada 2 (dua) Jenis Standar Pelayanan Minimal yaitu Standar 
Pelayanan Minimal Kesehatan dan Standar Pelayanan Minimal 
Badan Layanan Umum Daerah: 
1. Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, adalah: 
a. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai 

Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan 
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga 
Negara 

b. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi 
kebutuhan dasar Wara Negara Indonesia. 
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c. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam 
rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar 
yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara 
minimal. 

d. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan 
kualitas barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar serta 
pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar 
sesual standar teknis agar hidup secara layak. 

e. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemenntahan 

yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 

2. Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah, 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 79 Tahun 2018 adalah Standar pelayanan minimal 
memuat batasan minimal mengenal jenis dan mutu layanan 
dasar yang harus dipenuhi oleh Badan Layanan Umum Daerah 
Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 
Masyarakat yang akan menerapkan Badan Layanan Umum 
Daerah, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, 
pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan 
umum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit 
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 
yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah 
ditetapkan denga Peraturan Kepala Daerah. Sebelum ditetapkan 
menjadi Peraturan Kepala Daerah, Badan Layanan Umum 
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 
Masyarakat tersebut disusun dan ditandatangani oleh Kepala 
Puskesma Kepala Badan Layanan Umum Daerah Unit 
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 
untuk maju dalam tahap selanjutnya yaitu penilaian. 

1.4 LANDASAN HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 

Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 
Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 
Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar 
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5165); 

Republik Indonesia 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6523); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Betita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 54 7); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 451); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan 
Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1213); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1423); 

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar 
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 68); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tuban Nomor 69) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban 
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154); 

27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 ten tang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 156); 

28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 189 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten 
Tuban Seri D Nomor 24); 
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1.5 PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 
Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah 

Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat ini 
akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan Standar Pelayanan 
Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat 
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana disebutkan di 
atas, serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan 
kewenangan organisasi Badan Layanan Umum Daerah Unit 
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat serta 
perubahan lingkungan. 

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN 

Sistematika penyajian Dokumen Standar Pelayanan Minimal 
Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional 
Pusat Kesehatan Masyarakat Kenduruan adalah sebagai berikut: 
Bab I PENDAHULUAN 
Bab II 

Bab III 

Bab IV: 

BabV 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

2 .1 Jenis Pelayanan 

2.2 Prosedur Pelayanan 
2.3 Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan 

Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat 

Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 
PERENCANAANPENCAPAIANSPM 
3 .1 Rencana Kegiatan Pencapaian Kinerja Standar 
3.2 Strategi Pencapaian SPM Berdasarkan Rencana 

Strategis 
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 
Memuat ten tang rencana strategis dan 
penganggaran Standar Pelayanan Minimal, 

monitoring dan pengawasan pelaksanaan serta 
Pengukuran capaian dan evaluasi kinerja. 
Penutup. 
Lampiran-lampiran 

1.7 CARA MENYUSUN DOKUMEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT 
FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BADAN LAYANAN 
UMUMDAERAH 

Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat 
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat mengidentifikasi Jenis 
Pelayanan yang saat ini telah mampu disediakan bagi semua warga 
yang berada di wilayah kerja Badan Layanan Umum Daerah Unit 
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat. 
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Jenis Pelayanan itu mendukung pelaksanaan tugas dan 
fungsi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat 
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum 
Daerah, yaitu Fungsi Pelayanan dan Fungsi Pendukung. Semua 

jenis pelayanan tersebut agar dituliskan Standar Pelayanan 
Minimalnya, yaitu penjelasan bagaimana prosedur/ langkah­
langkah bagaimana setiap pelaksanaan tersebut dilaksanakan. 

Memperhatikan Modul Penilaian dan Penetapan Badan 
Layanan Umum Daerah (sesuai SE Menteri Dalam Negeri 
Nomor 981/ 1010/S) dan Nomor 981/ 1011/SJ) tertanggal 6 
Februari 2019, dimana Surat Edaran ini merupakan tindak lanjut 
dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 
Badan Layanan Umum Daerah, maka bagian Standar Pelayanan 
Minimal ini agar memperhatikan adanya: 
1. Penjelasan Standar Pelayanan Minimal di Badan Layanan Umum 

Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 
Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah: 
a. Fokus mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang 

terwujudnya tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah; 
b. Terukur merupakam kegiatan yang pencapaiannya dapat 

dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; 
c. Dapat dicapai merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung 

tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai dengan kemampuan 
dan tingkat pemanfaatannya; 

d. Relevan dan dapat di andalkan merupakan kegiatan yang 
sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas 
dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah; 

e. Tepat waktu atau kerangka waktu merupakan kesesuaian 
jadwal dan kegiatan yang telah ditetapkan. 

2. Kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan 
Mlnimal yang diberlakukan di Badan Layanan Umum Daerah 

Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat. 
3. Keterkaitan yang kuat antara Standar Pelyanan Minimal dengan 

Renstra Dinas Kesehatan dan Anggaran Tahunan. 
4. Pengesahan Standar Pelyanan Minimal oleh Kepala Daerah 

melalui Peraturan Kepala Daerah. Seluruh unsur diatas dapat 
dipahami dalam kebijakan Manajemen Badan Layanan Umum 
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 
Masyarakat (sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 
Tahun 2016). Tim Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyusun 
dan menyiapkan rancangan Renstra Badan Layanan Umum 
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 
Masyarakat perlu memahami kebijakan ini dan mengikuti 
pedoman tersebut. 
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Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat 

Fungsional Pu.sat Kesehatan Masyarakat juga mengidentifikasi Jenis 
Pelayanan yang akan dikembangkan untuk dapat disediakan bagi 
semua warga di wilayah kerja Badan Layanan Umum Daerah Unit 
Organisasi Bersifat Fungsional Pu.sat Kesehatan Masyarakat di 
masa mendatang. Jenis pelayanan ini yang akan dimasukkan ke 
dalam Renstra Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 
Bersifat Fungsional Pu.sat Kesehatan Masyarakat sebagai Rencana 
Pengembangan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Badan 
Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 
Kesehatan Masyarakat memilih Jenis Pelayanan angka 1, yang 
dapat dipastikan pelaksanaannya dengan kualitas terbaik, untuk 
ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan 

Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pu.sat Kesehatan 
Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah. Pemilihan ini 
dilaksanakan dengan pendampingan oleh Dinas Kesehatan 
setempat. 

Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat 
Fungsional Pu.sat Kesehatan Masyarakat menyusun Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dan mengusulkannya untuk 
diterbitkannya Perkada tentang Standar Pelyanan Minimal Badan 
Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 
Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah. Proses ini 
dilaksanakan dengan pendampingan oleh Dinas Kesehatan 
setempat. Satu Perkada untuk satu Badan Layanan Umum Daerah 
Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pu.sat Kesehatan Masyarakat 
Badan Layanan Umum Daerah, atau Satu Perkada untuk semua 
atau beberapa Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan 
Umum Daerah. Dalam Perkada tersebut diuraikan dengan jelas 
Standar Pelyanan Minimal masing-masing Badan Layanan Umum 
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 

Masyarakat. Kepala Daerah melakukan kajian yang diperlukan 
dalam menerbitkan Peraturan Kepala Daerah Standar Pelyanan 
Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat 
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum 
Daerah. 



BAB II 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

2.1 JENIS PELAYANAN 

Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat 
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan Upaya 
Kesehatan Masyarakat tingkat pertama dan Upaya Kesehatan 
Perseorangan tingkat pertama. 

Upaya Kesehatan Masyarakat meliputi: 
1. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial 

a. Pelayanan Promosi Kesehatan. 
b. Pelayanan Kesehabn Lingkungan. 
c. Pelayanan Kesehatan Keluarga 

1) Pelayanan Kesehatan reproduksi 
2) Pelayanan Kesehabn anak (bayi baru lahir, balita, usia 

pendidikan dasar) 
3) Pelayanan kesehatan usia produktif 
4) Pelayanan kesehatan usia lanjut 
5) Keluarga Berencana. 

d. Pelayanan Gizi. 

e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 
1) Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit 

menular 
2) Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak 

menular 
2. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan 

Merupakan pelayanan kesehabn masyarakat yang kegiatannya 
bersifat inovatif dan/ atau disesuaikan prioribs masalah 
kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya 
yang tersedia di Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat. 

Sedangkan Upaya Kesehabn Perorangan tingkat pertama 

dilaksanakan dalam bentuk: 
1. Rawat Jalan, baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit 
2. Pelayanan gawat darurat 
3. Perawatan di rumah (home care) 

4. Rawat inap berdasarkan pertjmbangan kebutuhan pelayanan 
kesehatan. 
Dalam melaksanakan upaya kesehatan tersebut, Badan 

Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 
Kesehatan Masyarakat harus menyelenggarakan kegiatan: 
1. Manajemen Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsiohal Pusat Kesehatan Masyarakat 
2. Pelayanan kefarmasian 
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3. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat 
4. Pelayanan laboratorium 
5. Kunjungan keluarga 

2.2 PROSEDUR PELAYANAN 

Prosedur pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah Unit 
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 
disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yang 
dituangkan dalam dokumen Tata kelola yang ditetapkan oleh Kepala 
Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional 
Pusat Kesehatan Masyarakat. 

Standar Operasional Prosedur merupakan serangkaian 
instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses 
penyelenggaraan aktivitas. Tujuan penyusunan Standar Operasional 
Prosedur di Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat 

Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat adalah agar berbagai 
proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, 
konsisten/seragam dan aman dalam rangka meningkatkan mutu 
pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku. 

Manfaat Standar Operasional Prosedur bagi Badan · Layanan 
Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 
Masyarakat adalah memenuhi persyaratan standar pelayanan 
Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional 
Pusat Kesehatan Masyarakati mendokumentasikan langkah­
langkah kegiatan dan memastikan staf Badan Layanan Umum 
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 
Masyarakat memahami bagaimana melakukan pekerjaannya. 

Alur pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah Unit 
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 

disusun untuk memberikan kejelasan dan kemudahan bagi pasien 
untuk mendapatkan pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah 
Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat. 
Terdapat beberapa alur pelayanan yang berlaku di Badan Layanan 
Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 

Masyarakat. 

2.3 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN 
MASYARAKAT 

Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri 
Kesehatan nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan 
Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal. 



No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Tabel 2.1 

Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 

Kabupaten Tuban 

JENIS MUTU CAPAIAN 
PENERIMA PERNYATAAN KAB. PELAYANAN PELAYANAN PELAYANAN TARGET 

DASAR DASAR DASAR STANDAR TUBAN 
2020 

Pelayanan Sesuai Ibu hamil Persentase 100% 94% 
kesehatan standar ibu hamil 
ibu hamil pelayanan mendapatka 

ibu hamil n pelayanan 
antenatal 
sesuai 
standar 

Pelayanan Sesuai lbu Persentase 100% 85% 
kesehatan standar bersalin ibu bersalin 
ibu bersalin pelayanan mendapatka 

persalinan n pelayanan 
persalinan 
sesuai 
standar 

Pelayanan Sesuai Bayi baru Persentase 100% 102% 
kesehatan standar lahir bayi barul 
bayi baru pelayanan lahir (BBL) 
lahir bayi baru mendapatka 

lahir n pelayanan 
kesehatan 
neonatal 
esensial 
sesuai 
standar 

Pelayanan Sesuai balita Persentase 100% 91% 
kesehatan standar balita 
balita pelayanan mendapatka 

balita n pelayanan 
kesehatan 
sesuai 
standar 

Pelayanan Sesuai Anakpada Persentase 100% 85% 
kesehatan standar usia anakpada 
usia pelayanan pendidika usia 
pendidikan pendidikan n dasar pendidikan 
dasar dasar dasar 

mendapatka 
n pelayanan 
kesehatan 
sesuai 
standar 

Pelayanan Sesuai Warga Persentase 100% 66% 
kesehatan standar negara warga negara 
usia pelayanan Indonesia usia 15 
produktif usia usia 15 tahun 

produktif s/d 59 sampai 59 
tahun tahun 

mendapatka 
n pelayanan 
kesehatan 

CAPAIAN 
PUSKEMAS 

99% 

99% 

100% 

100% 

100% 

65% 



JENIS MUTU 
CAPAIAN 

PENERIMA 
No. PELAYANAN PELAYANAN PELAYANAN 

PERNYATAAN KAB. CAPAIAN 
TARGET 

DASAR DASAR DASAR STANDAR TUBAN PUSKEMAS 

2020 

sesuai 
standar 

7 Pelayanan Sesuai Warga Persentase 100% 96% 68% 
kesehatan standar negara warga negara 
usia lanjut pelayanan Indonesia usia60 

usia lanjut usia 60 tahun keatas 
tahun ke mendapatka 
atas n pelayanan 

kesehatan 
usia lanjut 
sesuai 
standar 

8 Pelayanan Sesuai Penderita Persentase 100% 19% 60% 
kesehatan standar Hipertensi penderita 
penderita pelayanan hipertensi 
Hipertensi penderita mendapatka 

Hipertensi n pelayanan 
kesehatan 
sesuai 
standar 

9 Pelayanan Sesuai Penderita Persentase 100% 84% 90% 
kesehatan standar DM penderitan 
penderita pelayanan diabetes 
DM penderita melitus (DM) 

DM mendapatka 
n pelayanan 
kesehatan 
sesuai 
standar 

10 Pelayanan Sesuai ODGJ Persentase 100% 78% 75% 
kesehatan standar orang 
orang pelayanan dengan 
dengan kesehatan gangguan 
gangguan jiwa jiwa berat 
jiwa mendapatka 

n pelayanan 
kesehatan 
sesuai 
standar 

11 Pelayanan Sesuai Orang Persentase 100% 25% 80% 
kesehatan standar terdua orang 
orang pelayanan TBC terduga 
terduga orang Tu berkulosis 
TBC terduga (TBC) 

TBC mendapatka 
n pelayanan 
Kesehatan. 

12 Pelayanan Sesuai Orang Persentase 100% 53% 100% 
kesehatan standar beresiko orang 
orang pelayanan terinfeksi dengan 
dengan pemeriksaa. HIV risiko 
resiko n HIV terinfeksi 
terinfeksi HIV 
virus yang mendapatka 
melemahka n pelayanan 
ndaya kesehatan 
tahan sesuai 
tubuh standar 
manusia 
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Profil lndikator Standar Pelayanan Minimal yang mengacu kepada 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 meliputi 12 (dua belas) indikator yang 
harus dipenuhi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat 

Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dengan keterlibatan jejaring 
Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 

Kesehatan Masyarakat dan dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. 
Selain itu terdapat 7 (tujuh) indikator Standar Pelayanan Minimal untuk 
Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 
Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tuban sebagai berikut: 

1. Pelayanan Kesehatan lbu Hamil 

Judul Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Puskemas 

Dimensi Mutu Kesinambungan Pelayanan 

Tujuan Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 
Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya 
pelayanan pemeriksaan antenantal ibu ham.ii Badan Layanan Umum 
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 
Masyarakat 

Definisi Operasional Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, meliputi: 

Frekuensi 

Pengumpulan Data 

Periode Analisa 

Numerator 

1) Satu kali pada trimester pertama. 

2) Satu kali pada trimester kedua. 

3) Dua kali pada trimester ketiga. 

Dengan pelayanan kesehatan sesuai dengan usia kehamilan, yang 

secara keseluruhan mencakup 10 T yaitu : 

1) Pengukuran berat badan. 

2) Pengukuran tekanan darah. 

3) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA). 

4) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri). 

5) Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ). 

6) Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi. 

7) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet. 

8) Tes Laboratorium. 

9) Tatalaksana/penanganan kasus. 

10) Temu wicara (konseling). 

Penanganan ibu hamil sesuai standar dilakukan oleh tenaga kesehatan 

di fasilitas pelayanan kesehatan. 

Setiap 1 bulan 

I tahun 

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai 

standar di wilayah kerja 

kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun 
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Denumerator Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut 

dalam kurun waktu satu tahun yang sama 

SumberData Register kohort ibu, Buku KIA 

Standar 100% 

Penanggung Jawab Penanggungjawab upaya kesehatan ibu dan anak 

Pengumpul Data 

Langkah Kegiatan a. Setiap orang yang mengaku hamil atau patut diduga hamil perlu 
dipastikan yang bersangkutan status kehamilannya 

b. Setiap ibu yang dipastikan hamil, maka memperoleh pelayanan 
sebagaimana diterapkan dalam standar jumlah dan kualitas 
barang dan atau jasa pelayanan kesehatan ibu hamil, jika 
dinyatakan tidak hamil, maka diberikan promosi kesehatan yang 
sesuai 

c. Jika ditemukan kondisi tertentu yang dikategorikan sebagai ibu 
hamil mengalami penyulit, maka dilakukan rujukan, sampai 
dipastikan bahwa telah memperoleh pelayanan rujukan 

d. Dilakukan pencatatan dan pelaporan 
Monitoring dan Sistem informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Evaluasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 

SumberDaya Dokter, bidam, perawat serta tenaga kesehatan penolong 

Manusia 

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 

Judul 

Dimensi Mutu 

Tujuan 

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin di Badan Layanan Umum Daerah 

Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 

Keselamatan dan kesinambungan pelayanan 

Tergambarnya kinerja Sadan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya 

pelayanan pemeriksaan antenantal ibu hamil Badan Layanan Umum 

Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatari 

Masyarakat 

Definisi Operasional Persalinan sesuai standar yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di 

fasilitas pelayanan kesehatan mengikuti acuan asuhan persalinan 

normal dan buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan 

kesehatan dasar rujukan 

Pelayanan meliputi 5 aspek dasar pelayanan pertolongan persalinan 

kepada ibu bersalin, yaitu : 

1) Membuat keputusan klinik 

2) Asuhan sayang ibu dan sayang bayi 

3) Pencegahan infeksi 

4) Pencatatan asuhan persalinan 

5) Persalinan dilakukan dengan standar asuhan persalinan 

normal, yaitu : 

a) Asuhan kehidupan pada persalinan normal yang mengacu 

kepada asuhan yang bersih dan aman selama persalinan 

dan setelah bayi lahir serta upaya pencegahan komplikasi 
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b) Proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup 

bulan ( 37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi 

belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa 

komplikasi, baik pada ibu maupun janin. 
Ibu dengan penyulit/komplikasi persalinan, dilakukan rujukan, 

mengacu kepada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas 

kesehatan dasar rujukan 

Frekuensi Setiap 1 bulan 

Pengumpulan Data 

Periode Analisa Setiap 1 bulan 

Numerator Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai 

standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja 

kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun. 

Denumerator Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut 

dalam kurun waktu satu tahun yang sama. 

SumberData Register Kohort ibu, Buku KIA 

Standar 100% 

Penanggung Jawab Penanggung jawab upaya kesehatan ibu dan anak 

Pengumpul Data 

Langkah Kegiatan 1) Setiap ibu yang telah memperoleh pelayanan kehamilan, 

mengetahui tanda-tanda awal persalinan, bahkan mengetahui 

perlengkapan yang cukup, sehingga bisa melahirkan dengan 

lancar dan selamat dengan pertolongan tenaga kesehatan yang 

sesuai dengan standar 

2) Setiap ibu menjelang persalinan, yang dijumpai di fasilitas 

pelayanan kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan ibu 

bersalin sesuai standar 

3) Ibu dengan penyulit/komplikasi persalinan, dilakukan rujukan, 

mengacu kepada mengacu kepada buku saku pelayanan 

kesehatan ibu di fasilitas kesehatan dasar rujukan 

4) Dilakukan pencatatan dan pelaporan 

Monitoring dan Sistem informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Evaluasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 

SumberDaya Dokter, bidam, perawat serta tenaga kesehatan penolong 

Manusia 

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 

Judul Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Badan Layanan Umum Daerah 

Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 

Dimensi Mutu Keselamatan dan kesinambungan pelayanan 

Tujuan Tergambamya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya 

penangan bayi baru lahir Badan Layanan Umum Daerah Unit 

Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 
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Definisi Operasional Pelayanan yang diberikan kepada bayi usia 0-28 hari sesuai standar 

mengacu kepada pelayanan neonatal essensial oleh tenaga kesehatan 

di fasilitas pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan serta 

posyandu dan kunjungan rumah 

Standar 1 : Pelayanan neonatal esensial saat lahir, diberikan kepada 

bayi saat lahir sampai dengan 6 jam, yaitu : 

1) Pemotongan dan perawatan tali pusat 

2) Inisial menyusui dini 

3) Injeksi vitamin K 

4) Pemberian salep/tes mata antibiotik 

5) Pemberian imunisasi vaksin Hepatitis-BO. 

Standar 2 : pelayanan neonatal esensial setelah lahir, diberikan kepada 

bayi setelah lahir (usia 6 jam-28 hari), Meliputi : 
1) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif 
2) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM 

3) Pemberian Vitamin K bayi baru lahir tidak di fasyankes atau 

belum mendapatkan injeksi Vitamin K 
4) Imunisasi Hebatitis B injeksi untuk bayi < 24 jam, yang lahir 

tidak ditolong tenaga kesehatan 

5) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi 
Frekuensi Setiap 1 bulan 

Pengumpulan Data 

Periode Analisa Setiap 1 tahun 

Numerator Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayana 

kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurunwaktu 

satu tahun 

Denumerator Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota 

tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama 

SumberData Register Kohort ibu, Buku KIA 

Standar 100% 

Penanggung Jawab Penanggung jawab upaya kesehatan ibu dan anak 

Pengumpul Data 

Langkah Kegiatan 

Monitoring dan Sistem informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Evaluasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 

SumberDaya Dokter, bidan, perawat serta tenaga kesehatan penolong 

Manusia 

4. Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 bulan) 

Judul Pelayanan kesehatan balita di Badan Layanan Umum Daerah Unit 

Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 

Dimensi Mutu Kesinambungan pelayanan 

Tujuan Terkembangnya kinerja Bada.1 Layanan Umum Daerah Unit 

Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 
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dalam upaya pelayanan balita sesuai standar di wilayah Badan 

Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 

Kesehatan Masyarakat 

Definisi Operasional Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan 

oleh tenaga kesehatan (bidan, perawat, dokter, sokterk spesialis anak) 

di fasilitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan 

(Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional 

Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringnya, praktik mandiri bidan, 

klinik pratama, klinik utama, rumah sakit) serta di posyanduy dan 

kunjungan rumah (termasuk oleh tenaga/kader kesehatan terlatih). 

Pelayanan kesehatan yang di berikan kepada setiap balita, yaitu : 

Frekuensi 

Pengumpulan Data 

Periode Analisa 

Numerator 

Denumerator 

1) Standar-1 bagi balita usia 0-11 bulan; 

2) Standar-2 bagi balita usia 12-35 bulan; 

3) Standar-3 bagi balita usia 36-59 bulan; 

Standar-1, meliputi: 

a) Penimbangan minimal 8 kali setahun 

b) Pengukuran pajang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun 

c) Pemantaun perkembangan minimal 2 kali/ tahun 

d) Pemeberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun 

e) Pemeberian imunisasi lanjutan 

f) Pemeberian edukasi dan informasi 

Standar-3: 

a) Penimbangan minimal 8 kali 

b) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun 

c) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun 

d) Pemnerian kapsul vitamin A sebantak 2 kali setahun 

e) Pemantauan perkembangan balita 

f) Pemberian kapsul vitamin A 

g) Pemebrian imunisasi dasar lengkap 

h) Pemberian imunisasi lanjutan 

i) Pengukuran berat badan dan panjang/ tinggi badan 

j) Pemberian edukasi dan informasi 

Setiap 1 bulan 

Setiap 1 bulan 

Jumlah balita usia 12-33 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan 

sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan 

pelayanan kesehatan sesuai standar 2+ balita usia 36-59 bulan 

mendapatkan pelayanan sesuai standar 3 

Jumlah semua alita 0-59 bulan di wilayah Badan Layanan Umum 

Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 

Masyarakat selama priode waktu 1 tahun yang sama. 

Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabipaten/kota 

tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama 



SumberData 

Standar 

Penanggung Jawab 

Pengumpul Data 

Langkah Kegiatan 

Monitoring dan 
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Register khohort anak, register posyandu, buk:u KIA 

100% 

Penanggung jawab upaya kesehatan ibu dan anak 

1) Berdasarkan data kependudukan yang di dalamnya tercantum 

tanggal lahir penduduk, berdasarkan data tersebut dapat di 

perhirtungkan siapa saja yang pada tahun ini termasuk balita, 

sebagai sasaran pelayanan kesehtan balita; persebaran sasaran 

menurut wilayah (desa/keluaran, rt/rw) dipetakan oleh Badan 

Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 

Kesehatan Masyarakat dan menguk:ur beban pelayanan kesehatan 

balita; peta juga memeperhitungkan terjadinya penambahan 

sasaran pelayanan, yaitu bayi yang lahir pada tahun ini. 

2) Peta persebaran sasaran pelaynan tersebut diinformasikan kapada 

pejabat wilayah administrasi setempat (kepala desa dan camat 

serta pihak lain yang terkait) agar para pihak tersebut mambantu 

menghadirkan sasaran pelayanan pada tempat - tenpat pelayanan 

terdekat 

3) Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional 

Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur penuugasan tim pelayanan 

dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memeberikan pelayanan 

4) Setiap balita diberikan pelayanan sebagiaman ditetapkan dalam 

standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa pelayanan 

kesehatan balita 

5) Jika ditemukan kondisi tertentu yang diketagorikan sebagai balita 

mengalami penyulit atau gangguan kesehatan, maka dilakukan 

rujukan, sampai dipastikan bahwa telah memeperoleh pelayanan 

rujukan, 

6) Dilakukan pencatatan dan pelaporan 

Sistem informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 

Dokter (termasuk dokter anak), bidan, perawat serta ahli gizi dan 

tenaga kesehatan terlatih (guru PAUD, kader kesehatan) 

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 

Judul 

Dimensi Mutu 

Tujuan 

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di Badan Layanan 

Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 

Masyarakat 

Kesinambungan pelayanan 

Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya 

pelayanan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah Badan 

Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 

Kesehatan Masyarakat 



-22-

Definisi Operasional Pelayanan skrining/penjaringan kesehatan, dan pemeriksaan 

kesehatan berkala kepada setiap peserta didik kelas 1 (satu) sampai 

dengan kelas 9 (sembilan) pendidikan dasar (dilembaga pendidikan 

SD /MI, SMP /MTS, dan jenis lain sederajat) dan kepada usia 7 (tujuh) 

tahun sampai 15(1imabelas) tahun di luar lembaga pendidikan dasar 

seperti pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA, dan lainnya yang 

dilakukan satu kali pertahun, yaitu meliputi: 

Frekuensi 

Pengumpulan Data 

Periode Analisa 

Numerator 

Denumerator 

Sumber Data 

Standar 

Penanggung Jawab 

Pengumpul Data 

Langkah Kegiatan 

Skrining kesehatan, meliputi : 

1) Penilaian status gizi (tinggi badan, ibarat badan, tanda klinis 

anemia); dan 

2) Penilaian tanda vitas (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas ); 
dan 

3) Penilaian kesehatan gigi dan mulut; dan 

4) Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen, 

garpu talla; serta 

Tindak lanjut sesuai hasil skrining: 

1) Memebrikan um pan balik hasil skrining kesehatan; 

2) Melakukan rujukan jika diperluka 

3) Memberikan penyuluhan kesehatan 

KIE disesuaikan dengan kebutuhan/kondisi setiap murid, sehingga 

setiap murid memperoleh informasi ten tang bagaimana 

mengatasimaslah, dan memelihara kesehatan, termasuk pelayanan 

tindak lanjut sesuai kondisinya. 

Pelayanan dilakukan oleh dokter / dokter gigi, perawat, tenaga 

kesahatan gizi, tenaga kesehatan masyarakat serta tenagah kesehatan 

terlatuh tertetu (guru, kader kesehatan/dokter kecil/peer counselor) 

Setiap 1 tahun 

Setiap 1 tahun 

Jumlah anak usia pendidikan (kelas 1 sampel kelas 9) yang mendapat 

pelayanan kesehatan sesuai stndar yang ada di wilayah kerja 

kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran. 

Jumlah semua anank usia pendidikan dasar (kelas 1 sampai kelas 9) 

yang ada diwilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalama kurun 

waktu satu tahun ajaran yang sama 

Register anak sekolah 

100% 

Penaggung jawab upaya usaha kesehatan anak sekolah 

1) Berdasarkan data dari dinas kependidikan atau lembaga dikdas 

(sd/sdit/mi, dan smp/smpit/mts) termasuk pondok pesantren, 

panti/LKAS, lapas/LPKA dan tempat lainnya, dapat dipeakan oleh 

Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional 

Pusat Kesehatan Masyarakat 



Monitoring dan 

Evaluasi 

SumberDaya 

Manusia 
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untuk mengukur beban pelayanan kesehatan udikstar pada 

lembaga-lembaga pendidikan dasar tersebut, berdasarkan data 

kependudukan dapat di ketahui anak usia 7 tahun sampai dengan 

15 tahun pada tahun ini dan jika terdapat anak - anak yang 

terdaftar pada lembaga-lembaga pendidikan dasae, maka di 

petakan juga dimana anak-anak tersebut berada, untuk 

mengerahkan pelayanan 

2) Peta persebaran sasaran pelayanan tersebut diinformasikan 

kepada pejabat wilayah administrasi setempat(keplaa desa dan 

camat, kepala sekolahatau pimpinan pondok pesantren, 

panti/LKSA, lapas/LPKA serta pihak lain yang terkait) dan jadwal 

pelayanan kelembaga pendidikan; dan agar para pihak tersebut 

membantu menghadirkan sasaran pelayanan (anak-anak yang 

tidak berada pada lembaga pedidikan dasar) 

3) Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional 

Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur penugasan tim pelayanan 

dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan 

4) Setiap udiksar diberikan pelayanan sebagaimana ditetepkan dalam 

standar jumlah dan kualitas barang atau jasa pelayanan kesehatan 

udiksar. 

5) Jika ditemukan kondisi tertentu yang dikategorikan sebagai 

udiksar mengalami penyulitatau gangguan kesehatan, maka di 

lakukan rujukan, sampai dipastikan bahwa telah memeperoleh 

pelayanan rujukan 

6) Dilakukan pencatatan dan pelaporan 

Sistem informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 

Dokter/dokter gigi, bidan, perawat dan serta tenaga kesehatan terlatih 

(gizi, guru, kader kesehatan, dokter keci, peer counselor) 

6. Pelayaan Kesehatan pada Usia Produktif 

Judul Pelayaan Kesehatan pada Usia Produktif di Badan Layanan Umum 

Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 

Masyarakat 

Dimensi Mutu Keselamatan dan kesinambungan pelayanan 

Tujuan Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya 

penangan usia produktif 15-59 tahun di Badan Layanan Umum Daerah 

Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 

Definisi Operasional Pelayanan yang diberikan kepada bayi usia 0-28 hari sesuai standar 

mengacu kepada pelayanan neonatal essensial oleh tenaga kesehatan 

di fasilitas pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan serta 

posyandu dan kunjungan rumah 

Standar 1 : Pelayanan neonatal esensial saat lahir 
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diberikan kepada bayi saat lahir sampai dengan 6 jam, yaitu : 

6) Pemotongan dan perawatan tali pusat 

7) Inisial menyusui dini 

8) Injeksi vitamin K 

9) Pemberian salep/tes mata antibiotik 

10) Pemberian imunisasi vaksin Hepatitis-BO. 

Standar 2 : pelayanan neonatal esensial setelah lahir, diberikan kepada 

bayi setelah lahir (usia 6 jam-28 hari), Meliputi : 

6) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif 

7) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM 

8) Pemberian Vitamin K bayi baru lahir tidak di fasyankes atau 

belum mendapatkan injeksi Vitamin K 

9) Imunisasi Hebatitis B injeksi untuk bayi < 24 jam, yang lahir 

tidak ditolong tenaga kesehatan 

Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi 
Frekuensi Setiap 1 bulan 

Pengumpulan Data 

Periode Analisa Setiap 1 tahun 

Numerator Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan 

skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun 

Denumerator Jumlah orang usia 15-59 tahun 

SumberData Register Posbindu, register rawatjalan, register NA, Register anak 

sekolah 

Standar 100% 

Penanggung Jawab Penanggung jawab surveilans PTM 

Pengumpul Data 

Langkah Kegiatan 1) Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah 

kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS 

atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan 

estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang 

ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

2) Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang 

dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM. 

3) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining 

yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit 

menular dan penyakit tidak menular 

Monitoring dan Sistem informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Evaluasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 

Sumber Daya Dokter, bidam, perawat serta tenaga kesehatan penolong 

Manusia 
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7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 

Judul 

Dimensi Mutu 

Tujuan 

Pelayanan kesehatan pada USia Lanjut >60 Tahun di Badan Layanan 

Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 

Masyarakat 

Kesinambungan Pelayanan 

Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya 

pelayanan pada usia lansia >60 tahun sesuai standar di wilayah Badan 

Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 

Kesehatan Masyarakat 

Definisi Operasional Pelayanan kesehatan bagi semua penduduk/warga negara usia lanjut 

(usia 60 tahun ke atas) oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, 

nutrisionis, kader posyandu lansia/posbindu)'di Badan Layanan Umum 

Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 

Masyarakat dan jaringan posbindu di wilayah Badan Layanan Umum 

Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 

Masyarakat 

Frekuensi 

Pengumpulan Data 

Periode Analisa 

Numerator 

Denumerator 

minimal 1 tahun sekali meliputi pelayanan: edukasi Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat, dan skrining faktor risiko penyakit menular dan 

penyakit tidak menular yaitu: 

4) Pelayanan edukasi tentang PHBS yang dilaksanakan pada fasyankes 

dan atau UKBM, dan atau saat Kuajungan Rumah; 
5) Paket Palayanan Skrining faktor risiko, minimal sekali dalam satu 

tahun, yang terdiri dari: 

a) Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut; 

b) Deteksi Hipertensi, yang dilakukan dengan mengukur tekanan 
darah; 

c) Deteksi kemungkinan Diabetes Melitus dengan menggunakan 
tes cepat gula darah; 

d) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, Mini Mental 

Status Examination (MMSE) Test Mental Mini atau Abreviated 

Mental Test (AMT) dan Geriatric Depression Scale (GOS); 

e) Deteksi gangguan kognitif; 

f) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut; 

g) Anamnesa perilaku berisiko 

Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi: 

a) Melakukan rujukan jika diperlukan 

b) Memberikan penyuluhan kesehatan 

Setiap 1 bulan 

Setiap 1 tahun 

Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat 

skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu 

wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun 

Jumlah semua warga berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu 
wilayah kerja kabupater /kota dalam kurun waktu satu tahun yang 
sama 
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Register posbindu, register rawat jalan, register posyandu lansia 

100% 

Penanggung jawab suiveilans PTM 

1) Berdasarkan data kependudukan yang didalamnya tercantum 

tanggal lahir penduduk, berdasarkan data tersebut dapat 

diperhitungkan siapa saja yang pada tahun ini termasuk usia 

lanjut, sebagai sasaran pelayanan kesehatan pada usia lanjut, 

Persebaran sasaran menurut wilayah (desa/kelurahan, RT /RW) 

dipetakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat untuk mengukur 

beban pelayanan kesehatan pada usia lanjut; 

2) Peta persebaran sasaran pelayanan tersebut diinformasikan kepada 

pejabat wilayah administrasi setempat (Kepala Desa dan Camat, 

serta pihak lain yang terkait) agar para pihak tersebut membantu 

menghadirkan sasaran pelayanan pada tempat-tempat pelayanan 

terdekat; 

3) Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional 

Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur penugasan Tim Pelayanan 

dan Sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan; 

4) Setiap usia lanjut duberkan pelayanan sebagaimana ditetapkan 

dalam Standar Jumlah dan kualitas barag dan atau jasa pelayanan 

kesehatan pada usia lanjut; 

5) Jika ditemukan kondisi tertentu yang dikategorikan sebagai usia 

lanjut mengalami penyulit atau gangguan kesehatan, maka 

dilakukan rujukan, sampai dipastikan bahwa telah memperoleh 

pelayanan rujukan; 

6) Dilakukan pencatatan dan pelaporan 

Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 

Dokter, Bidan dan Perawat termasuk Ahli guzi, tenaga kesehatan 

masyarakat dan kader kesehatan 

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 

Judul 

Dimensi Mutu 

Tujuan 

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Badan Layanan Umum 

Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 

Masyarakat 

Kesinambungan Pelayanan 

Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya 

pelayanan penderita hipertensi sesuai standar 
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Definisi Operasional Pelayanan kesehatan bagi semua penduduk/warga negara penderita 

tekanan darah tinggi dengan usia 15 tahun ke atas, sebagai upaya 

pencegahan sekunder (agar yang bersangkutan tidak mengalami 

gangguan kesehatan lebih lanjut), dimana pelayanan kesehatan 

tersebut meliputi: 

Frekuensi 

Pengumpulan Data 

Periode Analisa 

Numerator 

Denumerator 

Sumber Data 

Standar 

Penanggung Jawab 

Pengumpul Data 

Langkah Kegiatan 

a) Pengukuran tekanan darah; dilakukan minimal setiap bulan satu 

kali, di fasyankes. 

b) Edukasi perubahan gaya hidup (diet seimbang dan aktivitas fisik), 
dan kepatuhan minum obat. 

c) Terapi farmakologi, ketika ditemukan hasil pemeriksaan tekanan 
darah sewaktu lebih dari 140 mmHg. 

d) Penderita hipertensi dengan komplikasi dan tekanan darah tidak 
bisa dipertahankan terkendali, maka penderita dirujk ke fasilitas 
kesehatan tingkat lanjut. 

Setiap 1 bulan 

Setiap 1 tahun 

Jumlah penderita hipertensi usia ~15 tahun di dalam wilayah kerjanya 

yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun 

waktu satu tahun 

Jumlah penderita hipertensi usia ~15 tahun di dalam wilayah kerja 

Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional 

Pusat Kesehatan Masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang 

sama 

Register rawat jalan, register posbindu 

100% 

Penanggung jawab surveilans PTM 

1) Berdasarkan data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah (Kepala Daerah hingga Desa/Kelurahan), dan data yang 

dimiliki oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat 

Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dapat diidentifikasi 

penduduk yang termasuk dalam sasaran penderita hipertensi, 

persebaran sasaran menurut wilayah (desa/kelurahan, RT /RW) 

dipetakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat untuk mengukur 

beban pelayanan kesehatan penderita hipertensi 

2) Peta persebaran sasaran pelayanan tersebut diinformasikan kepada 

pejabat wilayah administrasi setempat (Kepala Desa dan camat, 

serta pihak lain yang terkait) agar para pihak tersebut membantu 

menghadirkan sasaran pelayanan terdekat. 

3) Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional 

Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur penugasan Tim Pelayanan 

dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan. 
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4) Setiap penderita hipertensi diberikan pelayanan sebagaimana 

ditetapkan dalam standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa 

pelayanan kesehatan penderita hipertensi. 

5) Jika ditemukan kondisi tertentu yang dikategorikan sebagi 

penderita hipertensi mengalami penyulit atau gangguan kesehatan 

lebih berat/besar, maka dilakukan rujukan, sampai dipastikan 

bahwa telah memperoleh pelayanan rujukan. 

6) Dilakukan pencatatan dan pelaporan 

Monitoring dan Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Evaluasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 

Sumber Daya Dokter, Bidan, Perawat dan Tenaga Kesehatan Masyarakat 

Manusia 
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 

Judul Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus di Badan Layanan 

Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 

Masyarakat 

Dimensi Mutu Kesinambungan pelayanan 

Tujuan Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya 

pelayanan penderita diabetes di Badan Layanan Umum Daerah Unit 

Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 

Definisi Operasional Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita diabetes melitus 

dengan usia 15 tahun ke atas, sebagai upaya pencegahan sekunder 

(agar yang bersangkutan tidak mengalami kondisi kesehatan lebih 

lanjut), dimana pelayanan kesehatan tersebut meliputi; 

1) Pengukuran gula darah sewaktu (GOS); dilakukan setiap bulan satu 

kali; 

2) Edukasi peruabhan gaya hidup dan atau nutrisi serta aktivitas fisik; 

3) Terapi farmakologi, ketika ditemukan hasil pemeriksaan GOS lebih 

dari 200 mg/ dl. 

Pelayanan kesehatan penyandang diabetes melitus di wilayah kerja 

Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional 

Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai standar oleh tenaga kesehatan 

sesuai kewenangannya (dokter, perawat, nutrisionis) 

Frekuensi Setiap 1 bulan 

Pengumpulan Data 

Periode Analisa Setiap 1 tahun 

Numerator Jumlah penderita diabetes melitus usia ;;:IS tahun di dalam wilayah 

kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 

dalam kurun waktu satu tahun 

Denumerator Jumlah penderita diabetes melitus usia ~ 15 tahun di dalam wilayah 

kerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat 

Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam kurun waktu satu 

tahun yang sama 
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Register rawat jalan, register posbindu 

100% 

Penanggung jawab surveilans PTM 

1) Berdasarkan data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah (Kepala Daerah hingga Desa/Kelurahan), dan data yang 

dimiliki oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat 

Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dapat diidentifikasi 

penduduk yang termasuk dalam sasaran penderita diabetes melitus, 

persebaran sasaran menurut wilayah (desa/kelurahan, RT /RW) 

dipetakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat untuk mengukur 

beban pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 

2) Peta persebaran sasaran pelayanan tersebut diinformasikan kepada 

pejabat wilayah administrasi setempat (Kepala Desa dan camat, 

serta pihak lain yang terkait) agar para pihak tersebut membantu 

menghadirkan sasaran pelayanan terdekat. 

3) Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional 

Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur penugasan Tim Pelayanan 

dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan 

4) Setiap penderita diabetes melitus diberikan pelayanan sebagaimana 

ditetapkan dalam standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa 

pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus. 

5) Jika ditemukan kondisi tertentu yang dikategorikan sebagi 

penderita diabetes melitus mengalami penyulit atau gangguan 

kesehatan lebih berat/besar, maka dilakukan rujukan, sampai 

dipastikan bahwa telah memperoleh pelayanan rujukan. 

7) Dilakukan pencatatan dan pelaporan 

Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 

Dokter, Bidan, Perawat dan Tenaga Kesehatan Masyarakat (yang 

terlatih) 

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) 

Judul Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat di 

Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional 

Pusat Kesehatan Masyarakat 
Dimensi Mutu Kesinambungan pelayanan 
Tujuan Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya 

pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat di 

wilayah Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat 

Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat. 
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Definisi Operasional Pelayanan kesehatan oleh dokter atau perawat terlatih atau tenaga 

kesehatan terlatih lainnya kepada ODGJ berat meliputi; 

Frekuensi 

Pengumpulan Data 

Periode Analisa 

Numerator 

Denumerator 

Sumber Data 

Standar 

Penanggung Jawab 

Pengumpul Data 

Langkah Kegiatan 

1) Pemeriksaan kesehatanjiwa, yang mencakup: 

a) Pemeriksaan status mental, dan 

b) Wawancara 

2) Edukasi kepatuhan minum obat (serta kebersihan diri) 

3) Melakukan rujukan, jika diperlukan 
Setiap 1 bulan 

Setiap 1 tahun 

Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Badan Layanan Umum Daerah 

Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun 

waktu satu tahun 
Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Badan Layanan Umum Daerah 

Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun 

waktu satu tahun 

Register harian rawat jalan, register kesehatan jiwa 

100% 

Penanggung jawab kesehatan jiwa 

1) Berdasarkan data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah (Kepala Daerah hingga Desa/Kelurahan) dapat diidentifikasi 

penduduk yang termasuk dalam sasaran Orang Dengan Gangguan 

Jiwa (ODGJ) berat, persebaran sasaran menurut wilayah 

(desa/kelurahan, RT /RW) dipetakan oleh Badan Layanan Umum 

Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 

Masyarakat untuk mengukur beban pelayanan dan menyediakan 

tempat dan tim pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa 

(ODGJ) berat 

2) Peta persebaran sasaran pelayanan tersebut diinformasikan kepada 

pejabat wilayah administrasi setempat (Kepala Desa dan camat, 

serta pihak lain yang terkait) agar para pihak tersebut membantu 

menghadirkan sasaran pelayanan terdekat. 
3) Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional 

Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur penugasan Tim Pelayanan 

dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan 

4) Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat diberikan 

pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam standar jumlah dan 

kualitas barang dan atau jasa pelayanan kesehatan Orang Dengan 

Gangguan Jiwa (ODGJ) berat; 

5) Jika ditemukan kondisi tertentu yang dikategorikan sebagi Orang 

Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mengalami penyulit atau 

gangguan kesehatan lebih berat/besar, maka dilakukan rujukan, 

sampai dipastikan bahwa telah memperoleh pelayanan rujukan. 

6) Dilakukan pencatatan dan pelaporan 
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Monitoring dan Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Evaluasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 

SumberDaya Dokter, Bidan, Perawat dan Tenaga Kesehatan Masyarakat (yang 

Manusia terlatih) 

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB 

Judul Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TB) di Badan 

Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 

Kesehatan Masyarakat 
Dimensi Mutu Kesinambungan pelayanan 

Tujuan Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam upaya 

pelayanan penderita TB di Badan Layanan Umum Daerah Unit 

Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 
Definisi Operasional Pelayanan kesehatan berupa pelayanan penapisan bagi orang terduga 

tu berkulosis untuk memastikan bahwa yang bersangku tan 

mengalami/menderita tuberkulosis atau tidak, yang meliputi: 

1) Pemeriksaan klinis, mencakup pemeriksaan gejala dan tanda; 

2) Pemeriksaan penunjang, mencakup pemeriksaan gejala dan tanda; 

3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan 

4) Pelayanan merujuk orang yang sudah positif Tuberkulosis untuk 

memperoleh pengobatan Anti Tuberkulosis (OAT) dan pemantauan 

pengobatan; 

Dimana pelayanan tersebut diberikan kepada setiap orang yang terduga 

Tu berkulosis, yaitu orang yang menunjukkan tanda-tanda batuk 

selama lebih dari 2 (dua) minggu, disertai gejala lainnya. 

Pelayanan diberikan oleh dokter / perawat terlatih, analis serta tenaga 

kesehatan lainnya sesuai kewenangan dan kompetensinya. 

Frekuensi Setiap 1 bulan 

Pengumpulan Data 

Periode Analisa Setiap 1 tahun 

Numerator Jumlah orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar di wilayah Badan Layanan Umum Daerah Unit 

Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat selama 

periode waktu 1 tahun 

Denumerator Jumlah seluruh orang terduga TB di wilayah Badan Layanan Umum 

Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 

Masyarakat selama periode 1 tahun yang sama 

Sumber Data Register harian rawat jalan, register TB 

Standar 100% 

Penanggung Jawab Penanggung jawab P2 TB 

Pengumpul Data 



Langkah Kegiatan 

Monitoring dan 

Evaluasi 

SumberDaya 

Manusia 
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l)Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Layanan Umum Daerah 

Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pu.sat Kesehatan Masyarakat 

atas penduduk yang berada di wilayah kerjanya, diketahui bahwa 

terdapat pendetita Tuberkulosis dan persebarannya menurut 

wilayah (desa/kelurahan, RT/RW), berdasarkan data itu dapat 

dipetakan orang-orang dengan penderita Tuberkulosis tersebut, 

pemetaan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pu.sat Kesehatan Masyarakat untuk mengukur 

beban pelayanan dan menyediakan tempat dan tim pelayanan 

kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis. 

2) Peta persebaran sasaran pelayanan tersebut diinformasikan kepada 

pejabat wilayah administrasi setempat (Kepala Desa dan camat, 

serta pihak lain yang terkait) agar para pihak tersebut membantu 

menghadirkan sasaran pelayanan terdekat. 

3)Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional 

Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur penugasan Tim Pelayanan 

dan sumber dayayang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan 

4) Setiap Orang terduga tuberkulosis diberikan pelayanansebagaimana 

ditetapkan dalam standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa 

pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis; 

5) Setelah dipastikan bahwa yang bersangkutan adalah positid 

menderita Tuberkulosis, maka dilakukan rujukan, sampai 

dipastikan bahwa telah memperoleh pelayanan rujukan. 

6) Dilakukan pencatatan dan pelaporan 

Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 

Dokter (termasuk dokter spesialis paru atau penyakit dalam), perawat, 

analis laboratorium, penata rontgen dan tenaga kesehatan masyarakat 

(terlatih) 

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko HIV 

Judul Pelayanan kesehatan orang dengan risiko Terinfeksi HIV 

Dimensi Mutu Kesinambungan pelayanan 

Tujuan Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pu.sat Kesehatan Masyarakat dalam upaya 

pelayanan orang dengan risiko terinfeksi HIV di Badan Layanan Umum 

Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pu.sat Kesehatan 

Masyarakat 

Definisi Operasional Pelayanan kesehatan yang dilakukan meliputi: 

1) Edukasi perilaku berisiko, dan 

2) Skrining, dengan pemeriksaan tes cepat HIV, minimal satu kali 

dalam satu tahun. 

Pelayanan tersebut diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi 

virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yaitu: 



Frekuensi 

Pengumpulan Data 

Periode Analisa 

Indikator SPM 

Numerator 

Denumerator 

Sumber Data 

Standar 

Penanggung Jawab 

Pengumpul Data 

Langkah Kegiatan 
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1) Perempuan hamil, sekali selama kehamilan, sebelum kehamilan 

berakhir, utamakan ketika kontak pertama dengan petugas; 

2) Pasien Tuberkulosis, yang sedang dalam pengobatan Tuberkulosis; 

3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), selain HIV, yang sedang 

dalam pengobatan IMS tersebut; 

4) Panjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual 

dengan orang lain sebgai sumber kehidupan utama maupun 

tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang. Atau 

jasa; 

5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang 

pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya; sekali, sesekali 

atau secara teratur; apapun orientas seksnya (heteroseksual, 

homoseksual, atau biseksual); 

6) Transgender /waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau 

ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya 

yang ditunjukkan saat lahir, kadang disebut juga transeksual 

7) Penggunaan napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti 

memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik 

lainnya; 

8) Warga binaan pemasyarakatan (WBC), yaitu orang yang dalam 

pembinaan pemasyarakatan Kemkumham dan telah mendapatkan 

vonis tetap. 
Pelayanan diberikan oleh dokter/perawat terlatih, analis serta tenaga 

kesehatan lainnya sesuai kewenangan dan kompetensinya 

Setiap 1 bulan 

Setiap 1 tahun 

Persentasi orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV 

sesuai standar 

Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan 

HIV sesuai standar 1 tahun 

Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV di wilayah Sadan Layanan Umum 
Daerah Unit Organisasi Sersifat Fungsional Pusat Kesehatan 
Masyarakat selama periode waktu 1 tahun yang sama 
Register harian rawat jalan, register HIV 

100% 

Penanggung jawab P2 HIV 

1) Serdasarkan data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah (Kepala Daerah hingga Desa/Kelurahan) dapat diidentifikasi 

penduduk yang termasuk dalam sasaran Orang Dengan Risiko 

Terinfeksi HIV. Persebaran sasaran menurut wilayah 

(desa/kelurahan, RT /RW) dipetakan oleh Sadan Layanan Umum 

Daerah Unit Organisasi Sersifat Fungsional Pusat Kesehatan 

Masyarakat untuk mengukur beban pelayanan dan menyediakan 

tempat dan tim pelayanan kesehatan Orang Dengan Risiko 
Terinfeksi HIV 



Monitoring dan 

Evaluasi 

SumberDaya 

Manusia 
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2) Peta persebaran sasaran pelayanan tersebut diinformasikan kepada 
pejabat wilayah administrasi setempat (Kepala Desa dan camat, 
serta pihak lain yang terkait seperti LSM dan organisasi komunitas) 
agar para pihak tersebut membantu menghadirkan sasaran 
pelayanan terdekat. Informasi tentang sasaran, harus disesuaikan 
dengan strategi pelayanan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV, 
tidak semua data-informasi disampaikan kepada semua orang 

3) Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional 
Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur penugasan Tim Pelayanan 
dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan 

4) Setiap Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV diberikan pelayanan 
sebagaimana ditetapkan dalam standar jumlah dan kualitas barang 
dan atau jasa pelayanan kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi 
HIV; 

5) Jika ditemukan kondisi tertentu yang dikategorikan sebagi Orang 
Dengan Risiko Terinfeksi HIV mengalami penyulit atau gangguan 
kesehatan lebih berat/besar, maka dilakukan rujukan, sampai 
dipastikan bahwa telah memperoleh pelayanan rujukan. 

6) Dilakukan pencatatan dan pelaporan 

Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 

Dokter (termasuk dokter spesialis paru atau penyakit dalam), perawat, 

analis laboratorium, penata rontgen dan tenaga kesehatan masyarakat 

(terlatih) 

13.Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 

Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 

Judul Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Badan Layanan Umum 

Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 

Masyarakat 

Dimesi Mutu Kesinambungan Pelayanan 

Tujuan Tergambarnya kinerja UTP Badan Layanan Umum Daerah Unit 

Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam 

upaya pelayanan 

Definisi Operasional Hasil pengukuran dari kegiatan Survey kepusasan masyarakat yang 

berupa angka. 

Survey Kepuasan Masyarakat Kegiatan pengukuran secara 

komperhensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas 

layanan yang diberikan oleh penyelanggara pelayanan pubik. 

Fekuensi Setiap 1 tahun 

Pengumpulan Data 

Periode Analisa Setiap 1 tahun 

Indikasi SPM Nilai indeks Kesehatan Masyarakat 

Sumber Data Kuesinor Survey Kesehatan Masyarakat 

Standar 80% 

Penanggung Jawab Penanggung Jawab administasi Manajemen 

pengumpilan Data 
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Langkah-langkah -

Kegitan 

Monitoring dan Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Evaluasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 

SumberDaya Bidan,perawat dan dokter 

Manuasi 

14.Pencapaian Desa/Kelurahan Universal Chid Immunization (UCI) 

Judul Pencapaian desa/kelurahan UCI 

Dimesimutu Kesinambungan pelyanan 

Definisi Operasional Desa/kelurahan dimana ~ 80% dari jumlah bayi yang ada di desa 

tersebut sudag mendapatkan imnisasi Dasar Lengkap Imuisasi Dasar 

lengkap bayi meliputi; 

• Imunisasi hepatitis B diberikan pada bayi 0-7 Harl 

• Imunisasi BGC dan polio diberikan pada bayi usia 1 bulan 

• Imunisasi DPT-HB-Hib 1 dan polio 2diberikan pada bayi usia 2 

bulan 

• Imunisasi DPT-HB-Hib 2 dan polio 3 diberikan pada bayi usia 3 

bulan 

• Imunisasi DPT-HB-Hib 3 dan polio 4 dan IPV diberikan pada 

bayi usia 4 bulan 

• Imunisasi Campak/MR diberikan pada usia 9 bulan 

Frekuensi Setiap 1 Bulan 

pengumpulan Data 

Periode Analisa Setiap 1 tahun 

Indikator SPM Persentase desa yang mencapai UCI 

Numerator Jumlah desa/kelurahan yang mencapai UCI 

Denumaeator Jumlah seluruh desa/kelurahan yang ada diwilayah kerja Badan 

Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 

Kesehatan Masyarakat 

SumberData Regirtes imunisasi,kohot bayi 

Standar 100% 

Peanggung Jawab Penanggung Jawab Imunisasi 

Pengumpulan Data 

Langkah-langkah 

Kegiatan 

Monitoring dan Sistem lnformasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Evaluasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 

SumberDaya Bidan, Perawat dan Dokter 

Manuasi 
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15. Pencapaian desa/kelurahan siaga aktif PURI (Pumama Mandiri) 

Judul Pencapaian desa/kelurahan siaga aktif PURI 

Dimesimutu Kesinambungan pelayanan 

Definisi Operasional Desa/kelurahan yag penduduknya memiliki kesiapan sumber daya 

dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi 

masalah Kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan Kesehatan secara 

mandiri dengan kriteria sebagai berikut : 

- Forum desa/ kelurahan berjalan setiap bulan 

- Kader Kesehatan 6-8 orang 

- Ada kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar 

- Ada posyandu dan 3 UKBM lainya aktif 

- Ada dana dari pemerintah desa/kelurahan serta dua sumber 

dana lainnya 

- Ada peran aktif masyarakat dan peran aktif dua ormas 

- Ada peraturan kepala desa/kelurahan atau peraturan bupati 

yang sudah direalisasikan 

- Pembinaan PHBS minimal dari 40% rum.ah tangga yang ada 

Mandiri: 

- Forum desa/kelurahan berjalan setiap bulan 

- Kader Kesehatan 9 orang atau lebih 

- Ada kemudahan akses pelayanan Kesehatan dasar 

- Ada posyandu dan 4 UKBM lainnya aktif 

- Ada dana dari pemerintah desa/kelurahan serta dua sumber 

dana lainnya 

- Ada peran aktif masyarakat dan peran aktif lebih dari dua 

ormas 

- Ada peraturan kepala desa/kelurahan atau peraturan bupati 

yang sudah direalisasikan 

- Pembinaan PHBS minimal 70% rumah tangga yang ada 

Frekuensi Setiap 1 Bulan 

pengumpulan Data 

Periode Analisa Setiap 1 tahun 

Indikator SPM Persentase desa/ kelurahan siaga aktif PURI 

Numerator Jumlah desa/kelurahan siaga aktif PURI 

Denumaeator Jumlah seluruh desa/kelurahan yang ada di wilayah kerja Badan 

Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 

Kesehatan Masyarakat 

Sumber Data Formulir strata UKBM 

Standar 50% 

Peanggung Jawab Penanggung Jawab UKBM 

Pengumpulan Data 

Langkah-langkah 
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Kegiatan 

Monitoring dan Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Evaluasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 

SumberDaya Bidan, Perawat dan Dokter 

Manusia 

16. Pencapaian Desa / Kelurahan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 

danPHBS 

Judul Pencapaian desa / kelurahan STBM dan PHBS 

Dimensi Mutu Kesinambungan pelayanan 

Tujuan Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam mewujudkan 

desa/kelurahan STBM 

Definisi Operasional Desa yang melaksanakan kegiatan STBM 5 (lima) 
Pilar yaitu : 

- Stop Buang Air Besar sembarangan 
- Cuci tangan pakai sabun (CTPS) 
- Pengelola air minum/makan rumah tangga 
- Pengelola sampah rumah tangga 
- Pengelola limbah cair rumah tangga 

Dan melaksanakan kegiatan PHBS 
Frekuensi Setiap 1 tahun 

Pengumpulan Data 

Periode Analisa Setiap 1 tahun 

Indikator SPM Persentase desa/kelurahan STBM dan PHBS 

Numerator Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan STBM dan 

PHBS 

Denumerator Jumlah seluruh desa/kelurahan yang ada wilayah kerja Badan 

Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 

Kesehatan Masyarakat 

SumberData Laporan kesling, laporan PHBS 

Standar 15% 

Penanggung Jawab Penanggung jawab kesehatan lingkungan, penanggung jawab Promosi 

Pengumpul Data Kesehatan 

Langkah-langkah 

Kegiatan 

Monitoring dan Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 
Evaluasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masvarakat 
SumberDaya Bidan, Perawat, dan Dokter 
Manusia 

17. Penanggulangan KLB (Kejadian Luar Biasa) 

Judul Penanggulangan KLB dibawah 24 jam 
Dimensi Mutu Kesinambungan Pelayanan 
Tujuan Tergambarnya kinerja Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam 
menanggulangi Kejadian Luar Biasa <24jam 
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Definisi Operasional Penanggulangan Kejadian Luar Biasa penyakit menular (Difteri, DBD, 

Campak, Tetanus, dll) kurang dari 24 jam sejak laporan Wl diterima 

sampai penyelidikan dengan catatan selain formulir Wl dapat juga 

berupa faximili, email. Telepon, dll. 
Penangggulangan berupa upaya untuk menemukan penderita atau 

tersangka penderita, penatalaksanaan penderita, pencegahan 

peningkatan, perluasan dan menghentikan suatu KLB. 
Frekuensi Setiap 1 bulan 
Pengumpulan Data 
Periode Analisa Setiap 1 tahun 
Indikator SPM Persentase Kejadian Luar Biasa ditangani ,24jam 
Numerator Jumlah Kejadian Luar Biasa ditangani ,24jam dalam periode satu 

tahun 
Denumerator Jumlah seluruh Kejadian Luar Biasa yang ada di wilayah kerja Sadan 

Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pu.sat 

Kesehatan Masyarakat dalam periode tahun yang sama 

Sumber Data Laporan KLB 
Standar 90% 
Penanggung Jawab Penanggung jawab surveilans 
Pengumpul Data 
Langkah-langkah 
Kegiatan 
Monitoring dan 
Evaluasi 

Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pu.sat Kesehatan Masyarakat 
SumberDaya Bidan, Perawat, Dokter 
Manusia 



BAB III 

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

3.1 RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN 

MINIMAL 

Rencana pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal 
Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional 

Pusat Kesehatan Masyarakat Kenduruan dibuat berdasarkan 
dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban 
untuk mencapai target sesuai dengan Peraturan Menteri 
Kuesehatan Nomor 4 Tahun 2019. 

Hal tersebut penting dilaksanakan dikarenakan pencapaian 

indikator Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum 
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 
Masyarakat secara langsung berpengaruh kepada berbagai macam 
kegiatan dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit 
Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat yang 
maksimal bagi masyarakat. 

3.1.1 SPM WAJIB NASIONAL 

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang 
selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan 
ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar 
yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang 
berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. 

Tabel 3.1 
SPM Wajib Nasional 

TARGET CAPAIAN 

No URAIAN (Capaian 
2022 2023 2024 2025 2026 

2020) 

1 Persentase ibu 

hamil 

mendapatkan 
99% 100% 100% 1000/o 100% 100% 

pelayanan 

antenatal 

sesuai standar 

2 Persentase ibu 

bersalin 

mendapatkan 
99% 100% 

pelayanan 
100% 100% 100% 100% 

persalinan 

sesuai standar 
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TARGET CAPAIAN 

No URAIAN (Capaian 
2022 2023 2024 2025 2026 

2020) 

3 Persentase 

bayi banll 

lahir (BBL) 

mendapatkan 

pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

kesehatan 

neonatal 

esensial sesuai 

standar 

4 Persentase 

balita 

mendapatkan 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

pelayanan 

kesehatan 

sesuai standar 

5 Persentase 

anakpada 

usia 

pendidikan 

dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan 

sesuai standar 

6 Persentase 
warga negara 
usia 15 tahun 
sampai 59 
tahun 65% 100% 100% 100% 100% 100% 

mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan 
sesuai standar 

7 Persentase 

warga negara 

usia 60 tahun 

keatas 

mendapatkan 

pelayanan 68% 100% 100% 100% 100% 100% 

kesehatan 

usia lanjut 

sesuai standar 
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TARGET CAPAIAN 

No URAIAN (Capaian 
2022 2023 2024 2025 2026 

2020) 

8 Persentase 

penderita 

hipertensi 

mendapatkan 60% 100% 100% 100% 100% 100% 

pelayanan 

kesehatan 

sesuai standar 

9 Persentase 

penderitan 

diabetes 

melitus (DM) 
90% 100% 

mendapatkan 
100% 100% 100% 100% 

pelayanan 

kesehatan 

sesuai standar 

10 Persentase 

orang dengan 

gangguan jiwa 

berat 
75% 100% 100% 100% 100% 100% 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan 

sesuai standar 

11 Persentase 

orang terduga 

Tu berkulosis 

(TBC) 
80% 100% 100% 100% 100% 100% 

mendapatkan 

pelayanan 

kesehatan 

sesuai standar 

12 Persentase 

orang dengan 
risiko 

terinfeksi HIV 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
mendapatkan 
pelayanan 

kesehatan 

sesuai standar 
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3.1.2 INDIKATOR NASIONAL MUTU 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Mutu Pelayanan dasar minimal Bidang Kesehatan adalah 

ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/ atau jasa kebutuhan 
dasar kesehatan serta pemenuhan sesuai standar teknis agar 

hidup secara layak. Indikator Nasional Mutu sebagai tolok ukur 
untuk menilai tingkat keberhasilan mutu pelayanan kesehatan 
di fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut adalah Tabel lndikator 
Nasional Mutu. 

Tabel 3.2 
lndikator Nasional Mutu 

URAIAN 
Capaian 

2020 2022 2023 

Kepatuhan kebersihan 
100% 85% 85% 

tangan 

Kepatuhan penggunaan 

alat pelindung diri 100% 100% 100% 

(APO) 

Kepatuhan identifikasi 
100% 100% 100% 

pasien 

Keberhasilan 

pengobatan pasien tb 
85% 90% 90% 

semua kasus sensitif 

obat (so) 

[bu hamil yang 

mendapatkan 
99% 100% 100% 

tpelayanan anc sesuai 

standar 

>= >= 
Kepuasan pasien 83% 

76,61 76,61 

Target 

2024 2025 2026 

85% 85% 85% 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 

90% 90% 90% 

100% 100% 100% 

>= >= 
>= 76,61 

76,61 76,61 

3.1.3 INDIKATOR KESELAMATAN PASIEN 
Indikator Keselamatan Pasien digunakan sebagai tolak 

ukur untuk menilai tingkat keberhasilan penanganan 

keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas 
pelayanan kesehatan. Berikut adalah tabel Indikator 
Keselamatan Pasien. 



No. URAIAN 

1 
elaporan Insiden 

· Keselamatan Pasien 
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Tabel 3.3 
lndikator Keselamatan Pasien 

Capaian 
2020 

100% 

Target 
2022 2023 2024 2025 

100% 100% 100% 100% 

3.1.4 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH 

2026 

100% 

Standar Pelayanan Minimal Daerah merupakan urusan 
pemerintah wajib yaitu urusan pemerintah yang wajib 

diselenggarakan oleh semua daerah. Berikut tabel-tabel Standar 

Pelayanan Minimal Daerah yang harus dipenuhi 

3.1.4.1 INDIKATOR UKM ESENSIAL 

Tabel 3.4 

Indikator UKM Essensial 

Capaian 
No Indikator per Program 

2020 2022 2023 

1 Program Promkes 

1 1 
Posyandu Balita PURI ( 

90% 76% 77% 
Purnama Mandiri ) 

Desa/Kelurahan Siaga 

1 2 Aktif PURI (Purnama 33% 99% 100% 

Mandiri) 

2 Program Kesling 

Kepala Keluarga (KK) yang 

2 1 Akses terhadap jamban 85.1% 96%% 97%% 

sehat 

3 Program KIA-KB 

Pelayanan Nifas oleh 98.1 
3 1 96,2% 98% 

tenaga kesehatan (KF) % 

3 2 KB Pasca Persalinan 41,4% 60% 60% 

3 3 
Penanganan Komplikasi 

Neonatus 
43,6% 80% 80% 

Pelayanan kesehatan 

3 4 Anak Pra- Sekolah (60-72 82,5% 82.2% 82.4% 

Bulan) 

Pelayanan Kesehatan 

3 5 Remaja 59,9% 82.7% 82.9% 

Target 

2024 2025 2026 

78% 79% 80% 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 

98.2 98.3 
98.4% 

% % 

60% 60% 60% 

80% 80% 80% 

82.6% 82.8% 83% 

83% 83.2% 83.5% 
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Capaian Target 
No Indikator per Program 

2020 2022 2023 2024 2025 2026 

4 Program Gizi 

4 1 
Balita pendek (Stunting) 

26,9% 13% 12.5% 12% 11.5% 11% 

4 2 Pemberian Tablet Tambah 78,2% 54% 56% 58% 60% 62% 

Darah pada Remaja Putri 

5 Program P2 

Pemeriksaan kontak 
5 1 

dari kasus Kusta baru 
80% >80% >80% >80% >80% >80% 

5 2 
Angka Bebas Jentik 

100% 
(ABJ) 

>95% >95% >95% >95% >95% 

Desa/ Kelurahan yang 

5 3 melaksanakan kegiatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Posbindu PTM 

Sekolah di wilayah 

Badan Layanan Umum 

Daerah Unit Organisasi 

5 4 Bersifat Fungsional 100% 67% 70% 73% 76% 80% 

Pusat Kesehatan 

Masyarakat yang 

melaksanakan KTR 

5 5 
IDL (Imunisasi Dasar 

93,6% 94% 94.6% 95% 95.6% 96% 
Lengkap) 

Imunisasi Lanjutan 

5 6 Baduta ( usia 18 sd 24 94,7% 95% 95% 95% 95% 95% 

bulan) 

5 7 BIAS Campak dan DT 98,5% 95% 95% 95% 95% 95% 

BIAS TD kelas 2 dan 
5 8 94,9% 95% 95% 95% 95% 95% 

kelas 5 

Ketepatan dan 

5 9 Kelengkapan Laporan 69,2% >80% >80% >80% >80% >80% 

W2 

Ketepatan dan 

5 10 Kelengkapan Laporan 80% >80% >80% >80% >80% >80% 
STP dan Cl 

5 11 Desa/ Kelurahan yang 
mengalami KLB 
ditanggulangi dalam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
waktu kurang dari 24 
Jam 
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3.1.4.2 INDIKATOR UKM PENGEMBANGAN 

Tabel 3.5 

Indikator UKM Pengembangan 

No 
Indikator per Capaian Target Target Target Target Target 

Program 2020 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat ( Perkesmas) 

Kepala Keluarga 
(KK) rawan 
kesehatan yang 

1.1 mendapat 37,5% 80% 85% 90% 92% 94% 
Asuhan 
Keperawatan 
Keluarga 

Kenaikan 

tingkat 

1.2 kemandirian 16,7% 50% 50% 50% 50% 50% 

keluarga setelah 

pembinaan 

2 Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Kelompok 

2.1 Asuhan Mandiri 11,1% 20% 20% 20% 20% 20% 

yang terbentuk 

Pembinaan ke 

2.2 Penyehat 0% 15% 15% 15% 15% 15% 

Tradisional 

3 Pelayanan Kesehatan Olahraga 

Pengukuran 

3.1 
Kebugaran 

Calon Jamaah 
100% 80% 80% 80% 80% 80% 

Haji 

4 Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat 

Kunjungan ke 

4.1 
Posyandu terkait 

25% 40% 
kesehatan Gigi 

45% 50% 60% 70% 

dan Mulut 

5.1 Deteksi dini 
ganguan 

penglihatan dan 

ganguan 
51,5% 40% 40% 40% 40% 40% 

pendengaran 

paling kurang 

pada40% 

populasi 
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No 
Indikator per Capaian Target Target Target Target Target 

Program 2020 2022 2023 2024 2025 2026 

6 Pelayanan Kesehatan Kerja 

6.1 Promotif dan 

preventif yang 

dilakukan pada 
16,7% 35% 35% 35% 35% 35% 

kelompok 

kesehatan kerja 

7 Pelayanan Kesehatan Matra 

7.1 Hasil 
pemeriksaan 
kesehatan 
jamaah haji 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
bulan sebelum 
operasional 
terdata 

8 Pelayanan Kesehatan Jiwa 

8.1 Pelayanan 
10% 13% 

Kesehatan Jiwa 1,8% dari 5% dari 8% dari 15% dari 
dari dari 

Depresi estimasi estimasi estimasi estimasi 
estimasi estimasi 

8.2 Kunjungan 25% 40% 45% 50% 55% 60% 

pasien ODGJ dari kasus dari dari dari dari dari 

yangada kasus kasus kasus kasus kasus 

yang yang yang yang yangada 

ada ada ada ada 

8.3 Penurunan 100% 20% 25% 30% 40% 50% dari 

jumlah kasus dari kasus dari dari dari dari kasus 

pasung yangada kasus kasus kasus kasus yangada 

yang yang yang yang 

ada ada ada ada 

9 Kefarmasian 

9.1 Edukasi 

pemberdayaan 

masyarakat 

tentang obat 

pada Gerakan 0% 25% 30% 35% 40% 45% 

Masyarakat 

Cerdas 

Menggunakan 

Obat 



3.1.4.3 UKM INOVATIF 

No Indikator per Program 

1 Program GERHANA CANTIK 

Persentase rumah 

1.1 
tangga yang mendapat 

pelayanan GERHANA 

CANTIK 
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Tabel 3.6 

UKM Inovatif 

Capaian Target 

2020 2022 

98% 69% 

Target Target 

2023 2024 

73% 75% 

3.1.4.4 INDIKATOR UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 

Tabel 3.7 
Indikator Upaya Kesehatan Perorangan 

Realisasi Target Target Target 
No Indikator 

2020 2022 2023 2024 

1. Pelayanan Non Rawat Inap 

1. Angka Kontak 2150 per 2150 2150 

Komunikasi 
<150 per mil 

mil per mil per mil 

~.Rasio Rujukan 

Rawat Jalan Kasus 
0% s2% s2% s2% 

Non Spesialistik 

(RRNS) 

~.Rasio Peserta 

Prolanis Terkendali <5% 25% 25% 25% 

(RPPT) 

~.Kelengkapan 
~engisian rekam 100% 100% 100% 100% 
tmedik 
5. Rasio gigi tetap 
1Yang ditambal 

<l >l >l >l ~erhadap gigi tetap 
[yang dicabut 

~.Bumil yang 

1mendapat pelayanan 100% 100% 100% 100% 

lkesehatan gigi 

ti. Pelayanan Gawat Darurat 

IKelengkapan 

1Pengisian informed 100% 100% 100% 100% 

~onsent 

Target Target 

2025 2026 

82% 85% 

Target Target 

2025 2026 

2150 2150 per 

per mil mil 

s2% s2% 

25% 25% 

100% 100% 

>l >1 

100% 100% 

100% 100% 



-48-

Realisasi Target Target Target Target Target 
No Indikator 

2020 2022 2023 2024 2025 2026 

13. Pelayanan Kefarmasian 

l.Kesesuaian item 

IO bat yang tersedia 85,9% 81% 82% 83% 84% 85% 

kialam Fornas 

12. Ketersediaan obat 

lclan vaksin terhadap 
98% 86% 87% 88% 89% 90% 

f45 item obat 

tindikator 

~- Penggunaan 

~tibiotika pada 
4% s20% s20% :s20% s20% s20% 

~enatalaksanaan 

[SPA non pneumonia 

14.Penggunaan 

antibiotika pada 

penatalaksanaan s 8 % (0) s8% s8% s8% s8% s8% 

kasus diare non 

spesifik 

5.Penggunaan 
s 1 % (0) s 1 % s 1 % s 1 % s 1 % s 1 % 

Injeksi pada Myalgia 

6. Rerata item obat 
3% s 2,6 

vang diresepkan 
s 2,6 s 2,6 s 2,6 s 2,6 

'r1. Penggunaan Obat 
68% 69% 70% 71% 72% 73% 

IRasional (POR) 

f,i.Pelayanan laboratorium 
1.Kesesuaian jenis 
1Pelayanan 60,8% 60% 60% 60% 60% 60% 
~aboratorium dengan 
standar 
12.Ketepatan waktu 
ltunggu penyerahan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
lhasil pelayanan 
ltaboratorium 
1:3.Kesesuaian hasil 
1Pemeriksaan baku 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Jmutu internal (PMI) 
f4 .Pemeriksaan 
!Hemoglobin pada ibu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
lhamil 



3.1.4.4.1 UKP INOVATIF 

No Indikator per Program 

1 Program Gerdu Linmas 

Persetase ibu ham.ii 

yang melakukan 

persalinan di Badan 

Layanan Umum 

1.1 Daerah Unit 

Organisasi Bersifat 

Fungsional Pusat 

Kesehatan 

Masyarakat/faskes 

3.1.5 INDIKATOR MUTU 
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Tabel 3. 8 
UKP Inovatif 

Capaian Target 

2020 2022 

99% 100% 

Target 

2023 

100% 

Target Target Target 

2024 2025 2026 

100% 100% 100% 

Dalam pelaksanaan pelayanan dan kegiatan Badan Layanan 

Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 
Masyarakat terdapat beberapa indikator yaitu Indikator Mutu Badan 
Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 
Kesehatan Masyarakat, Mutu Layanan, Indikator Mutu Upaya 
Kesehatan Masyarakat dan Indikator Upaya Upaya Kesehatan 
Perorangan. Berikut tabel-tabel lndikator Mutu Badan Layanan Umum 
Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 

Masyarakat 

3.1.5.1 INDIKATOR MUTU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT 
ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL PUSAT KESEHATAN 

MASYARAKAT 

No 

1 

2 

Indikator 

[ndeks Kepuasan 

IMasyarakat (IKM) 

Kebersihan 

Tabel 3.9 
Indikator Mutu Puskesas 

Capaian Target Target 

2020 2022 2023 

89,7% 85% 85% 

ltingkungan pelayanan 
95% 100% 100% 

lberdasarkan 5 R 

Target Target Target 

2024 2025 2026 

90% 90% 100% 

100% 100% 100% 
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No Indikator 
Capaian Target Target Target Target Target 

2020 2022 2023 2024 2025 2026 

3 Sasaran keselamatan pasien 

Komunikasi efektif 

k:lalam pelayanan 

Kepatuhan melakukan 
100% 100% 

lkomunikasi efektif 
100% 100% 100% 100% 

2 Keamanan obat yang 

perlu diwaspadai 

~ Pengelolaan Obat obat 

~ang perlu diwaspadai 

pelabelan obat high 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

~ert, LASA dan 

kadaluarsa 

~ Kepatuhan petugas 

melakukan hand 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

hygiene 

5 Mengurangi risiko 

cedera pada pasien 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

·atuh 

6 Kepatuhan melakukan 

pentapisan (screening) 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

pasien dengan risiko 

·atuh 

~ Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) 

Kepatuhan prosedur 

desinfeksi dan 
1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

sterilisasi alat setelah 

tindakan 

Kepatuhan prosedur 

2 pencegahan penularan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

infeksi 

Pembuangan limbah 

3 benda tajam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

memenuhi standar 
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3.1.5.2 MUTU LAYANAN 

Tabel 3.10 

Mutu Layanan 

No Indikator Capaian 2020 
Target Target Target Target Target 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kepegawaian 

Presensi Kaiyawan 
98,33 % :2:96% :2:96% :2:96% :2:96% :2:96% 

1 ~ap Bulan 

rringkat kedisiplinan 
89,36 % 90% 90% 90% 90% 00% 

tpegawai 

~euangan 

~KN 81,43% 90% 90% 90% 90% 90% 
2 

BOK 99,59% 90% 90% 90% 90% 90% 

Pperasional 98,57% 90% 90% 90% 90% 90% 

Sistem Informasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat 

3 
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 

Laporan yang tepat 
87,50% 80% 80% 80% 80% 80% 

rwaktu Pelaporannya 

Rumah Tangga 

4 Kalibrasi Alat 
80% 80% 81% 82% 83% 84% 

Kesehatan 

3.1.5.2.1 INDIKATOR MUTU UKM 

Tabel 3.11 

Indikator Mutu Upaya Kesehatan Masyarakat 

No Indikator 
Capaian Target Target Target Target Target 

2020 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Pengaktifan Lima Meja 
66,1% 75% 75% 75% 75% 75% 

Posyandu Balita 

~ Pemicuan 100% 60% 70% 75% 80% 90% 

~ Pelaksanaan ANC ( Kl 
99% 100% 100% 100% 100% 100% 

sesuai standard 

~ KB Paska persalinan 41,4% 60% 60% 60% 60% 60% 

5 Ibu hamil KEK yang 

mendapat PMT 10.7% 85% 90% 95% 100% 100% 

Pemulihan 

~ Prang yang beresiko 

terinfeksi HIV 

mendapat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

pemeriksaan HIV 
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No Indikator 
Capaian Target Target Target Target Target 

2020 2022 2023 2024 2025 2026 

7 Imunisasi Dasar 
93,6% 93% 93% 93% 93% 93% 

Lengkap (IDL) 

a KK naik tingkat 
16,7% 90% 95% 100% 100% 100% 

kemandiriannya 

9 Skrining Kesehatan 

Remaja sesuai 59,9% 40% 40% 40% 40% 40% 

standard 

3.1.5.2.2 INDIKATOR MUTU UKP 

Tabel 3.12 

lndikator Mutu Upaya Kesehatan Perorangan 

No Indikator 
Capaian Target Target Target Target Target 

2020 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Kelengkapan Pengisian 
85-100 85- 85-100 85-100 85-

Identitas pasien pada Rekam 95% 
% 100% % % 100% 

Medik Ruang Pendaftaran 

~ Kepatuhan petugas pengisian 85-100 85- 85-100 85-100 85-
100% 

informed consent Poli Gilut % 100% % % 100% 

ft Kelengkapan penulisan resep 
85-100 85- 85-100 85-100 85-

Poli Umum 100% 
% 100% % % 100% 

5 Ketepatan waktu 
86 - 87 - 88 - 89 - 90 -

penyampaian hasil 97,71% 
100% 100% 100% 100% 100% 

pemeriksaan lab < 5 menit 

6 Kelengkapan Pengisian 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

IAsuhan Kebidanan 

7 Kepatuhan petugas terhadap 85-100 85- 85-100 85-100 85-
100% 

SOP pelayanan KB % 100% % % 100% 

8 Respon Time <2 menit di 
91,00% 100% 100% 100% 100% 100% 

UGO 
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3.2 STRATEGI PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Strategi pencapaian Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan melalui program kegiatan yang disusun dalam Rencana 

Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat. Berikut Kesesuaian 

Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat dengan 

Standar Pelayanan Minimal. 

Tabel 3.13 
Progam Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 

Kesehatan Masyarakat 

SPM INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN PROGRAM 
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ~gka Harapan Hid up/ 1 IAngka Kematian Ibu (AKI) 1 Persentase ibu ham.ii mendapatkan 

1 IProsentase Keluarga Sehat pelayanan kesehatan ibu hamil 

Pelayanan Kesehatan lbu Bersalin 2 IAngka Kematian Bayi (AKB) 2 Persentase ibu bersalin mendapatkan 
pelayanan pesalinan 

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 3 Persentase Badan Layanan 3 0 ersentase bayi baru lahir mendapatkan 
Lahir Umum Daerah Unit Organisasi pelayanan kesehatan bayi baru lahir 

Bersifat Fungsional Pusat 
Kesehatan Masyarakat yang 
mencapai 93,6% imunisasi dasar 
lengkap pada bayi 

IPelayanan Kesehatan Balita 4 Persentase desa ODF 4 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai 
standar 

Pelayanan Kesehatan Pada Usia 5 Jumlah Desa/Kelurahan ODF 5 Persentase anak usia pendidikan dasar yang 
Pendidikan Dasar mendapatkan pelayanan kesehatan 
Pelayanan Kesehatan Pada Usia 6 Persentase balita stunting 6 Persentase warga negara usia 15-59 tahun 
Produktif mendapatkan skrining kesehatan sesuai 

standar 
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SPM INDIKA TOR SASARAN /INDIKATOR INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN 
PROGRAM 

7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia 7 Persentase warga negara usia 60 tahun 
Lanjut keatas mendapatkan skrining kesehatan 

sesuai standar 
8 Pelayanan Kesehatan Penderita 8 Persentase penderita hipertensi mendapat 

Hipertensi oelayanan kesehatan sesuai standar 
9 Pelayanan Kesehatan Penderita 9 Persentase penderita OM yang mendapatkan 

Diabetes Melitus pelayanan kesehatan sesuai standar 

10 Pelayanan Kesehatan Orang 10 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan 
Dengan Gangguan Jiwa pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 
(ODGJ)Berat 

11 Pelayanan Kesehatan Orang 11 Persentase orang dengan terduga TBC 
rrerduga Tuberkulosis mendapatkan pelayanan TBC sesuai 

standar 

12 Pelayanan Kesehatan Orang 12 Persentase orang dengan risiko terinfeksi 
Oengan Risiko Terinfeksi Virus HN mendapatkan pelayanan deteksi dini 
yang Melemahkan Daya Tahan HN sesuai standar 
Tubuh Manusia (Human 
lmmunodeficiency Virus = HN) 

13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 13 Jumlah Balita Stunting di suatu wilayah 
Gizi Masyarakat 

14 Pengelolaan Pelayanan Promosi 14 U'umlah Kegiatan Gerakan Masyarakat 
Kesehatan Hidup Sehat yang dilaksanakan 

15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 15 U"umlah instansi yang karyawannya diukur 
Kerja dan Olahraga kebugaran jasmaninya 

16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 16 U"umlah Desa/Kelurahan ODF 
Lingkungan 

17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 17 U-umlah kader Asuhan Mandiri yang 
rrradisional, Akupuntur, Asuhan k:lilakukan pembinaan 
Mandiri, dan Tradisional Lainnya 
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SPM INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN PROGRAM 
18 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 18 .Jumlah Kasus penyelidikan epidemiologi ( 

MR, Difteri, Pertusis, AFP,Keracunan 
makanan) yang ditangani 

19 Pelayanan Kesehatan Penyakit 19 Jumlah Badan Layanan Umum Daerah 
~enular dan Tidak Menular !Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 

Kesehatan Masyarakat yang melaksanakan 
Deteksi Dini resiko PTM 

20 IPengelolaan Pelayanan Kesehatan 20 Uumlah kasus AFP yang ditemukan 
ibagi Penduduk pada Kondisi 
~ejadian Luar Biasa (KLB) 

21 llnvestigasi Awal Kejadian Tidak 21 Uumlah kasus KIPI ditangani dan diobati 
Oiharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 
lmunisasi dan Pemberian Obat 
Massal) 

22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 22 Uumlah Badan Layanan Umum Daerah Unit 
Jiwa dan Napza Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 

Kesehatan Masyarakat yang melaksanakan 
Pelayanan kesehatan Jiwa dan Napza 

23 IPengelolaan Data dan Informasi 7. Jumlah RS dan Badan Layanan 23 .Jumlah Data dan lnformasi yang disediakan 
~esehatan 

Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pusat 

Kesehatan Masyarakat yang di 

bina SIKnya 
24 Pemenuhan Kebutuhan Sumber 2. Prosentase Faskes dengan tenaga 8. Persentase tenaga kesehatan di 24 Uumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan 

Daya Manusia Kesehatan sesuai lkesehatan sesuai standart 
Standar lkesehatan sesuai standar fasyankes dasar dan rujukan 

yang memiliki izin 
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SPM INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN PROGRAM 
25 rBimbingan Teknis dan Supervisi ~- Persentase Desa Siaga Aktif 9. Prosentase Upaya Kesehatan 25 Jumlah Desa Siaga Madya yang dibina 

1Pengembangan dan Pelaksanaan 
~KBM Pumama Mandiri Bersumberdaya Masyarakat 

(UKBM) yang dibina 

10. Uumlah Upaya Kesehatan 26 U'umlah Posyandu Pumama Mandiri yang 
kiibina 

Bersumberdaya Masyarakat 

(UKBM) yang dibina 

11. U'umlah Upaya Kesehatan 27 U'umlah UKBM yang dibina 

Bersumberdaya Masyarakat 

(UKBM) yang ada 

26 Penyelenggaraan Promosi 12. Persentase kegiatan preventif dan 28 Jumlah rumah tangga sehat 
Kesehatan dan Gerakan Hidup 
iBersih dan Sehat promotif yang dilaksanakan 

29 lJumlah rumah tangga hidup bersih sehat 
(PHBS) 

30 U'umlah rumah tangga yang disurvei 

31 Jumlah ragam media promosi kesehatan 
yang diadakan 

32 Jumlah sekolah dan pondok pesantren yang 
dibina 

27 Operasional Pelayanan Badan 4. Persenatse Keluarga Sehat 13. Persentase Badan Layanan 33 lJumlah Kegiatan Operasional Badan 
Layanan Umum Daerah Unit Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 
Organisasi Bersifat Fungsional Umum Daerah Unit Organisasi rBersifat Fungsional Pusat Kesehatan 
Pusat Kesehatan Masyarakat Bersifat Fungsional Pusat IMasyarakat 

Kesehatan Masyarakat 
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SPM 
INDIKA TOR SASARAN /INDIKATOR INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN PROGRAM 

terakreditasi minimal u tama 

14. Persentasse Ketersediaan Obat 34 IJumlah Tenaga Non PNS 

dan Vaksin di Badan Layanan 

Umum Daerah Unit Organisasi 

Bersifat Fungsional Pusat 

Kesehatan Masyarak.at 

15. Jumlah Badan Layanan Umum 

Daerah Unit Organisasi Bersifat 

Fungsional Pusat Kesehatan 

Masyarakat yuang 

menyelenggarak.an upaya 

kesehatan jiwa 



BAB IV 
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 

Secara umum, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban 

suatu organisasi mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran­
sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keberhasilan dan atau 
kegagalan dihasilkan dari adanya sistem akuntabilitas kinerja yang 
meliputi penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, penetapan 
kinerja, pelaksanaan kinerja dan pengukuran kinerja serta pelaporan 
hasil kinerja yang merupakan pertanggung jawaban kinerja.Pihak-pihak 

terkait perlu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan capaian 
kinerja yang telah ditetapkan. Standar Pelayanan Minimal merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas suatu Badan 
Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat 
Kesehatan Masyarakat, yaitu sebagai dasar dalam penyusunan 
perencanaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat 
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan penyusunan 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 

4.1 RENCANA STRATEGI DAN PENGANGGARAN STANDAR 
PELAYANAN MINIMAL 

Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit 

Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat 
dibuat untuk jangka 5 (lima) tahunan dan diselaraskan dengan 
RPJMD Kabupaten. Sedangkan RBA adalah dokumen 
perencanaan bisnis dan pengangaran tahunan yang merupakan 
penjabaran Renstra berisi program, kegiatan, target kinerja dan 

anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat 
Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat. SPM digunakan sebagai 

acuan kerangka pembiayaan dalam Renstra khususnya dalam 
rangka penyediaan sumber daya dalam rangka pencapaian 
indikator kinerja output maupun mutu yang telah yang telah 
ditetapkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. 
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Tabel 4. 1 
Rencana Progam Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat 

Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2021-2026 

Indikator Formulasi Data 
Kinerja Hitungan 

Capaian lndikator 
Program, Tujuan, 

Kinerja pada 
Tuju Sasa Kode Kegiatan dan Sasaran, Tujuan, Tahun 
an ran 

Sub Kegiatan Program, ( 
Sasaran, awal 2022 2023 2024 2025 2026 

Outcome ) dan 
Program, 

perencan Target Rp Target Rp Targe Rp 'I'arget Rp Target Rp 
Kegiatan ( Kegiatan, dan aanth t 

Output Sub Kegiatan) 2020 

2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
KESEHATAN 

MENINGKATKAN DERAJAT KUALITAS INDEKS AHR- 0,79 0,80 0,80 0,81 0,81 0,81 
KESEHATAN MASYARAKAT KESEHATAN AHHmin/ 

AHHmax-
AHHmin 

MENINGKATNY A HARAPAN HARAPAN Total umur 71,43 71,6 71,8 72 72,2 72,4 
HIDUP MASYARAKAT HIDUP orang 

meninggal/ju 
mlah orang 
meninmral 

1.02.0 PROGRAM Persentase Jumlah 25,5% 25,8 900.15 26 919.96 26,5 919. 27 1.04 28 1.61 
2 PEMENUHAN keluarga keluarga 0 9.000 8.500 338. 8.17 3.03 

UPAYA sehat sehat/ Jumla 500 8.50 5.50 
KESEHATAN h keluarga 0 0 
PERORANGAN yang 
DAN UPAYA disurvey 
KESEHATAN 

X 

MASYARAKAT 1000/o 

Kondisi 
Unit kinerja pada 
Kerja a.khir periode 

Renstra SKP Sumbe 

Dinas D r 

Kesehatan Pena An.ggar 

Target Rp nggu an 
ngja 
wab 

20 21 22 27 

0,81 

72,4 

28 5.40 Semua 
0.68 wilaya 
0.00 h 

0 Badan 
Layan 

an 
Umum 
Daera 
h Unit 
Organi 

sasi 
l3ersifa 

t 
f'ungsi 
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lndikator Formulasi Data 
Kondisi 

Unit Hitungan kinerja pada 
Kinerja Indikator Capaian akhir periode Kerja 

Program, Tujuan, 
Kinerja pada Renstra SKP $umbe 

N Tuju Sasa Kode Kegiatan dan Sasaran, Tujuan, Tahun Dinas D r 
0 an ran 

Sub Kegiatan Program, ( 
Sasaran, 

awal 2022 2023 2024 2025 2026 Kesehatan Pena ~ar 
Outcome ) dan 

Program, perencan Target Rp Target Rp Targe Rp rarget Rp Target Rp il'arget Rp nggu an 
Kegiatan ( Kegiatan, dan aanth t ngja 

Output Sub Kegiatan) 2020 wab· 

1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 -
onal 

Pusat 
K:eseha 

tan 
Masya 
rakat 

c--
Jumlah 85.407 86.2 86.93 88.60 90.27 93.62 93.62 
keluarga 64 4 5 7 1 1 
sehat 

-
Jumlah 334.83 334. 334.3 334.3 334.3 334.3 334.3 
keluarga 6 358 58 58 58 58 58 
yang 
disurvey 

'--

1.02.0 Penyediaan Persentase Jumlah 36,4 36,4 156.70 39,4 144.77 42 129. 48 122. 55 110. 55 662. 
2.202 Layanan Badan Badan 0.000 0.000 030. 070. 400. 970. 

Kesehatan Layanan Layanan 000 000 000 000 
untuk UKM Umum Umum 
dan UKP Daerah Unit Daerah Unit 
Rujukan Organisasi Organisasi 
Kewenangan Bersifat Bersifat 
Daerah Fungsional Fungsional 
Kabupaten/Ko Pusat Pusat 
ta Kesehatan Kesehatan 

Masyarakat Masyarakat 
terakreditasi Terakreditasi 
minimal Utama dan 
utama Paripurna/ 

Jumlah 
Badan 
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Indikator Formulasi Konclisi 
Unit Hitungan Data kinerja pada 

Kinerja Indikator Capaian akhir periode Kerja 

Program, Tujuan, 
Kinerja pada Renstra SKP Sum.be 

N Tuju Sasa Kode Kegiatan dan Sasaran, 
Tujuan, Tahun Dinas D r 

0 an ran 
Sub Kegiatan Program, ( 

Sasaran, awal 2022 2023 2024 2025 2026 Kesehatan Pena ~ar 
Outcome ) dan 

Program, perencan Target Rp Target Rp Targe Rp ffarget Rp Target Rp Target Rp nggu an 
Kegiatan ( aanth ngja 

Output Kegiatan, dan 
2020 

t 
wab Sub Kegiatan) 

1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 

Layanan 
Umum 
Daerah Unit 
Organisasi 
Bersifat 
Fungsional 
Pusat 
Kesehatan 
Masyarakat 
yang ada x 

'-- 100% 
Jumlah 12 12 13 14 16 18 18 
Badan 
Layanan 
Umum 
Daerah Unit 
Organisasi 
Bersifat 
Fungsional 
Pusat 
Kesehatan 
Masyarakat 
Terakreditasi 
Utama dan 

~ Pariouma 
Jumlah 33 33 33 33 33 33 33 
Badan 
Layanan 
Umum 
Daerah Unit 
Organisasi 
Bersifat 
Fun~sional 



-62-

Indikator 
Formulasi Data 

Kondisi 
Unit 

Hitungan kinerja pada 
Kinerja Indikator Capaian akhir periode Kerja 

Program, 
Tujuan, Kinerja pada Renstra SKP Sumbe 

N Tuju Sasa Sasaran, Tahun D 
Kode Kegiatan dan Tujuan, Dinas r 

0 an ran Program, ( awal 2022 2023 2024 2025 2026 Pena l\nggar 
Sub Kegiatan Sasaran, Kesehatan 

Outcome ) dan Program, 
perencan Target Rp Target Rp Targe Rp Target Rp Target Rp !rarget Rp nggu an 

Kegiatan ( Kegiatan, dan aanth t 
ngja 

Output Sub Kegiatan) 
2020 wab 

1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 

Pusat 
Kesehatan 
Masyarakat 
yangada 

....--
Persentase Jumlah 95 97,5 97,5 100 100 100 100 
ketersediaan kumulatif 
obat dan item obat 
vaksin di indikator 
Badan yang tersedia 
Layanan di 
Umum 
Daerah Unit 
Organisasi 
Bersifat 
Fungsional 
Pusat 
Kesehatan 
Masvarakat. 

0---

Jumlah 38 39 39 40 40 40 40 
kumulatif 
item obat 
indikator 
yang tersedia 
di Badan 
Layanan 
Umum 
Daerah Unit 
Organisasi 
Bersifat 
Fungsional 
Pusat 
Kesehatan 
Masyarakat 
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Indikator Formulasi Data 
Kondisi 

Unit 
Kinerja Hitungan 

Capaian 
kinerja pada 

Kerja Indikator akhir periode 
Program, Tujuan, 

Kinerja pada Renstra SKP Sumbe 
N Tuju Sasa 

Kode Kegiatan dan Sasaran, 
Tujuan, Tahun Dinas D r 

0 an ran Program, ( awal 2022 2023 2024 2025 2026 Pena f\nggar Sub Kegiatan Sasaran, Kesehatan Outcome ) dan 
Program, perencan Target Rp Target Rp Targe Rp Target Rp Target Rp Target Rp nggu an 

Kegiatan ( 
Kegiatan, dan aanth t ngja 

Output 
Sub Kegiatan) 2020 wab 

1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 

Jumlah obat 40 40 40 40 40 40 40 
indikator 
sesuai 
standar X 

'--- 1000/4 
Jumlah Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 
Badan Badan 
Layanan Layanan 
Umum Umum 
Daerah Unit Daerah Unit 
Organisasi Organisasi 
Bersifat Bersifat 
Fungsional Fungsional 
Pusat Pusat 
Kesehatan Kesehatan 
Masyarakat Masyarakat 
yang yang 
menyelengga menyelengga 
rakan upaya rakan upaya 
kesehatan kesehatan 

,___ iiwa. iiwa. 
Operasional Jumlah Jumlah 3 3 156.70 3 144.77 3 129. 3 122. 3 110. 3 662. 

1.02.0 Pelayanan Dokumen Dokumen 0.000 0.000 030. 070. 400. 970. 
2.202. Badan Operasional Operasional 000 000 000 000 
33 Layanan Pelayanan Pelayanan 

Umum Daerah Badan Badan 
Unit Layanan Layanan 
Organisasi Umum Umum 
Bersifat Daerah Unit Daerah Unit 
Fungsional Organisasi Organisasi APB 
Pusat Bersifat Bersifat D 
Kesehatan Fungsional Fungsional DAN 
Masvarakat Pusat Pu.sat BOK 
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lnclikator Formulasi Data 
Kondisi 

Unit Hitungan kinerja pada 
Kinerja 

lnclikator Capaian akhir periode Kerja 

Program, Tujuan, 
Kinerja pada Renstra SKP $umbe 

N Tuju Sasa Sasaran, Tahun D r Kode Kegiatan dan Tujuan, Dinas 
0 an ran Program, ( awal 2022 2023 2024 2025 2026 Pena ~ggar Sub Kegiatan Sasaran, Kesehatan 

Outcome ) dan 
Program, perencan Target Rp Target Rp Targe Rp Target Rp Target Rp Target Rp nggu an 

Kegiatan ( Kegiatan, dan aanth t ngja 
Output 

Sub Kegiatan) 2020 wab 

1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 

Kenduruan Kesehatan Kesehatan 
Masyarakat Masyarakat 

-
1.02.0 Penyediaan Angka Jumlah 140,32 200, 720.46 186,8 752.17 180,2 766. 173,53, 902. 7,14/ 1.47 7,14/ 4.61 
2.202 Layanan Kematian lbu kematian ibu /100.0 23/1 4.000 8/10 5.000 0/10 685. 100.00 425. 1000 7.85 1000 9.60 

Kesehatan (AKI) hamil atau 00KH 00.0 0.000 0.000 000 0KH 000 KH 2.00 KH 1.00 
untuk UKM melahirkan/j (22 00 KH KH (26 (107 0 (107 0 
dan UKP umlah JIWA) KH (28 (27 JIWA} JIWA JIWA 
Rujukan kelahiran (30 JIWA) JIWA) ) ) 
Kewenangan hidup X JIW - Daerah 100.000 A) 
Kabupaten/Ko Angka Angka 7,08/1 7,34/ 7,34/ 7,27/ 173,53 166,8 
ta Kematian kematian 000KH 1000 1000 1000 /100.0 6/100. l66,86 

Bayi (AKB) bayi/jumlah (111 KH KH KH 00KH 000 v100.o 
kelahiran JIWA) (110 (110 (109 (26 KH (25 ~0KH 
hidup x 1000 JIWA) JIWA) JIWA) JIWA) JIWA) 25 - ~IWA) 

Persentase Jumlah 85% 85% 88% 91 94 97 100 OINK 
Badan Badan ES 
Layanan Layanan 
Umum Umum 
Daerah Unit Daerah Unit 
Organisasi Organisasi 
Bersifat Bersifat 
Fungsional Fungsional 
Pusat Pusat 
Kesehatan Kesehatan 
Masyarakat Masyarakat 
yang yang 
mencapai mencapai 
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Inclikator Formulasi Data 
Kondisi 

Unit 
Kinerja Hitungan Capaian 

kinerja pada 
Kerja Inclikator akhir periode 

Program, Tujuan, 
Kinerja pada Renstra SKP $umbe 

N Tuju Sasa 
Kode Kegiatan dan Sasaran, 

Tujuan, Tahun Dinas D r 
0 an ran 

Sub Kegiatan Program, ( 
Sasaran, awal 2022 2023 2024 2025 2026 Kesehatan Pena ~ggar 

Outcome ) dan 
Program, perencan Target Rp Target Rp Targe Rp rfarget Rp Target Rp lrarget Rp nggu an 

Kegiatan ( 
Kegiatan, dan aanth t ngja 

Output Sub Kegiatan) 2020 wab 

1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 

93,6% IDL/Jumlah 
imunisasi Seluruh 
dasar Badan 
lengkap pada Layanan 
bayi Umum 

Daerah Unit 
Organisasi 
Bersifat 
Fungsional 
Pusat 
Kesehatan 
Masyarakat 

'-- xlOOo/o 
Jumlah 28 28 29 30 31 32 33 
Badan 
Layanan 
Umum 
Daerah Unit 
Organisasi 
Bersifat 
Fungsional 
Pusat 
Kesehatan 
Masyarakat 
yang 
mencapai 

'-- IDL 
Jumlah 33 33 33 33 33 33 33 
Seluruh 
Badan 
Layanan 
Umum 
Daerah Unit 
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Indikator 
Formulasi Data 

Kondisi 
Unit 

Hitungan kinerja pada 
Kinerja Indikator 

Capaian akhir periode Kerja 

Program, 
Tujuan, Kinerja pada Renstra SKP Sumbe 

N Tuju Sasa Kode Kegiatan dan 
Sasaran, Tujuan, 

Tahun Dinas D r 
0 Program, ( awal 2022 2023 2024 2025 2026 Pena l\nggar an ran Sub Kegiatan Sasaran, Kesehatan 

Outcome ) dan Program, 
perencan Target Rp Target Rp Targe Rp rl'arget Rp Target Rp Target Rp nggu an 

Kegiatan ( Kegiatan, dan aanth t ngja 
Output Sub Kegiatan) 2020 wab 

1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 

Organisasi 
Bersifat 
Fungsional 
Pusat 
Kesehatan 
Masvarakat ...---

Persentase Jumlah 21,65 37,8 46,95 56 65 74 67 
desa ODF Desa/Kelura 0 

han ODF I 
Jumlah 
Seluruh 
Desa/ Kelura 
hanx 100 

~ 

Jumlah 71 124 154 184 214 244 220 
Desa/ Kelura 
hanODF 

f---
Jumlah 328 328 328 328 328 328 328 
Seluruh 
Desa./Kelura 
han - Persentase Jml Balita 13,29 13,0 12,50 12 12 11 11 

balita Stunting di 0 
stunting suatu 

wilayah/juml 
ah seluruh 
Balita yang 
diukur Tinggi 
Badannya yg 
ada di suatu 
wilayah X 

100% 
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Indikator Formulasi Data 
Kondisi 

Unit Hitungan kinerja pada 
Kinerja Indikator Capaian akhir periode Kerja 

Program, Tujuan, Kinerja pada Renstra SKP Sumbe 
N Tuju Sasa Kode Kegiatan dan Sasaran, Tujuan, Tahun Dinas D r 
0 an ran 

Sub Kegiatan Program, ( 
Sasaran, 

awaI 2022 2023 2024 2025 2026 Kesehatan Pena Anggar 
Outcome ) dan Program, perencan Target Rp Target Rp Targe Rp Target Rp Target Rp rrarget Rp nggu an 

Kegiatan ( Kegiatan, dan aanth t ngja 
Output Sub Kegiatan) 2020 wab 

1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 

Jml Balita 8199 8348 8025 7.705 7.385 7.065 7.065 
Stunting di 
suatu 
wilayah .__ 
jumlah 61708 6420 6420 64.20 64.20 64.20 64.20 
seluruh 2 2 2 2 2 2 
Balita yang 
diukur Tinggi 
Badannya yg 
ada di suatu 
wilayah X 
100% - 1.02.0 Pengelolaan Jumlah lbu Jumlah lbu 340 400 163.37 450 164.19 500 165. 550 165. 600 166. 600 825. 

2.202. Pelayanan Hamil yang Hamil yang 5.500 2.000 203. 976. 202. 366. 
01 Kesehatan Ibu Mendapatka Mendapatka 000 000 000 200 

Hamil n Pelayanan n Pelayanan 
Kesehatan Kesehatan 
Sesuai Sesuai 
Standar Standar BOK - 1.02.0 Pengelolaan Jumlah lbu Jumlah lbu 340 400 450 500 550 600 600 BOK 

2.202. Pelayanan Bersalin Bersalin 
02 Kesehatan lbu yang yang 

Bersalin Mendapatka Mendapatka 
n n 
Pelayanan Pelayanan 
Kesehatan Kesehatan 
Sesuai Sesuai 
Standar Standar -

1.02.0 Pengelolaan Jumlah Bayi Jumlah Bayi 337 400 113.39 450 114.02 500 115. 550 115. 600 116. 600 575. BOK 
2.202. Pelayanan Baru Lahir Baru Lahir 2.000 7.000 456. 987. 243. 103. 
03 Kesehatan yang yang 000 000 000 000 

Bayi Baru Mendapatka Mendapatka 
Lahir n n 
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Ind.ikator 
Formulasi Data 

Konclisi 
Unit 

Hitungan kinerja pada 
Kinerja 

Ind.ikator 
Capaian akhir periode Kerja 

Program, 
Tujuan, 

Kinerja 
pada Renstra SKP Sumbe 

N Tuju Sasa 
Kode Kegiatan dan 

Sasaran, Tujuan, 
Tahun Dinas D r 

0 an ran 
Sub Kegiatan 

Program, ( 
Sasaran, 

awal 2022 2023 2024 2025 2026 Kesehatan Pena ~ar 
Outcome ) dan 

Program, 
perencan Target Rp Target Rp Targe Rp rrarget . Rp Target Rp tfarget Rp nggu an 

Kegiatan ( 
Kegiatan, dan 

aanth t ngja 
Output Sub Kegiatan) 

2020 wab 

1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 

Pelayanan Pelayanan 
Kesehatan Kesehatan 
Sesuai Sesuai 
Standar Standar ,_._ 

1.02.0 Pengelolaan Jumlah Jumlah 1.224 1.50 2.000 2.500 3.000 3.500 3.500 BOK 
2.202. Pelayanan Balita yang Balita yang 0 
04 Kesehatan Mendapatka Mendapatka 

Balita n Pelayanan n Pelayanan 
Kesehatan Kesehatan 
Sesuai Sesuai 
Standar Standar -

1.02.0 Pengelolaan JumlahAnak JumlahAnak 1.875 2.00 11.288. 2.500 12.463. 3.000 12.9 4.000 13.6 5.000 14.6 5.000 66.7 BOK 
2.202. Pelayanan Usia Usia 0 000 000 87.0 34.0 34.0 12.0 
05 Kesehatan Penclidikan Penclidikan 00 000 000 00 

pada Usia Dasar yang Dasar yang 
Pendidikan Mendapatka Mendapatka 
Dasar n Pelayanan n Pelayanan 

Kesehatan Kesehatan 
Sesuai Sesuai 
Standar Standar - 1.02.0 Pengelolaan Jumlah Jumlah 9.760 10.0 10.50 11.00 11.50 12.00 12.00 BOK 

2.202. Pelayanan Penduduk Penduduk 00 0 0 0 0 0 
06 Kesehatan Usia Usia 

pada Usia Produktif Produktif 
Produktif yang yang 

Mendapatka Mendapatka 
n Pelayanan n Pelayanan 
Kesehatan Kesehatan 
Sesuai Sesuai 
Standar Standar 



-69-

Ind.ikator Formulasi Data 
Kondisi 

Unit Hitungan kinerja pada 
Kinerja 

Indikator Capaian akhir periode Kerja 

Program, Tujuan, Kinerja pada Renstra SKP Sumbe 
N Tuju Sasa Kode Kegiatan dan Sasaran, Tujuan, Tahun Dinas D r 
0 an ran 

Sub Kegiatan Program, ( 
Sasaran, awal 2022 2023 2024 2025 2026 Kesehatan Pena l\nggar 

Outcome ) dan 
Program, perencan Target Rp Target Rp Targe Rp ri'arget Rp Target Rp ~arget Rp nggu an 

Kegiatan ( Kegiatan, dan aanth t ngja 
Output 

Sub Kegiatan) 2020 wab 

1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 

1.02.0 Pengelolaan Jumlah Jumlah 8.920 9.00 20.559. 10.00 21.156. 10.50 21.9 11.00 22.7 11.50 23.7 11.50 110. BOK 
2.202. Pelayanan Penduduk Penduduk 0 500 0 000 0 75.0 0 13.0 0 81.0 0 184. 
07 Kesehatan Usia Lanjut Usia Lanjut 00 00 00 500 

pada Usia yang yang 
Lanjut Mendapatka Mendapatka 

n Pelayanan n Pelayanan 
Kesehatan Kesehatan 
Sesuai Sesuai 

'-- Standar Standar 
1.02.0 Pengelolaan Jumlah Jumlah 2.060 3.00 3.200 3.400 3.600 3.800 3.800 BOK 
2.202. Pelayanan Penderita Penderita 0 
08 Kesehatan Hipertensi Hipertensi 

Penderita yang yang 
Hipertensi Mendapatka Mendapatka 

n n 
Pelayanan Pelayanan 
Kesehatan Kesehatan 
Sesuai Sesuai 

'-- Standar Standar 
1.02.0 Pengelolaan Jumlah Jumlah 531 600 650 700 800 900 900 BOK 
2.202. Pelayanan Penderita Penderita 
09 Kesehatan Diabetes Diabetes 

Penderita Melitus yang Melitus yang 
Diabetes Mendapatka Mendapatka 
Melitus n Pelayanan n Pelayanan 

Kesehatan Kesehatan 
Sesuai Sesuai 

'-- Standar Standar 
1.02.0 Pengelolaan Jumlah Jumlah 24 24 2.041,2 30 2.891.0 30 3.42 35 4.17 35 4.98 35 13.2 BOK 
2.202. Pelayanan Orang yang Orang yang 00 00 4.00 6.00 7.00 62.2 
10 Kesehatan Mendapatka Mendapatka 0 0 0 00 

Orang dengan n Pelayanan n Pelayanan 
Ganaauan Kesehatan Kesehatan 
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Indikator Formulasi Data 
Kondisi 

Unit Hitungan kinerja pada 
Kinerja Indikator Capaian akhir periode Kerja 

Program, Tujuan, 
Kinerja pada Renstra SKP Sumbe 

N Tuju Sasa Kode Kegiatan dan Sasaran, 
Tujuan, Tahun Dinas D r 

0 an ran 
Sub Kegiatan Program, ( 

Sasaran, 
awal 2022 2023 2024 2025 2026 Kesehatan Pena ~ggar 

Outcome ) dan 
Program, perencan Target Rp Target Rp Targe Rp rl'arget Rp Target Rp ll'arget Rp nggu an 

Kegiatan ( Kegiatan, dan aan th t ngja 
Output Sub Kegiatan) 2020 wab 

1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 

JiwaBerat Orang Orang 
dengan dengan 
Gangguan Gangguan 
Jiwa Berat Jiwa Berat 
Sesuai Sesuai 
Standar Standar -

1.02.0 Pengelolaan Jumlah Jumlah 86 100 1.215.0 100 1.974.0 100 2.43 100 3.11 100 3.97 100 12.7 BOK 
2.202. Pelayanan Orang Orang 00 00 5.00 3.00 6.00 08.0 
11 Kesehatan Terduga Terduga 0 0 0 00 

Orang Terduga Menderita Menderita 
Tuberku.Josis Tuberkulosis Tuberkulosis 

yang yang 
Mendapatka Mendapatka 
n Pelayanan n Pelayanan 
Sesuai Sesuai 

,____ Standar Standar 
1.02.0 Pengelolaan Jumlah Jumlah 24 100 100 100 100 100 100 BOK 
2.202. Pelayanan Orang Orang 
12 Kesehatan Terduga Terduga 

Orang dengan Menderita Menderita 
Risiko HN yang HIV yang 
Terinfeksi HIV Mendapatka Mendapatka 

n Pelayanan n Pelayanan 
Sesuai Sesuai 

,____ Standar Standar 
1.02.0 Pengelolaan Jumlah Jumlah 1 1 119.21 1 120.43 1 121. 1 123. 1 124. 1 609. DINK BOK 
2.202. Pelayanan Dokumen Dokumen 4.000 7.000 875. 563. 220. 309. ES 
13 Kesehatan Hasil Hasil 000 000 000 000 

bagi Penduduk Pengelolaan Pengelolaan 
pada Kondisi Pelayanan Pelayanan 
Kejadian Luar Kesehatan Kesehatan 
Biasa(KLB) bagi b . . agt 

Penduduk Penduduk 
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Indikator 
Formulasi Data 

Kondisi 
Unit 

Hitungan ki.nerja pada 
Kinerja Indikator Capaian akhir periode Kerja 

Program, 
Tujuan, Kinerja pada Renstra SKP Sumbe 

N Tuju Sasa Kode Kegiatan dan 
Sasaran, Tujuan, Tahun Dinas D r 

0 an ran Sub Kegiatan 
Program, ( Sasaran, 

awal 2022 2023 2024 2025 2026 Kesehatan Pena l'\nggar 
Outcome ) dan Program, 

perencan Target Rp Target Rp Targe Rp Target Rp Target Rp Target Rp nggu an 
Kegiatan ( Kegiatan, dan aanth t 

ngja 
Output Sub Kegiatan) 

2020 wab 

1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 

pada Kondisi pada Kondisi 
Kejadian Kejadian 
Luar Biasa Luar Biasa 
(KLB) Sesuai (KLB) Sesuai 
Standar Standar 

,._ 
1.02.0 Pengelolaan Jumlah Jumlah 1 1 26.146. 1 26.987. 1 27.1 1 28.4 1 29.4 1 138. BOK 
2.202. Pelayanan Dokumen Dokumen 800 000 23.0 32.0 33.0 013. 

15 Kesehatan Gizi Hasil Hasil 0 00 00 800 
Ma.syarakat Pengelolaan Pengelolaan 

Pelayanan Pelayanan 
Kesehatan Kesehatan 
Gizi Gizi 
Masvarakat Masyarakat ..__ 

1.02.0 Pengelolaan Jumlah Jumlah 0 0 0 1 2.891.0 1 3.42 1 4.17 1 4.98 1 13.2 BOK 

2.202. Pelayanan Dokumen Dokumen 00 4.00 6.00 7.00 62.2 

18 Promosi Hasil Hasil 0 0 0 00 
Kesehatan Pengelolaan Pengelolaan 

Pelayanan Pelayanan 
Promosi Promosi 
Kesehatan Kesehatan - 1.02.0 Pengelolaan Jumlah Jumlah 1 1 17.674. 1 18.145. 1 18.9 1 19.1 1 20.0 1 94.0 BOK 

2.202. Pelayanan Dokumen Dokumen 200 000 87.0 34.0 78.0 18.0 

16 Kesehatan Hasil Hasil 00 00 00 00 
Kerja dan Pengelolaan Pengelolaan 
Olahraga Pelayanan Pelayanan 

Kesehatan Kesehatan 
Kerja dan Kerja dan 
Olahraga Olahraga 
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Indikator 
Formulasi Data 

Kondisi 
Unit 

Hitungan kinerja pada 
Kinerja Indikator Capaian akhir periode Kerja 

Program, 
Tujuan, Kinerja 

pada Renstra SKP Sumbe 

N Tu.ju Sa~a Kode Kegiatan dan 
Sasaran, Tujuan, 

Tahun Dinas D r 

0 an ran Sub Kegiatan 
Program, ( Sasaran, 

awal 2022 2023 2024 2025 2026 Kesehatan Pena Anggar 

Outcome ) dan Program, 
perencan Target Rp Target Rp Targe Rp h'arget Rp Target Rp Target Rp nggu an 

Kegiatan ( Kegiatan, dan aanth t 
ngja 

Output Sub Kegiatan) 2020 wab 

1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 

1.02.0 Pengelolaan Jumlah Jumlah 1 1 69.199. 1 70.176. 1 70.9 1 71.2 1 72.1 1 353. BOK 

2.202. Pelayanan Dokumen Dokumen 800 000 87.0 38.0 87.0 787. 

17 Kesehatan Hasil Hasil 00 00 00 800 

Lingkungan Pengelolaan Pengelolaan 
Pelayanan Pelayanan 
Kesehatan Kesehatan 
Linekuna:an Lin!lkungan 

I---
1.02.0 Pengelolaan Jumlah Jumlah 7 7 89.414. 7 90.323. 7 91.7 7 92.3 7 93.1 7 4457 DINK BOK 

2.202. Surveilans Dokumen Dokumen 000 000 86.0 26.0 56.0 .006. ES 

20 Kesehatan Hasil Hasil 00 00 00 000 

Pengelolaan Pengelolaan 
Surveilans Surveilans 
Kesehatan Kesehatan 

1--- 1.02.0 Pengelolaan Jumlah Jumlah 0 0 0 10 2.891.0 10 3.42 10 4.17 10 4.98 10 13.2 BOK 

2.202. Pelayanan Penyalahgun Penyalahgun 00 4.00 6.00 7.00 62.2 

22 Kesehatan a NAPZA a NAPZA 0 0 0 00 

Jiwa dan yang yang 
Napza Mendapatka Mendapatka 

n n 
Pelayanan Pelayanan 
Kesehatan Kesehatan - 1.02.0 Pelayanan Jumlah Jumlah 1 1 57.874. 1 58.267. 1 59.8 1 60.1 1 61.3 1 297. BOK 

2.202. Kesehatan Dokumen Dokumen 550 000 75.0 98.0 26.0 541. 

25 Penyakit Hasil Hasil 00 00 000 000 

Menular dan Pelayanan Pelayanan 
Tidak Menular Kesehatan Kesehatan 

Penyakit Penyakit 
Menular dan Menular dan 
Tidak Tidak 
Menular Menular 
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Indikator Formulasi Data 
Kondisi 

Unit 
Hitungan kinerja pada 

Kinerja Indikator Capaian akhir periode Kerja 

Program, Tujuan, Kinerja pada Renstra SKP Sumbe 
N Tuju Sasa Kode Kegiatan dan Sasaran, Tujuan, Tahu:n Dinas D r 
0 an ran Sub Kegiatan Program, ( Sasaran, 

awal 2022 2023 2024 2025 2026 Kesehatan Pena ~ar 
Outcome ) dan Program, perencan Target Rp Target Rp Targe Rp Target Rp Target Rp Target Rp nggu an 

Kegiatan ( 
Kegiatan, dan aan th t ngja 

Output Sub Kegiatan) 2020 wab 

1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 

1.02.0 Investigasi Jumlah Jumlah 2 2 437.40 2 512.00 2 634. 2 713. 2 798. 2 3.09 BOK 
2.202. Awai Kejadian Laporan Laporan 0 0 000 000 000 4.40 
36 Tidal{ Hasil Hasil 0 

Diharapkan Investigasi Investigasi 
(Kejadian Awai Awai 
Ikutan Pasca Kejadian Kejadian 
Imunisasi dan Tidal{ Tidal{ 
Pemberian Diharapkan Diharapkan 
Obat Massal) (Kejadian (Kejadian 

Ikutan Pasca Ikutan Pasca 
Imunisasi Imunisasi 
dan dan 
Pemberian Pemberian 
ObatMassall Obat Massall -

1.02.0 Pelal{sanaan Jumlah Jumlah 1 1 28.632. 1 29.578. 1 30.4 1 31.6 1 32.6 1 152. BOK 
2.202. Kewaspadaan Dokumen Dokumen 000 000 31.0 75.0 54.0 970. 
37 Dini dan Hasil Hasil 00 00 00 000 

Respon Wabah Pelal{sanaan Pelal{sanaan 
Kewaspadaa Kewaspadaa 
n Dini dan n Dini dan 
Respon Respon 
Wabah Wabah -

1.02.0 Penyelenggara Persentase Jumlah N/A 92,3 22.995. 95,33 23.023. 98 23.6 100 23.6 100 24.7 100 118. 
2.203 an Sistem Fasyankes Aplikasi pada 1 500 500 23.5 83.5 83.5 109. 

Informasi Dasar dan Fasyankes 00 00 00 500 

Kesehatan Rujukan Dasar dan 

secara yang dibina Rujukan 

Terintegrasi SIKnya yang di Bina 
( Sistem SIK/Jumlah 
Informasi Pengguna 
Kesehatan) Aplikasi yang 

adax 100% 
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Formulasi Kondisi 
Unit Indikator 

Hitungan Data kinerja pada 
Kinerja 

Indikator Capaian akhir periode Kerja 

Program, Tujuan, 
Kinerja pada Renstra SKP Sumbe 

N Tuju Sasa Sasaran, fahun D r Kode Kegiatan dan Tujuan, Dinas 
0 an ran Program, ( awal 2022 2023 2024 2025 2026 Pena r\nggar 

Sub Kegiatan Sasaran, Kesehatan 
Outcome ) dan nggu an 

Program, perencan Target Rp Target Rp Targe Rp Target Rp Target Rp trarget Rp 
Kegiatan ( aan th ngja 

Output Kegiatan, dan 
2020 

t wab 
Sub Kegiatan) 

1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 

Jumlah 732 756 780 796 796 796 
Aplikasi pada 
Fasyankes 
Dasar dan 
Rujukan 
yang di Bina 

- SIK 
Jumlah 793 793 796 796 796 796 
penggunaan 
Aplikasi yang 
adax100% 

~ 

1.02.0 Pengelolaan Jumlah Jumlah 0 1 22.995. 1 23.023. 1 23.6 1 23.6 1 24.7 1 118. 
2.203. Data dan Dokumen Dokumen 000 000 23.0 83.0 83.0 109. 
01 lnformasi Hasil Hasil 00 00 00 000 

Kesehatan Pengelolaan Pengelolaan 
Data dan Data dan 
Informasi Informasi 

,--- Kesehatan Kesehatan 
1.02.0 PROGRAM Persentase Jumlah 46,15 64,1 22.800. 74,36 22.800. 74,36 22.8 92,31 22.8 100 22.8 100 114. 
3 PENINGKATAN faskes faskes 0 000 000 00.0 00.0 00.0 000. 

KAPASITAS dengan dengan 00 00 00 000 
SUMBER tenaga tenaga 
DAYA kesehatan kesehatan 
MANUSIA sesuai sesuai 
KESEHATAN standar standar/Jum 

lah faskes 
yang ada 

- x100% 
Jumlah 36 50 58 
faskes 58 72 78 78 
dengan 
tenaga 
kesehatan 
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Indikator Formulasi Data 
Kondisi 

Unit Hitungan kinerja pada 
Kinerja 

Indikator Capaian akhir periode Kerja 

Program, Tujuan, Kinerja pada Renstra SKP Sumbe 
N Tuju Sasa Kode Kegiatan dan Sasaran, Tujuan, Tahun Dinas D r 
0 an ran 

Sub Kegiatan 
Program, ( 

Sasaran, awal 2022 2023 2024 2025 2026 Kesehatan Pena l\nggar 
Outcome ) dan Program, perencan Target Rp Target Rp Targe Rp Target Rp Target Rp Target Rp nggu an 

Kegiatan ( Kegiatan, dan aan th t ngja 
Output 

Sub Kegiatan) 2020 wab 

1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 

sesuai 
standar -
Jumlah 78 78 78 
faskes yang 78 78 78 78 
ada 

-
1.02.0 Perencanaan Persentase 25 25 22.800. 26 22.800. 27 22.8 28 22.8 29 22.8 29 114. Dina bok 
3.202 Kebutuhan pemenuhan Jumlah SDM 000 000 00.0 00.0 00.0 000. s 

dan kebutuhan Kesehatan 00 00 00 000 Kese 
Pendayagunaa SDM sesuai hasil hata 
n Sumberdaya Kesehatan anjab ABK n 
Manusia terhadap yang 
Kesehatan dokumen terpenuhi/ J 
untuk UKP perencanaan umlah SDM dan UKM di 
Wilayah Kesehatan 

Kabupaten/Ko yang 

ta direncanaka 
nX100% - Jumlah SOM 94 94 95 
Kesehatan 100 105 109 109 
sesuai hasil 
anjab ABK 
yang 

- terpenuhi 
Jumlah SDM 370 370 370 
Kesehatan 370 370 370 370 
yang 
direncanaka 
nX100% 
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Indikator Formulasi Data 
Kondisi 

Unit Hitungan ki.nerja pada 
Kinerja Indikator Capaian akhir periode Kerja 

Program, Tujuan, Kinerja 
pada Renstra SKP Sumbe 

N Tuju Sasa Kode Kegiatan dan Sasaran, Tujuan, 
Tahun Dinas D r 

0 an ran Sub Kegiatan 
Program, ( 

Sasaran, 
awal 2022 2023 2024 2025 2026 Kesehatan Pena ~ggar 

Outcome ) dan 
Program, 

perencan Target Rp Target Rp Targe Rp Target Rp Target Rp lrarget Rp nggu an 
Kegiatan ( Kegiatan, dan aan th t ngja 

Output Sub Kegiatan) 2020 wab 

1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 

1.02.0 Pemenuhan Jumlah 1 1 22.800. 1 22.800. 1 22.8 1 22.8 1 22.8 1 114. Dina 
3.202. kebutuhan Sumber 000 000 00.0 00.0 00.0 000. s 
02 SDM Daya 00 00 00 000 Kese 

kesehatan Manusia hata 
Sesuai Kesehatan n 
Standar yang 

Memenuhi 
Standar di 
Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 

,___ (Fasvankes) BOK 
1.02.0 PROGRAM PERSENTAS Junlah 31,40 40,5 261.29 49,70 274.35 58,84 288. 67,99 304. 77,13 326. 77,13 1.45 
5 PEMBERDAYAA E DESA Desa/ Kelura 5 1.000 6.000 865. 713. 360. 5.62 

N MASYARAKA1 SIAGA AKTIF han 000 000 000 8.00 
BIDANG PURNAMA Purnama 0 
KESEHATAN MANDIRI dan mandiri 

I Jumlah 
Desa/Kelura 
han siaga 
aktifx 100% ,___ 
Junlah 103 133 163 
Desa/Kelura 193 223 253 253 
han 
Purnama 
dan mandiri -
Jumlah 328 328 328 
Desa/Kelura 328 328 328 328 
han siaga 
aktif 
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Indikator Formulasi Kondisi 
Unit 

Hitungan Data ldnerja pada 
Kinerja 

Indikator Capaian akhir periode Kerja 

Program, Tajuan, 
Kinerja pada Renstra SKP Sumbe 

N Tuju Sasa Sasaran, Tahun D r Kode Kegiatan dan Tujuan, Dinas 
0 an ran Program, ( awal 2022 2023 2024 2025 2026 Pena i\nggar Sub Kegiatan Sasaran, Kesehatan 

Outcome ) dan 
Program, perencan Target Rp Target Rp Targe Rp !Target Rp Target Rp Target Rp nggu an 

Kegiatan ( aanth ngja 
Output Kegiatan, dan 

2020 
t wab 

Sub Kegiatan) 
1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 

1.02.0 Pengembanga Presentase Jumlah 68,07 70,8 192.33 71,41 201.95 72,55 212. 73,69 224. 74,26 238. 74,26 1.07 
5.203 n dan Upaya Upaya 4 3.500 1.000 795. 840. 930. 0.84 

Pelaksanaan Kesehatan Kesehatan 000 000 000 9.50 
Upaya Bersumber Bersumber 0 
Kesehatan Daya Daya 
Bersumber Masyarakat Masyarakat 
Daya (UKBM) (UKBM) 
Masyarakat yangdibina yang 
(UKBM) dibina/ Juml 
Tingkat ah Upaya 
Daerah Kesehatan 
Kabupaten/Ko Bersumber 
ta Daya 

Masyarakat 
(UKBM) 
yang ada - x100% 
Jumlah 2383 2480 2500 2.540 2.580 2.600 2.600 
UKBM yang 
dibina 

- Jumlah 3501 3501 3501 3.501 3.501 3.501 3.501 
UKBM yang 
ada 

-
1.02.0 Bimbingan Jumlah Jumlah 163 170 192.33 175 201.95 180 212. 185 224. 190 238. 190 1.07 BOK 
5.203. Teknis dan Dokumen Dokumen 3.500 1.000 795. 840. 930. 0.84 
01 Supervisi Hasil Hasil 000 000 000 9.50 

Pengembanga Bimbingan Bimbingan 0 
n dan Teknis dan Teknis dan 
Pelaksanaan Supervisi Supervisi 
Upaya Upaya Upaya 
Kesehatan Kesehatan Kesehatan 
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Indikator Formulasi Data 
Kondisi 

Unit 
Hitungan kinerja pada 

Kinerja Indikator Capaian akhir periode Kerja 

Program, Tujuan, 
Kinerja pada Renstra SKP Sumbe 

N Tuju Sa.11a Sasaran, Tahun D Kode Kegiatan dan Tujuan, Dinas r 
0 an ran Program, ( awal 2022 2023 2024 2025 2026 Pena l\nggar Sub Kegiatan Sasaran, Kesehatan 

Outcome ) dan 
Program, perencan Target Rp Target Rp Targe Rp rrarget Rp Target Rp lfarget Rp nggu an 

Kegiatan ( Kegiatan, dan aan th t ngja 
Output Sub Kegiatan) 2020 wab 

1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 

Bersumber Bersumber Bersumber 
Daya Daya Daya 
Masyarakat Masyarakat Masyarakat 
(UKBM) (UKBM) (UKBM) 

- 1.02.0 Pelaksanaan Persentase Jumlah 100 100 68.957. 100 72.405. 100 76.0 100 79.8 100 87.4 100 384. 
5.2.02 Sehat dalam kegiatan kegiatan 500 000 70.0 73.0 73.0 778. 

rangka preventif dan preventif dan 00 00 00 500 
Promotif promotif promotif 
Preventif yang yang 
Tingkat dilaksanakan dilaksanakan 
Daerah 
Kabupaten/Ko 
ta - Jumlah 6 6 6 6 6 6 6 

Kegiatan 
Promotif 
yang telah 
dilaksanakan 

- Jumlah 6 6 6 6 6 6 6 
Kegiatan 
Promotif 
yang 
direncanaka 
nX 100 
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Indikator Formulasi Kondisi 
Unit 

Hitungan Data kinerja pada 
Kinerja Capaian Kerja 
Tujuan, Indikator 

pada 
akhir periode 

SKP Sumbe 
N Taju Sasa Program, 

Sasaran, Kinerja 
Tahun 

Renstra 
D Kode Kegiatan dan Tujuan, Dinas r 

0 an ran Program, ( awal 2022 2023 2024 2025 2026 Pena l\nggar 
Sub Kegiatan Sasaran, Kesehatan 

Outcome ) dan 
Program, perencan Target Rp Target Rp Targe Rp Target Rp Target Rp lrarget Rp nggu an 

Kegiatan ( aanth ngja 
Output Kegiatan, dan 

2020 
t wab 

Sub Kegiatan) 
1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 

1 02 Penyelenggara Jumlah Jumlah 10 10 68.957. 10 72.405. 10 76.0 10 79.8 10 87.4 10 384. BOK 
05 an Promosi Dokumen Dokumen 500 000 70.0 73.0 73.0 778. 
2.02 Kesehatan dan Hasil Hasil 00 00 00 500 
01 Gerakan Penyelenggar Penyelenggar 

Hidup Bersih aan Promosi aan Promosi 
danSehat Kesehatan Kesehatan 

dan Gerakan dan Gerakan 
Hidup Bersih Hidup Bersih 

,- danSehat dan Sehat 
1.02.0 Persentase Jumlah 9,10% 27,3 45,50 63,60 81,80 100% 1 

1 PROGRAM Puskesmas Puskesmas 0% % % % 
PENUNJANG dengan dengan URUSAN 
PEMERINTAH 

Kinerja baik Kinerja baik 

ANDAERAH dibagi 

KABUPATEN/ Jumlah 

KOTA Puskesmasx 
1000/o 
Jumlah 3 9 15 21 27 33 
Puskesmas 
Kineria baik 
Jumlah 33 33 33 33 33 33 
Puskesmasx 
1000/o -

1.02.0 Peningkatan Persentase 900/o 935.58 4686 949.61 4750 968. 4855 978. 4985 992. 1026 4.82 
2.210 Pelayanan Realisasi 4.654 % 8.000 % 362. % 320. % 995. % 4.87 

Badan Belanja 000 000 000 9.65 
Layanan Badan 4 
UmumDaerah Layanan 

Umum 
Daerah 
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Indikator Fonnulasi 
Data 

Konclisi 
Unit 

Hitungan kinerja pada 
Kinerja 

Indikator 
Capaian akhir periode Kerja 

Program, Tujuan, Kinerja 
pada Renstra SKP Sumbe 

N Tuju Sasa Sasaran, Tahun D 
Kode Kegiatan dan Tujuan, Dinas r 

0 an ran Program, ( awal 2022 2023 2024 2025 2026 Pena i\nggar 
Sub Kegiatan 

Outcome ) dan Sasaran, Kesehatan 

Program, 
perencan Target Rp Target Rp Targe Rp rfarget Rp Target Rp Target Rp nggu an 

Kegiatan ( aanth ngja 
Output 

Kegiatan, dan 
2020 

t wab 
Sub Kegiatan) 

1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 27 

Jumlah 43.1 44.50 46.00 47.50 49.50 49.500 
realisasi 00.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000.0 
anggaran 00.0 .000 .000 .000 .000 00 
Badan 00 
Layanan 
Umum 
Daerah33 
Puskemas 

i---

JumlahPagu 49.64 51.30 52.95 54.71 54.71 
pendapatan 48.0 5.686 2.639 6.392 5.492 5.492 
Badan 46.0 .258 .177 .932 .530 .530 
Layanan 63.6 
Umum 50 
Daerah33 
Puskesmas - 1.02.0 Pelayanan dan Jumlah 1 935.58 1 949.61 1 968. 1 978. 1 992. 1 BAD 

2.210. penunjang Badan - 4.654 8.000 362. 320. 995. 4.82 AN 
01 Pelayanan Layanan 000 000 000 4.87 LAYA 

Badan Umum 
Jumlah 

9.65 NAN 
Layanan Daerahyang 

Badan 
4 UMU 

UmumDaerah Menyecliakan 
Layanan 

M 
Badan Pelayanan DAE 
Layanan dan 

Umum RAH 
UmumDaerah Penunjang 

Daerahyang 

Unit Pelayanan 
Menyediakan 

Organisasi Pelayanan 

Bersifat dan 

Fungsional Penunjang 

Pusat Pelayanan 

Kesehatan 
Masyarakat 
Kenduruan 
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Tabel 4.2 
Rencana Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Belanja 

N TAHUN(Rp) 
0 JENIS BELANJA 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 Dana BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

Belanjai Pegawai 594.800.792 623.800. 792 653.401.092 682.701.192 712.331.192 

Belanja Barang dan 287.197.124 301.697.124 316.447.187 331.299.187 346.262.197 

Jasa (Jaspel non pns) 

53.586.737 58.436.757 63.329.757 68.206.147 72.996.447 
Belanja Modal 

JUMLAH 935.584.653 949.618.000 968.362.000 978.320.000 992.995.000 

2 Dana BOK 

Belanjai Pegawai 0 0 0 0 0 

Belanja Barang dan 
1.066.970.000 1.120.318.500 1.173.667.000 1.227.015.500 1.280.364.000 

Jasa (Jaspel non pns) 

Belanja Modal 0 0 0 0 0 

JUMLAH 1.066.970.000 1.120.318.500 1.176.334.000 1.235.151.000 1.296.908.000 

3 Dana Operasional 

Belanjai Pegawai 0 0 0 0 0 

Belanja Barang dan 
158.700.000 166.131.100 174 . .437.550 183.159.427 192.317.398 

Jasa (Jaspel non pns) 

Belanja Modal 0 0 0 0 0 

JUMLAH 158.700.000 166.131.100 174 . .437.550 183.159.427 192.317.398 

4.2 MONITORING DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN SPM. 
Kepala Daerah/Bupati melaksanakan pengawasan dalam 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Badan Layanan 
Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 

Masyarakat di daerah masing-masing, pemerintah daerah sangat 

berperan dalam pelaksanaan monitoring dan pengawasan 
pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal. Secara operasional 
penyelenggaraan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit 

Organisasi Bersifat Fungsional Pu sat Kesehatan Masyarakat. sesuai 
SPM tersebut dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. 
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Selain itu manajemen Badan Layanan Umum Daerah Unit 
Organisasi Bersifat Fungsional Pu.sat Kesehatan Masyarakat secara 
periodik (tahunan) membuat Laporan Pencapaian Kinerja Pelayanan 

Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional 
Pu.sat Kesehatan Masyarakat sesuai SPM yang ditetapkan, dan 
disampaikan ke Bupati melalui Dinas Kesehatan. 

Berdasarkan Laporan Pencapaian Kinerja Pelayanan 
(pelaksanaan SPM) Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi 
Bersifat Fungsional Pu.sat Kesehatan Masyarakat, pemerintah 
daerah dapat melakukan evaluasi kinerja Badan Layanan Umum 

Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 
Masyarakat dengan meminta bantuan instansi yang independen. 
Dari hasil evaluasi dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan 
Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional 
Pusat Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan SPM yang telah 
ditetapkan, beserta kendala yang dihadapi, Dengan demikian, 

pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah-langkah 
pembinaan serta menyediakan fasilitas dan sumber daya yang 
diperlukan. 

4.3 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DAN EVALUASI KINERJA. 
Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan 

membandingkan antara target indikator yang ditetapkan dengan 
capaiannya (realisasi) dan atau dengan membandingkan dengan 
capaian tahun sebelumnya. Rumusan dalam rangka pengukuran 
kinerja dilakukan sesuai dengan rumus/ definisi operasional (DO) 
indikator kinerja pelayanan berdasarkan indicator standar 

pelayanan minimal. 
Dalam rangka pengukuran kinerja pelayanan berdasarkan 

indikator SPM, perlu dikembangkan Sistem Informasi dan Prosedur 
yang dapat mendukung pengelolaan data kinerja yang memadai. 
Dinas Kesehatan memfasilitasi upaya periodik dalam pengumpulan 
data melalui kegiatan pendataan, pembinaan dan monitoring 

bulanan, semesteran dan tahunan. 



-83-

Tabel 4.3 

Pengukuran Capaian Kinerja Dan Evaluasi Kinerja. 

No Uraian Puskesmas 
Dinas 

Kesehatan 
Pemda 

1 Kinerja Bulanan 

- Volume Layanan ✓ ✓ -
- Laporan Kegiatan UKM & ✓ ✓ -

UKP 

2 Kinerja Semesteran 

- Volume Layanan ✓ ✓ -
- Laporan Kegiatan UKM & ✓ ✓ -

UKP > 

3 Kinerja Tahunan 

- Penilaian Kinerja Badan ✓ ✓ ✓ 

Layanan Umum Daerah 

Unit Organisasi Bersifat ✓ ✓ ✓ 

Fungsional Pusat Kesehatan 
Masyarakat (PKP) 

- Laporan Pencapaian SPM 

4 Monitoring & Tindak Lanjut 

- Bulanan ✓ - -

- Semesteran ✓ ✓ -

- Tahunan ✓ ✓ ✓ 

- Insidental(Dinkes&Inspektor - ✓ ✓ 

at) 
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PENUTUP 

Standar Pelayanan Minimal disusun untuk memberikan panduan 
arah kebijakan pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Unit 

Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat untuk dapat 

teriaksananya kebijakan dalam Standar Pelayanan Minimal perlu mendapat 
dukungan dan partisipasi seluruh pegawai atau kruyawan Badan Layanan 
Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan 
Masyarakat serta perhatian dan dukungan Pemenntah Daerah baik bersifat 
materiil, administratif maupun politis. 

Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit 

Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat jni akan 

direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan 
yang terkalt dengan pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit 

Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana 
disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan 

kewenangan organ Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat 

Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat serta perubahan lingkungan. 

KEPALA DINAS KESEHATAN, 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 
KELUARGA BERENCANA 
KABUPATEN TUBAN 

ttd 

dr. BAMBANG PRIYO UTOMO 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19630621 198912 1 001 
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STANDAR PE AtANAN MINIMAL BADA~,:;~AYANAN 
1
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RAH 
PUSAT KESE ATAN MASYARAKAT BANQ; 1 N I . ; . 
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/ BABI I:! 

I I 
1 11:: 

I PENDAHULUAN fo 
· 1 

1.1 LATAR BELA 

l 
~~ 

. .;~ . I . 
a~ sebagai fasilitas P~\iyanan k JehLtan tingkat 

pertama me pJmyai tiga fungsi yait4~(i sebagai •tsit pe ggerak 
pembangun ~erwawasan kesehatan, m,emberday . : mas~arakat 
dan keluarga, se~a inemberikan pelayan~ikesehatan t~b.t p rtama. 

. Unit o_r 4isa~i ~ersifat Fu~gsion1 ~.• skesmas ~~.
1

gilan ~bagai 
Unit Organis s~ Bersifat Fungsional ~sehatan ~rtanggu , giawab 
menyelenggar an pembangunan kesett,tan disua J wilay kerja 

(Kepmenkes ~IN.: o.'Z5 tahun 2014). Pusk4ftnas Ban · ~ sebag 'i pusat 
Kesehatan M,SYf1l°~at (Puskesmas) berdmarkan kar .. efistik '."7ilayah 
kerja di kabupaten Tuban sebagai Puskes~as Perawa ah (Rawa Inap). 

Unit Orfaris~s~ Bersifat Fungsion~[Pus~esma I B~gil ' dal~ 
melaksanaka.I]l fungsmya menganut enaht kegiatan bkok at$ basic 

six. Upaya-u~ayk k¢sehatan wajib (Basitj ~) terseb tl a~alah ~sebagai 
berikut: (a). (lpaya Promosi Kesehat~, (b). pay~ K($ehatan 
Lingkungan, c).i uJaya Kesehatan lbu JJh &l.ak ( 

1

) s~rta eluarga 

Berencana ( )~ (1). Upaya Perbaikan J ~.; izi Masy ~at, (e): Upaya 
Pencegahan aµ Remberantasan Peny~t Menul I (Pl2M), tlan (f). 

Upaya Kese a~an / Perseorangan. 1Sed~gkan pr ~arii y ~-g· lain 
merupakan rogr~ pengembangan ber,aasarkan ~da: kon4isi dan 

situasi Unit ofgart·'· isasi Bersifat Fung~iii,.' nal Pus ~smas +gilan. 
' I IJJ L_ ' Untuk menc 8f cakupan pelayarlan kes~hatan yan ~ua~ dan 1merata, 

secara organ· atori~ Puskesmas ditunjrut~ oleh Pus ermas Pefbantu, 
Puskesmas K liling~ Posyandu dan BidanJ '.i Desa. I ~ 

Upaya ke:sehatan yang dilakukarHipemerintj11 daerah j melalui 

Dinas Kese. _aJ.n Provinsi ~ Dinas! '.> Kese~~)K8ibupatn/Kota 
dengan uni~ pelaksana teknis ant~ lam ~ke$ma~. adalah 
penyediaan r,-siiitas pelayanan kesehatruji~. lsebagaim ~ tertu g dalam 
UU no 32 I t~un 2004 tentang Pe~rintahan ~aerah. asilitas 
pelayanan k~ s~ha~an yang dimaksud j"dalah su ¥at ;an/ a tau 
tempat yangl digunakan untuk menye~~ihggarakan lllpaya , layanan 

k~sehatan, b~ prb~otif, prevent~f, ~~ maupu re~abilit; tif yang 
dilakukan ol~h :pemenntah, pemenntah 4~erah, dan a~u mas , arakat. 

PembruligUnan kesehatan yang su14ah dilaks ' altan · Tuban 
I ! . ,I:. 

secara umul]Il !telah menunjukkan terjJ,~inya 
derajat keselia~ masyarakat. J ( 

I 
, I r1 : :1 . h 

tiii 
J, 

~ti 
r 

. I ~j1 
""1 ,,· 

atan 
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~ELAYANAN MINIMAL BAJ?l}N LAYAN 

S~HATAN MASYARAKAT ~iNl ORI ',, : : b. 
I i ~:f 
. BABI '~· : r' I Ji"· 

PENDAHULUAfi: 
',I 

~ 
r. 

' \ 

: ui\1uM \hAERAH 
I r 
I I I 

I ! ! 

I . . l ~h 
LATAR B~LAKANG ; ,·:- , 

I I i ~l;j ; ; 
~Pus esm~s sebagai ujung ~1~bak pel JWlan 'esehatan 

masyar a~. serta sebagai fasilitas 1

1

1;pelayanan kesehata : tingkat 
• ! L<PJ; I I 

pert~a m+rupakai_1 sarana kesehaw yang s gat ! pen . g dalam 

men1ngk 14an deraJat Kesehatan m~fyarakat, eF; mel i sanakan 

pem~erdfy1an kepada m~sy~akat wtuk men 1· 4 pen. akit dan 
men1~g~at,an kesehatan 1nd1v1du, ~\uarga, d 1n~kung n secara 

mandin sefffi mengembangkan up~ff1 keseha pers berdaya 
masyar a~. Puskesmas sebagai 4,~ilitas pe a~a?an 

1

esehatan 

tingkat eftama mempunyai tiga I ~~.-fungsi y th 1seba . · pusat 
pengger :pembangunan berwawas~ keseha .i iemb dayakan 

masyara a1 dan keluarga, serta meijberikan p lfyanan .esehatan 
tingkat ertama. Pelayanan keseH~~ ting t I Jrtama adalah 

I i r I. , 
pelay~ ~ang bersifat mutlak perl~~: yang s~ af. dtbutu 

1 
~an oleh 

sebagian
1 
besar masyarakat serta m~punyai n hl :;;trate s untuk 

meningkf
1 

t~an . derajat kesehatan! ;!·:· masyarak i. i Unt dapat 
meningk ~an : derajat kesehatan ! ~~asyaraka J sirta ; encapai 
cakupan ~elayanan kesehatan yaldg luas d rp-era , secara 

organisa~oris i=>uskesmas ditunjanm1 G;; oleh Pus es:dias 'em ban tu 
I ! I I b I ! 

PuskeSII18.S! Ke~iling, Posyandu, Pon, ,;:k Bersali I era da ! Pondok 

Kesehatt ~esa. I l~: I i ,: 

Up~y~ ke~ehatan mode'"rn ini ~rlahan b rterlibani ke arah 
promotif ap pteventif dari semula y~g lebih m rµtikberat1kan pada 

kµratif dan rehabilitatif. i tlpaya kes 11,at~ m (: syarakat 

i p~mbinaan jangka ~~jang m l~ui pe , ingkatan 

! mbngenai pentingnyJ h menjaga keseha ' yang 

diharap I malmpu mendorong mas~akat un bersika mandiri 

serta me 'bah1perilaku dalam ran~~ menjaga .an me . gkatkan 
• 1 1 • 1 I;].. • ·1 

1 

deraJat k sctha,an masyarakat 1tu sen;~1n. I 

Pu ekm~s sebagai pelayanan ~sehatan s ~tape I a tentu 

keseha 

~datwa strategi dalam p~~sanaann ~- ~. eseh 'tan yang 
p~ bµkan hanya menjadi lfnggung ja ~b \dari 'elayanan 

' n~un menjadi ta,n~hg jawab \bersam~ dengan 
at. ~al ini yang dilakuk4h puskesm $ sebagr1• strategi 

, 1 
1 rt} I 1 • ap.ny~ yakni pemberdaya~lmasyarak t., : : 

, I ;11 1· I ; 1J 
'11. 
! ~l~­

\" 
~L 

f: 
~I;. 
' ' 
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D. STANDAR PELA A~ANIMINIMALBADAN LA kNAN UMU 
PUSAT KESEHA ~ MASYARAKAT SINGGA ''.,, 

1.1 

I I • ~li 

BAB I ~f~ 
PENDAHULUAN , ;i:t· 

i~h 
I r,I. 

' Ii;;~ 
q , \~i. . I 

s I s~bagai fasilitas pdJl\lyanan esehatan ' tingkat 
pertama mem u~yai tiga fungsi yaitli ~~.; sebagai p~sit p+nggerak 

pembangunan erwaiasan kesehatan, meffiperdayaka I masyanp-cat dan 
keluarga, serta emberikan pelayanan kes~fiatan tingk t pertama. 

Unit Org nisasi: Bersifat Fungsional ijil,skesmas · fuggah k sebagai 

Unit Organisa i ; Bersifat Fungsional K~sehatan b~rtangg 
menyelenggar an :Rembangunan keseh~~ disua ~ wilay 
(Kepmenkes RI No.75 tahun 2014). Puskedlas Singga an seba i pusat 

Kesehatan Ma~a~akat (Puskesmas) berd~~arkan k : teristik wilayah 

kerja di kabupafe~. Tulban sebagai Puskesm~ Perawa i(R~wat I'. ap). 
Unit Orgrisas~ Bersifat Fungsional I ff:uskesmas $g dalam 

melaksanakan fungsinya menganut enam ~giatan po 4ta ic six. 

Upaya-upaya k se~atJm wajib (Basic Six) teft~but, adal ~bag rikut: 

(a). t.Jpaya Pro ori fesehatan, (b). Upay~: i{Keseha ilg n, (c). 
Upaya Kesehat ~bu)dan Anak (KIA) sertal: 1 eluarga B n an ), (d). 

: 1 :11 

Upaya Perbai art Qizi Masyarakat, ( )1,'., Upaya eg dan 
I ' E' ' I 

Pemberantasan Renyakit Menular (P2M) /dan (f). ata K 
1

sehatan 
Perseorangan. S~dangkan program yan ) , lain me pal-can .· rogram 
pengembangan berdasarkan pada kondisi ~~an situa i uiit O ~anisasi 
Bersifat Fungsi nhl Puskesmas Singgah ',• Untuk ncapai ,akupan 

pelayanan kes h~tan yang luas , dan #erata, se a¼a I orga.visatoris 
Puskesmas dit njlang oleh Puskesmas Pibantu, s~e~mas ; eliling, 
Posyandu dan id~ di Desa. j ~;, I I I 

Upaya ke eliatan yang dilakukan pe~~rintah da r~ ~elal ·• i Dinas 

Kesehatan Pro · 4i dan Dinas Kesehatan l~bupaten ~o~ den .an unit 

pelaksana te is I an~a 1~ Puskesma~~f~dalah p nre9iaan :rasilitas 
pelayanan kese a1an Febagatmana tertuanf~dalam uu r 3[2 tab: n 2004 
tentang Peme tf311an Daerah. Fasilitas

1 
R[pelayanan fe$ehat . yang 

dimaksud adal$.h l suttu alat dan/ atau t~iiµpat yang djigunak • untuk 
menyelenggaraiJari upaya pelayanan keseh~t;an, baik r~mbtif, tjreventif, 

kuratif maupun rlhatjilitatif yang dilakuk~~~leh pem<: ·ttap, perrerintah 

daerah, dan/ a u Fa~yarakat. j ~if \ : ~ 
Pemban n~ ktesehatan yang sudahllilaksanak I diiTub · secara 

t lah i I. kkan t · d' K · k H1 d d . umum e e]flunJu eIJa mya p !tung atan r ,a ap ·
1 

eraJat 
' ' !\, ' ' 

kesehatan mas 4'ak~t. Untuk itu, Dinas t~sehatan btf_: pate ,. Tu ban 
telah membuat U?,tU ~rogram u,pava kpooi.. [l;i - :at! 

I I •i' ~ ' 
I 11 i· 
I '!'' 
I r:;, ·_ I ~ •. , 

\ i ~If 
I! 1i1 

i flit 
,.; 
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E. STANDAR p LA.YANAN MINIMAL BADAW~ LAYANAN JrM~M AERAH 

PUSAT KESE A.TAN MASYARAKAT MON~bNG r I 
1 i 11.1- I 1. 

I a,. 
'/ 

BABI I/: 
~ll. 

PENDAHULUAN l1! · 

I □ 'l I I' 
~ I 

1.1 LATAR BE AKANG !~1:. I 11 

. Pemb ~gu+an kesehatan r+~_'lrupakan ~upaya ~ dalam 
men1ngka k8fn i kesadaran, ke14~an da ,kemJmpuan 

masyarak t \ u9tuk hidup sehat I ~~hingga rcapai derajat 
kesehatan mJas1arakat yang optimalL~tpalam m $jttdka hidup 

s~hat ba i lmaryarakat, banyak ~~~ yang er1ul dil ;_ ukan, 
d1antaran a 1

1 

dengan menyelenggarJkan pelay rian kes. hatan. 
I I I'' I • 

Badan La anan! Umum Daerah Pu.i~t Keseh tan' Mas arakat 

Montong e~up~kan unit penyelen~ara pela aran ke :ehatan 
tingkat er}ama yang menjadi f{ulang p i:jlggung 

menyelen ga~akan upaya pelayan~ keseha a~ dasa yang 
meliputi p4ya ! Kesehatan Masyar4~at dan Ke . hatan 

aljl di:wilayah kerjanya. !k f 
Bada, L~yanan Umum 9~erah P ,Sf1-t Ket~hatan 

Masyarak t :Mo;ntong mempunyai !f~ga - fungs j yaitu 
1

ebagai 
pusat p nggerak pembangunan I Jberwawa ar i kes ,hatan, 

! ! I I ' 

memberda afa~ masyarakat dan k~luarga, se ~~a fem ::erikan 
pelayanan kese'hatan tingkat per~~ma. Pela a!n~ ke .ehatan 

tingkat pe : a merupakan pelayananifiang sanga ibftuh 
I 

oleh 
sebagian b s4r" masyarakat serta menjwunyai nil i stt:ategi ; untuk 

meningkat ad derajat kesehatav masy*r:akat. · 
! : I·,, 

Bada • L~yanan Umum 9ierah , . 
1 

Masyarak t :ryiontong dalam menjala~~an tugas a ;t1dak1 hanya 
melaksana a\n upaya kuratif dan reb;abilitatif s ja, µam 

mengutam k~n upaya promoti~~\: dan v~ntif \: yang 
dilaksana a:d secara terpadu dan ~erkesina u' gan :untuk 

mempe~o~ h ;kinierja pusat ~esehat i. masyara t ang ;e:ektif 
~an efis1e .. I Upaya pro~otif ~reve Jif merup an pe b1naan 
Jangka p nJang melalu1 pen1ngk f1.I1 kesa m ngenai 

pentingnya mt nj~ .. ga kes~hatan yan_g _di~fapk~ m P? me ~dorong 
masyaraka untuk bers1kap mand1n ~ngenru ke haF s1hingga 
mendorong pbsa~ kesehatan masya11,~at menj!=l- u~ung iombak 
untuk men a~ai Sustainable Developm~fiit Goals (S s).i, l I )'I 

I It 
!k 

111 
U' 

t 
kl 
1111 

a'i 
~l: 
~ i; 
1:11, 
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F. STANDAR• LA ANAN MINIMAL BAD . LAYAN MUM IAERAH 

1.1 

i ~ 

PUSAT S flt\· AN MASYARAKAT J .:'.AK . 

Ir 

PE:=~UA 1; 

I: 
!;: 

I 
i 

G bf~ masyarakat lndone J\~ di masa pakan 
tujuan u a1 pembangunan kese 

I 
itan yang t rcantum dalam 

Sistem K s~ha$n Nasional (SKN) lfaitu men atk erajat 
kesehatan ima~yarakat yang opt~al seba ba dari 

peningkat j ke~ejahteraan secara u*um. Pusk s pakan 
suatu or anisa$i kesehatan fungsio:hal yang p pusat 

b I k h ak I t . b' I pengem . gF T_ese atan masyar ~-f' yang Jug mem 1 
1 

peran 

serta ma Yf~t di s8:11~ing m9f.berikan ,layanan : s:cara 
menyelu h fan[ terpadu d1 w:ilayah k_,panya d8:1 11 bentuk ; egiatan 

pokok d urahfi kesehatan 1ntegras11 fi•:ang kegia ya me i pakan 
in}as I sektoral. Puskesma,r memiliki wenan&~ dan 
jaiwa~ atas pemelihara~i kesehat masyar

1 
at di 

wilayah k janya. I t I 

pertama einp~yai tiga fungsi Yaftu sebagai usat p,rggerak 

pembangu ah brrwawasan kes~hatani,i,memberda an maliy~akat 

dan kelu g~, rerta memben~ ~f_._-layanan esehatan j t1ngkat 
pertama. elf1-yap.an kesehatan tingkff _pertama alah p,

1 
ayanan 

yang hers at ~~tl~, _yang sangat n~butuhkan le~ ma rarakat 
serta me1prnyru nilru untuk me~gkatkan aJat k rehatan 
masyarak t. 1 ,. • 

I · i 

Pus e 'mas adalah fas 'ias yartg 
l ~. . 

menyelen akEµi upaya kesehat : . masyar t dan Ii upaya 
kesehatan pe~seorangan tingkat I; pertama, dengan

1
) lebih 

mengutam I upaya promotif datj. r preventif, tuk~
1
!encapai 

derajat ke e ata:p. masyarakat yang tiJiggi di wilay kerjany 1 
• 

. Upa a ke,ehauu:i masyarakat +rrupakan ~in i ~angka 
panJang e alUf pen1ngkatan kesan~an men~<:rnru peqt1ngnya 
menjaga k1se]iatan yang dihar4:i.?i~an mruppu mepdorong 

. masyarak t 1nt~k bersikap ~~d~ ➔;~ngenai k sfhatan Jehingg~ 
mend~ron I]>USfesmas menJad1 UJuij~ tombak tlntuk rncapru 

Sustamabl 1ev'1lopment Goals (SDG~) H' \ ! 

Pus· lmaf yang menjadi b ~tuk pela tan ke '. ehatan 
meng~b· p ran penting dal:nn me ~,'.audkan po am ke' ehatan 

yang diren I+ oleh pemenntah, t 
I 

i ;i 
I ~~ 
I t " i :,,. 

i t ~t 

i ~ :: 
f 1: • ;i. 
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G. STANDAR PE ANAN MINIMAL BADAN 

KESEHATAN MAS ARAKAT PARENGAN 

1.1 

BABI 

,,, 

ijr; 
l$· 
(I;: 

LATAR BE . G I ~!I: I! 
! . PENDAHULU1r: !': /! 

Dalam pJnyJlenggaraan pelayan~:~ang men gkut '! syarakat 

umum. pem er ~layanan publik sel f' dihadap den J norma, 

aturan, s -~, ! dan ukuran yang tttarus di i dalam 

menjc;u.caiu..1.nc;u.,. ,. IEi.yanan dapat dibe •' ~......... 1, bisa 
I ' . 

dipertanggu g aw,bkan dan berkinerja, ~, ggi. 

UOBF \skestnas adalah Unit oJbisasi Be 

Dinas Ke e~autn kabupaten/ko !;: yang 
I I ~•' 

I , '" 
menyelenacn:,,11rs:1,1z:s:1 I pembangunan kese~tan yang _,.,...., 

i . I . . ! :C·. 

pelayanan k! sehatan (perorangan dan ~yarakat) t 

Disam ~g J1ayanan yang berkuH~ta_· s, fasili - publik ' . Tii 
juga dituntu untukmemberikan pelayai$n yang aml8lll ( ehingga 

I . ! >: 
tidak terjadi suatu tindakan yang mertj.~ahayakan cederai 

I .•• 

pelanggan, lelt • karena itu perlu dis-u,itin sistem untuk 
I . I r:i . . 

mencegah t rj~dinya kejadian yang ti~f!k diin · , yan i meliputi: 

identifikasi ·shco, analisis risiko, eval«~si risiko, nan ·'b,n risiko, 
, I 1· ! . 

monitoring y ~ berkesinambungan, d&11:komunika · ·i Untuk _; elakukan 

monitoring ~g berkesinambungan di~~rlukan ad ~a ind' , .. : tor (tolak 

ukur) dan g~t (threshold) yang"harus ~capai atau ➔penuhi. II 
Upaya urttuk meningkatkan kepu~ bahkan :fsetiaan rlanggan 

dan menj keamanan pasien dapat ~kan d *gan s~dardisasi 

pelayanan. a,~a penerapan stanijr pelayan ! tersebtt apakah 

telah dapat enjamin kepuasan pelan~ dan ke~~•~-- pa~ien harus 

dQ,pat clitunj~: ~engan fakta: o~ ~ itu pe ~ I~) 
dan ~et neap~ Untuk tiap m ·~:tor pe~lu sus-.;.i. n, tsep~ti, 
dan d1tetap i setiagai acuan. ti· . I · ,. 

I ~t ' I 
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N MINIMAL . BAD 11.·~.LAY ANAN 
ASYARAKAT PONC ·' 

•1::;;, 

f;r 
BABI { 

PENDAHULUAN I!! ,. 

M AERAH 

1.1 LATAR BELA 1: 
It .. ' 

Pu.sat k se a · masyarakat atau uskesmas. e pak,r- salah 

satu s~ana pel yarian kesehatan masy rak~t yan am~t pefti~g di 
Indonesia. Pu k sa!fas adalah salah sa ·· ;unit pelak,dnakn ru11gsional 

yang berfung. i seb~gai pusat pemban ihan kesetja~~ sert~ pusat 
I I •' ' I i• 

pelayanan esfhatan tingkat pe ;r yang fe~elen ·; arakan 

kegiatannya s cra~menyeluruh terpadu '.an berkes· Flbung: pada 
masyarakat ig ertempat tinggal d L suatu I. ayah · rtentu, 
dimana pende a ' ya yang digunakan pmperhatik I brrbag .. aspek 
kehidupan d · em~jasa pelayanan k ·.ehatan ter 1hU!t, I 

Puskes s adfah Unit Organisasi ersifat Fun ~ional d . · Dinas 

Kesehatan Ka ubatin/Kota yang ~e~ ~:ngjawab fn~eleng
1 

arakan 
pembangun Jese}'iatan. Organisasi p {E:iyanan ke eha~an t, rdepan 

yang memp nvai !misi sebagai pulpengemb gan pe ayanan 
kesehatan, y ~j mc:tlaksanakan pembin · dan pel ,anan ke ehatan 

secara menye utuh ! dan terpadu untuk ttnasyarakaf Jyapg · : ggal di 

suatu wilay~ kerjaitertentu. Puskes~a I t~ebagai_ fa .i[itas pe ryanan 
kesehatan tin 4t pFrtama mempunyai ~a fungsi y ,u febag I pusat 

penggerak p m an~nan berwawasan fl.I esehatan, fefll. ber ayakan 
masyarakat a k~luarga, serta mem1,tikan pela ~n~ ke '. ehatan 

tingkat pert \Pelayanan k~sehat8fl! tingkat ~ertama \ adala.h 

pelay~an y g be4.sifat mutlak perlu, 1f1. g s_an~at 1ibutuh_ ;an oleh 
sebagian bes ma~yarakat serta memn.t1nya1 nila 1s~ategi~j untuk 
meningkatk~ er$.jat kesehatan ma,}arakat. . ~aya peiayanan 

kes:h~tan tin k~t ~e~a yang diselen~arakru:1 ~ke~mas 'lbersifat 
hohstik, ko 'p1eheµsif, terpadu dan I rberkesin lj)u:q.gan. ' Untuk 

menc~pai c~ Pf1 pelayanan. kes~hatan ~Fg luas d merat 
I 

secara 
organisatons Pp.skesmas ditunJang J~th Puske aJ Pe, bantu, 

Puskesmas K lilf~' P~syandu, Polindes d#i, Ponkesde~ 
1 

: l 
Untuk e~~az:n.in terlaksananya itelayanan ! ~es7hatall).. ya~~ 

bermutu dan enJim kepuasan pel~ f dank~ ~rn p➔sien ini 
perlahan berk anf ke arah promotif d . preventif d~ I sem~la yang 
lebih menitikb r tkajn pada kegiatan ku ~tif dan ~ r;~itatif I Upaya 
kesehatan ma :y ak~t merupakan pemb' t:,,an jang pJjang imelalui 

peningkatan ks dar
1

~ mengenai pentin ii?-7····-' .. a menjag '.l,ket. eha+. yang 
pu mendorong masyar ; ' t untuk I f rslkap r· andiri 

mengenai kes h tan s~hingg~ mendoron 
1
.·;i. puskesmjs

1 
~enjad.!. ujung 

tombak untuk cipat Sustainable Devel rment Goar fSJGs). [ 

i [, ! 
i ~s I 

,N,. l· , 
f. ~~ ; ! I 1 

l I i'-1 i : ~ 
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I. STANDAR PEL YANAN MINIMAL BADAN L1¥fANAN U rUM DAERAH 
PUSAT KESEH 1 TAN MASYARAKAT SOKO : ~J ' ' ii 

. , . lr11.· 

i ~~ 
I BAB I J:!) ~! 
I PENDAHULUAN S~i ; 
I l, [i 
i ' E'' n 

1.1. LATAR BELA NG ; !l:l' !I 
' f , c;y..&.f!S,D,u, 1

1 

e e1¢nggaraan pelayan g men t mal[yarakat 
umum.Pembe · el4yanan publik sel adapk ~drgan [ norma, 

d~ ukuran yang dipe 1 I agar i dalam 
menjalankan elayanan dapatdibe · secara ptabe~, bisa 

dipertanggun jtaikan dan berkinerja · •ggi. I i !! 

. . Disamp n pe~ayanan yru:1g berku · :;: :s, fasilitas ~el~yanai pu blik 

Jug~d1tunt~t u I ~ult_ memben~an pela ~an yan I a.Iflan \fsafety), 
seh1ngga tid ter.1aq1 sesuatu tindakan ~g memb aya:kan faupun 

mencederai p ltggtn,oleh karena it perlH disusun s ieI¥. ma.4,ajemen 
untuk menc g terjadinyakejadian y~g tidak :dlinginkatj, yang 
meliputi: iden · 1, as~ risiko, analisis risik~~valuasi ri~*o,: penalhganan 
risiko, monit riljig trang berkesinambun!Jan, danko unockasi.[ Untuk 

melakukan otitohng yanq berkesinJinbungan ibe~lukatiadanya 

indikator (tol ku~) dan target (thresholij'. y~g h s
1
1di~.apai t:tau 

I · ll' ' 1 
dipenuhi. 1 , I 1/.· 1 i I 

Upaya u$,tul} meningkatkan k~ffeuasan b~kah k~setiaan 
pelanggan d rrienjrro1n keamanan pas ~~ dapat ~il~u.kan !~engan 
standardisasi Pf la1anan.Bagaimana pe frapan snH,dair pe~f:iyanan 
tersebut ap 9T1 telahdapatmenjamin I ~~epuasan I pelangg , dan 

keamanan pa iet hrs dapat ditunju~~dengan f~a,, oleh '.karena 
itu pengukur indikator) dan target pe' ~tapaianuntt' k tiap · kiikator 

1 d . d' L,. ti d d't k ti:, b • \ 1 I per u 1susun 11 epp.n.a , an 1 etap an se agai acu . • 1 I ! !;: I I I 
Untuk jnjajmin terlaksananya :eelayanan ~esehat , yang 

bermutu/dap tr.rtenjrm1n kepuasan pel ~an dan fmflan ~asien, 

m~~a UOBF s~esfas perlu mengem~rgkan St d~ Pe~!an~ 
Minimal yan I ju~a merupakan sal~satu sy ~t I admi~11stras1 

Puskesmas B UJD. d~ngan mengacu pada\ f.eraturanP tn.·ntah\\ Nomor 
2 tahun 2018 te~tatig Standar Pelayan4tMinimal, e atttran :kente~ 
Kesehatan om.or! 4 tahun 2019 I [ttentang 1dar !iTekn1s 

I 'i.. I I I 
tu( P~layanan Dasar pada ! :~tandar Pejl~yanan 'inimal 

Bidang Keseh rar,Ptraturan Menteri Dal~ Neger N~tor 1001!Tahun 
2018 tentang Pyne7apanStandar Pelaya4,'.o/1 Minimall i dan Pe,aturan 
Menteri Dal :t-teg~ri Nomor 79Tahun 2~~8 tentan, ~adan Layanan 

' . I' .. ··· I I -r Umum Daer I · 1 ~\" 
1 1; 

! ~il l ! 
I'.· . 
,\-
7,:; 

~} 
~ ~, .. 
,l'.i t, 
et 
~i ~-
1m: 
;.~ i 
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I . ~ri: J. STANDAR PELA AN MINIMAL BADAN ·,:iYANAN 
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1.1. 

PUSAT KESEHA MASYARAKAT PRAMBO~'/!:TERGAYA 
I I I f;f t 
I i I~~ I , J " 
I • BAB I 'J,' 
j I PENDAHULUAN $j~ 
I ;: l 

i \·, 
! ... :, 

~' 
I 

LATAR BELA I :t 

Dalam ~eny~lenggaraan pelay4;~ yan~ i menyargku t 

masyarakat u 1m.: Pemberi pelayanan I ~ublik sel4Ir fiha~f P~ 
dengan norm , rtu1an, standar, dan uJ4y.ran yang Jh~s d1J1~nuh1 

agar dalam m nj+.i~kan pelayanan dapat\~iberikan s~c~~ akurftabel, 

bisa dipertan )!lg j~wabkan dan berkin~ tinggi. j / / Ii 
UOBF si<:esflas adalah Unit Or~isasi Berti.fat \Fun~ional 

(UOBF) dari D · ~s Kesehatan kabupaten/fflta yang b~anFn~~':'7ab 
menyelenggar 8jil pembangunan keseha9f. yang me~pfilfan r,ril1tas 
pelayanan ke ehfitaJ;l (perorangan dan 4,syarakat) . ~at ptftama 

(FKTP). I I 11 ft : ; ;i 

g I pelayanan yang berk tijitas, fasi · s ; pela. anan 
publik juga itf ntµt untuk · memberik (, pelayan yang :aman 
(safety), sehin tidak terjadi sesuatu tin )1kan yang e~baha 

I 

akan 

maup~n men d rai:. pelanggan, oleh ~~~~ itu ~erl:U 4is~sun t_:i~tem 
manaJemen n uk: mencegah ter.Jad11ta keJad1 1! jang :I tidak 

~-Lic;u.1. trisiko, monitoring y ·g berkesin bti.ng~, dan 

komunikasi. n uk \melakukan monitori :'. yang berik~s~ambfngan 
diperlukan ad a ipdikator (tolak ukur) ~an target :*rerholdl yang 

harus dicapai t~u~·penuhi. , ~; 11 I Ii 
Upaya • t ~eningkatkan ke_• r_ a' San b~~an: kes~tiaan 

pelanggan d . enJamtn keamanan pasl1
: dapat di'a.)ru~an d~ngan 

standardisasi pe~ay$}an. Bagaimana pe ~rapan stahdar pelatanan 
I I l' ! I ' _ _t 

tersebut ap ahj tefah dapat menjami , ~kepuasan ! ~elanggaII!, dan 
keamanan pa ie4 hyt1s dapat ditunjukk , ;,1 dengan f~a, pleh ~arena 

itu pengukur ('ndikator) dan target pen ~paian unt4~ ti~p in~~kator 
perlu disusun, d 0 epkati, dan ditetapkan 4ebagai acu · · I 

I 
.,. I 
I►\, I ;v 

I ,('. I 

I i:: I 
tr ((,;' 

I
~;;, 

'~;; 
! li 
! s:1,. 
l ;ir! 
I ~I' 
l~h 
I ;!,1 
If.!: 
l ~i ~-·" 
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STANDAR p ;Lf'\YANAN MINIMAL BAD~~: LAYANA 
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~e BABI i'ti 

PENDAHULUANj k 
1r 
I Li 
i .( 

I I 

i l" 'I., 

! pe:nyelenggaraan pelJj~an y g me . angku t 

u~ul)l. Pemberi pelayanw: publik s~~allf dih . dapkan 
dengan no aj, aturan, standar, dan µkuran yan~i harus ipenuhi 

agar dalam epj1ankan pelayanan da~f diberikan\ ~ecara : ntabel, 
bisa dipert ~ung jawabkan dan berki~rja tinggi. I i · I 

UOBF P~skesmas adalah Unit 9fganisasi 11 
~sif~t Fu gsional 

dari Dinas :Kesehatan Pengendaliaif1 Pendudu l dan eluarga 

Berencana : kabupaten/kota yruh.k bert _ ~ung j1 jawab 

menyelengg ~fill; pembangunan kese~tan yang 1eru~akanl!fasilitas 

pelayanan esFha~--an (perorangan dan if_:. asyaraka) 1l'tiD;•·gkat !. ertama 
(FKTP). • i I { , : ; 

Dis pifg :pelayanan yang be{iualitas, ;s
1

·ut~s p i:layanan 
publik jug c!lituptut untuk membel)ikan pelay ,an, yanj· aman 

(safety), seh'n¥a tidak terjadi sesuatu iWdakan y . ~ mfmb i ayakan 

maupun me c~de1ai pelanggan, oleh k~fna itu pe1111 dfsusu ,: sistem 
manajemen unt4k mencegah terja(jli~wa kejatli I yan~ tidak 

diinginkan, Jig vieliputi: identifikasi II\_ iko, anali i 4siko, lrvaluasi 
risiko, pen gL,ap risiko, monitoring @hg berke i ambun an, dan I .. I ., I I 

komunikasi. qntdk melakukan,monit1~ng yang e k~sin :bungan 

diperlukan dry+ indikator (tolak uk1f) dan targ t (ttiresh ~d) yang 
harus dicap · tau dipenuhi. Lf I 

i w: ' 
Upay ntuk meningkatkan ~puasan setiaan 

I •r: , 

mtnjamin keamanan p ~;ien dapat ~l~uk~! dengan 
elayanan. Bagaimana 'nerapan t~q.ar p layanan 

.µicu~ .. jtelah dapat menjantth kepuas 11 p~lan :an dan 

as[en lharus dapat ditunju~kn dengan f~a, ole , karena 
itu penguk (i1f dikator) dan target pi#capaian u ~uk tiap ·

11 
dikator 

perlu disus •. n,i disfp~ati, dan ditetapkfi sebagai a 1anJ· jj 

Untu ~er\)amm terlaksanany~ ~::pelayanan 
1
ke~_ ehat~ yang 

I I I ,,l - ' II 
bermutu/d pajt menjamin kepuasan pe~·~ggan dan *am_ an~ pasien, 

I I il~1 I ! II 
maka UOB i;us~esmas perlu menge }>angkan tFdar P1layanan 

Minimal y ~ Jq.ga merupakan sal~! satu svhlat · ad inistrasi 

BiUJ:1> dengan mengacu. J ~ada Per~t~ran Pe erintah 
Nomor 2 t u 2Ql8 tentang Standar PfJ~yanan Mi iflal· 

I I[!:, II 

I I ~[: I 

I 
I ,; : 
I~- I 

I i L! 
i ;( 
I[:'. ',, 
; $1· 
i;,r I i 
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L. STANDAR ELAYANAN MINIMAL mADAN rl, ~AN !uMUM 
fu J:. I ,I 

1.1 

I 
I 

DAERAH U ATIKESEHATAN MASY 
•. ".:.·1KAT PlfOfWE'TI: N 

I ~b. I ' i I 
,;, I : 

t~ I I 
PENDAHULU :I· i 

i ~:' I ! il 
I ~t 1: 1k : : 

unit org 
11

¥..a.si pela ll keLhatan 
• I I 

LATAR EtA1¥,NG 
I ' 

Pus esba~ adalah 
I . nl . \ I lib :yang mempunyai m1s1 _pagai pus t pengem angan 
l ktsehatan, yang me · · sanakan ~embina I dan 
i ke~ehatan secara men juruh dJ. 1.teipad / untuk 

~t yang tinggal di su~ wilay / kerja f rtentu. 
~s ~ebagai fasilitas p¢~ayanan rehatan ! tingkat 
1ye~punyai tiga fungsi y#F sebagai tusat pe: ggerak 

4 berwawasan ~ehatan, :±EFeµiber ayakan 
t jdan keluarga, se~ membe · ; pe ayanan 

1 tingkat pertama. Pelayan~ keseha , ! tingkat iertama 
I ! • If.I l ; 'I 

pelayFan yang bers1fat 11.putlak pe~lu, sang I: sangat 
dibu k4i dleh sebagian besar ~asyarakat isb~ meJpunyai 

trategis untuk menin~tkan de~4ja\ ke~ehatan 

41. vpaya pelayanan kes~atan tingMt ~e;1a yang 

ar~ Pus~esmas ber~tat holis;-,:. ko~p bhensif, 
c,lan ! berkesmambungan. ! , Untuk m ncapai ,akupan 

nilai 

I ' • \. I I' 

pelayan [ ke~ehatan yang luas cta111tmerata, se Ep"a: org84isatoris 
Puskes a~ ditunjang oleh Puske~as Pemb I tu, PuJkesmas 

Keliling P0syandu dan Bid~ di De~~- \ 

~ ara keseha~ mo~ern ini ~erlahan b~ ~enib~g Ike arah 
promo 4an preventif dan semul~:yang leb !mep1tik ' rat.kan 

pada e~atEµI kuratif dan _re1~bili:8-tif. ~ay~ ke' eha~ 
masyar 't ~erupakan pemb1naw Jangka lfan)ang melalu1 

penin . ur ~esadaran mengenai llff tingnya 9nj~a k feh~tan 
yang d1 a.raplfan mampu mendorort, masyar uµtuk rsikap 

d . . I : • k h h 1 ~- d I 1k man 1 len~enai ese atan se ~~~a men , ong pu esmas 

Go ls ( D ) 
: pr· I I I a S .1 ,:

1 
I 

I t· I 
I ~-. 
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· I !{ -
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~
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1.1 LATARBEL lb) . , 

Pemb n~unfln kesehatan ~¢rupakan uPiaya I dalam 
meningkat a1 k~sadaran, kemauan \4~n kema 

I 
uar} _syarakat 

untuk hi Uf reha~ sehin~~a ~capai d ~~Jat I sehata~ 
masyaraka y~n~ optimal. Dalam m~~uJudkan ~1dup s 

1
hat bag1 

masyarakat, b~ny~k hal yang perlu d~\~kukan, d ainta any dengan 
menyeleng araka!n pelayanan kesehatifi. I I 

dasar yan ihel!puti Upaya Keseh~ln Masya aka~ cta.ji Upaya 
Kesehatan ffers~orangan di wil~:tah kerj nya. ! P [skesmas 
Grabagan epip11nyai tiga fungsi y~~u sebag iPU~at 

1

enggerak 
pembangun I betwawasan kesehatan~~\memberd yr,katil m syarakat 
dan keluarg 'J' erta memberikan pelayt~, keseha · tingkat ertama. 

Puske 
I 
as \ Grabagan dalam i~r\ia,.lanka tugasn a tidak 

hanya mel sr,m;\kan upaya kuratif fl.n rehabili .tes\saj ?. namun 
juga men u~amjakan upaya pro ptif dan [ pr~ven :r yang 
dilaksanak n I srcara terpadu da1~;· berkesin bupg j un tuk 
memperole linerja puskesmas yani~: efektif d :p. efisie ' . Upaya 
promotif pr v~ntif merupakan pembnh,ian jan . i Pal}jan melalui 
peningkatan k~sadaran mengenai pen.ya menj ga keseh tan yang ~=~k $~ ~i!;=~~:~!u~1!' · l~~ Id~!: 
tombak unt k mencapai Sustainable DeW.lopment •jls (~DO . 

Puske m~s ! Grabagan dalam ijpaya me · gka.tk derajat 
kesehatan a~y~akat yang setinggi-4pgginya h 

I 
s rpel : sanakan 

I I ',. ' I I 
indikator S 

1
d9r: Pelayanan Minim~~;bidang k sfhaF. ,Menurut 

Peraturan en;ted·. Kesehatan Nomor 4 tJf:.~un 2019 ren<]:·. apt. target 
Standar Pel y4naa Minimal menjadi p~nilaian . eija (iiaer '. dalam 

memberikanl p+lay~8:11 dasar kepada vtr~ga negar ·\ UU\ no ,; 2 tahun 
2004 tent g \ Perenntahan Dae:ah I tmenyebu_ 'f1 ~ahwr Upay~ 
kesehatan F dj1lakukan pemenntah\ ~paerah dil s~ak melalu1 

Dinas Kese arm i Provinsi dan Dina~!: Keseha I Karup ~en/Kota 

dengan un t i pelfiksana teknis ant4f~ lain fkeras [ sebagai 
penyediaan fasilifas pelayanan ke~atan. F ¥ta ~layanan 

kesehatan y k dµnaksud adalah suati alat dan 1tau te at yang 
digunakan nt~k tnenyelenggarakan u~4.,ia pelayan , ke~eh , , baik 
promo~f, pr v~ntffi: kuratif maupun re~bilitatif y ;~ d?ak ' an oleh 

-~ ''"·-· --~-~-----·pe~~nntah, peµiertah daerah, dan/ a ~ masyar I 
·~ ,· .. ~-•--,-- "'trn"---r-,-~-+-------
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1 I t!i I ,r 
Y1'-NAN MINIMAL BAD '':'! LAYAN jUM M AERAH 
T4N MASYARAKAT WI ~NG 

F 
b;i: 
\:I 

PENDAHULU f 

1.1 LATAR BEL 
I ~~I 
w I I 

Keseha i Ill;~rupakan hak asas· ~[manusia -~bag~m a yang 

tertuang dal I U1dang-undang Dasar l?45 pasal ~8 dan ndang -

Un dang nom r f 6 'If ahun 2009 ten tang K ~~ha tan. H ~ni + enj di unsur 
pokok pem ~gu1tan dalam mencap1{.i Kesejaht r~ i ma yarakat. 
Pembangun :i 5est,atan merupakan ba~F integral dari ~em Fgunan 
nasional yan brrb.fjuan untuk meningk~an kesad ~' fem uan dan 

kemampuan htduµ, sehat b~ s~ti~p I ~rang ag lteziuju derajat 

kesehatan m s)far~at yang setinggi-tinJ!rya. Pem~
1 
~an rsehatan 

terse but me ~ak~ upaya seluruh ~~~nsi bang ~ ln~one 
1 

i~, baik 
masyarakat, ~wa~ta maupun peme~tah, y Ef dj1mo 

I 
n dan 

dikoordinasi an ol~h Pemerintah. ! t_ / / j 1 

Puskes a~ adalah unit organisasi i~elayanan lt~sehttan ~terdepan 
yang mempu:r,yai misi sebagi pusat pengeµ,ibangan pelalyan~ kJsehatan, 

yang melak ~ak4n pembinaan dan j ~elayanan ~ese~ata_4 secara 
menyeluruh dan terpadu untuk mas~akat yan 1tin al 6i suatu 

wilayah kerj terte1tu. Upaya pelayanan 
1 

~sehatan · 1 kat per4ma yang 

berkesinamb n~an/. Untuk mencapai 1~pan pe ay . rsehatan 
yang luas d fle~ata, secara organisat~s Puskes rs itun :ang oleh 

Puskesmas erbttu, Puskesm~s Keirg, Posy 9u, 
1 
an ; idan di 

Desa. , . 
1

,.: J L , 
Upaya k~sehatan modem ini P1f~ahan ber tmb g [ke arah 

kegiatan rapr_ idan . rehabilitat!f. :~ .. :· .. aya . kese_ 
1 
tantm 

1

syarakat 
erµbJ.11.aan Jangka panJang .. elalu1 pen ka sadaran 

mengenai p n~ngi\iya menjaga keseha 1
'.'. yang d ara k mampu 

mendorong faryafakat untuk bersika 1Jnandiri e geJai , sehatan 
sehingga me dqrorig puskesmas menjad' hjung tomb udtuk I encapai 

Sustainable eJelo}ment ~a~ (SDGs). ~: , I 1 • 

Puskes ~s y~g menJad1 bentuk pj_;a.yanan ke qhabjul engambll 
peranan pen ·n~ d$Jam mewujudkan pr ltram-progr k 'seh :tan yang 
dicanangkan oJeh ; pemerintah. Se bag f 'pelayan kes ha strata 
pertama te tu I salia perlu adanya stteltegi dal I pel s · aannya. 

Kesehatan y ~ in~n dicapai b~ h:n1~ menj~di 
I 

ng j 
1
wab dari 

pelayanan k sepatf11, namun menJad1 ,;rggung Jaw bels dengan 
masyarakat. : ~t ! 

. ~~ i 
• ~i I 

I 
ti. 
~[ 
'h 

~.; ~:_': 
µiJ 
~;\ 1 
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Q. STANDAR PE AYANAN MINIMAL BADANl:LAYANAN M M AERAH 

_J I r,11; 

1.1 

PUSATKESE 'UANIMASYARAKATCOMP .,,NG 
I : J 

i \ BAB I ~
4 

I ' fn 
PENDAHULU ~;,•\, 

I"' 

i ~i 
LATAR BE G 11 f I . ~q 

Dalam p nrelep.ggaraan pelayanan rFg meny 
um.um. Pem tj pelayanan publik selal-«f ,dihadap 

i ' ~ii 

a~, s ,., fan ukuran ya_ng . :: , s di ~ j d~ 
menJalankan Iflayanan dapat dibe . secara ~.....,.&ta . 1, b1sa 

dipertanggun j1wa~kan dan berkinerja ·;;~· I : 
. D~sampi g jpeltyanan y~g berkuali .::_s, fasilitas ~ela~~ 

1 

p~blik 
Juga d1tuntut. u:tltul{ memberikan pelayrui,n yang am , s hm a tidak 

terjadi sesua u I tin~akan yang memb1*yakan m pun me 
I 
cederai 

pelanggan, o ehi kajrena itu perlu disusijp. sistem ~aj me . untuk 

mencegah te ·a1inia kejadian yang tid#i: diingin ~ y g 

identifikasi · il{o, b.alisis risiko, evaluft! risiko, p Ijian an risiko, 

monitoring a.tig ! berkesinambungan, I ~'. dan ko f n · si. 
melakukan ofitoHng yang berkesinaw:bungan d ~erlu I adanya 

indikator (tol fkujr) dan target yang h~s dicapai u d pen : hi. 

Upaya ~tu~ meningkatkan k,t,uasan b 
1 

pelanggan d pie111jamin keamanan pa~en dapat i ak kan j dengan 

standardisasi tjelaianan.Bagaimana P9f:erapan s 
I 
dJ p ryanan 

tersebut ap 
I 

tflah dapat menjam#.; kepuas I pelan ; dan 
keamanan pa iep ~aru.s dapat ditunju~ dengan $ta, ole ! karena 

itu pen~kur j~in1ikat~r) dan ~get peTT~apairu: uJtfk 1 ap · i dikator 
perlu d1susu , d~sei:rakati, dan d1tetap~ Fbagai acJar. : 

Untuk ep.ja4rln terlaksananya l~elayanan ese a : yang 
bermutu/ dap t fe~jamin kepuasan pel~ggan dan am~ i pasien, 

maka UPT 'keimas perlu mengem~gkan S d8f P ; ayanan 
Minimal yan ljuga merupakan salai{ satu sy rt rd i istrasi 

Puskesmas B
I 
up dfngan mengacu padal teraturan e~e1n • Nomor 

2 tahun 20~tTn~g Standar Pelayan,tiMinimal, e~t ran !Menteri 
Kesehatan N mfr 1 tahun 2019 tentan,t!_Standar T .1s. Pe ,en~han 
Mutu Pelay an IJ>asar pada Standar 11Pelayanan . al I B1dang 

Kesehatan, P1r81~ur~ Menteri Dalam N~~~ri Nomor 1100 ah !n 2018 
tentang Penel'i Pffil ~tandar Pelayanan M~al dan_ irat ran !Menteri 
Dalam Negeri Nomqr 79 Tahun 2018 te#ang Bad Lay ............... , Umum 
Daerah. I i I ~L 

I I 
f [;,l 
u: r 1r 
I'• 
j'1i 
\': 
f .I rt 
! 
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R. sTANDAR E0,Y~NAN MINIMAL BAD~~
1
.LAYANAN JMuk o .'. ERAH 

PUSAT KE EtfN MASYARAKAT p1f:'NG I i 

i BAB I I r ~:: , 
[ PENDAHULUAN 2if 
i I ~e 

I ;:; , 

LATAR B LAlKANG I P· 1 

Pe b+gunan ktlsehatan 
1 

• '.~rupakan I u dalam 

meningka r. kesadaran, kemauan elf.an kem ~u yarakat 
untuk hi , se~at sehingga tercapai fflrrajat kes a ~yarakat 
yang opti J.t. Dalam mewujudkan 1.ldup sehat agi ma yarakat, 
banyak h~ :yang perlu dila 

1
': an, di k ya , dengan 

*akan pelayanan keseha 
1
:, • j 

1 

e~mas Palang merupakan . fnit penyel rtgg 
keseha 

menyel 
Upaya 

tingkat pertama yai"lg me~adi tulan un , g dala,.-n 

akan upaya pelayanan ;!sehatan d ar ang :meliputi 
. i" 

~tan Masyarakat dan faya Keseh 
k IJanya. Puskesmas Pal ~ mempun 

sebagai ·u .at !penggerak pemban· ~I an betwa· .fs~ 

. ers orangan 
fu~gsi yaitu 
k ~ehatan, 

me I berikan memberd Y~a!f masyarakat dan f eluarga, eirta 
pelayan k' se~atan tingkat pertama ~i j 

Pus. e mals Palang dalam menj '. ankan tug $ny tid ! hanya 

menguta a.Ifan I upaya promotif d !;jpreventif abg rn :sanakan 

secara te 
1

du l.'dan ber~esinambu~t\.· .. - untuk ~p!r~le' kinerj~ 
puskesm S yar;i.: g ~fektif ~al} efis1 ~!·. Upaya pro~rlf 

I 
reventif 

merupak peµ1b1naan Jangka p~Jang me 1u1 pe .ngkatan 

mtjngenai ·pentingnya I t:menjaga ri· ese a yang 
d 'h I d [Jak be 1·k I d' . 1 arap arp.pu men orong mas ·;,:• at untu r 1 a i man 1n 

mengenai k lsehrtan se~ingga ~endo '. ng puskes s ' enj ;di ujung 
tombak u tuk 111encapru Sustainable ~velopmen Go s (S I Gs). 

Pus e~m~s Palang dalam ~~ya men 
1
gka an derajat 

kesehat mas~arakat yang setinggi- ngginya h s :Qiel ,sanakan 
I ' I • I 

indikator srM : bidang kesehatan. / 5¥enurut ratLan i Menteri 
Keseha Ifom;or 4 Tahu,n 2019., P+ticapa.i@ . et 1PM: menjadi 

kfne1a daerah dalam ~~mberikan pela:yan . dasar 
kepada w ga negara. UU no 32 tahW. 2004 te:p. a)ng tem pntahan 
Daerah mJnyebutkan bahwa Upay;a k-eseha :

1 
Y~. g 

I I U•. 

pemerin h p.aefah dilaksanakan metw ui Dinas tseh~tan I Provinsi 
dan Din s i Kesehatan Kabupaten/ij9ta deng i unit p laksana 

teknis tra ! lain Puskesmas I ~.b .. agai pe fed· I an : fasilitas 
kesehatan. ~), 
l l ~~ 
: if 
' ~i 

fi1 

~:: 
?\ 
,1' 

It\· 
I .. : 
. '' 
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STANDAR P 'LA+ANAN MINIMAL BAD~:·:. 

PUSAT KE ~HAtAN MASYARAKAT S .: 
I I '.)1;: 

I ! . BAB I IF 

LAYAN 

RGUNG 

I 

l 'AERAH 
I 

I l 1-!\1 I PENDAHULUA ~H 
I,. .~:•·· IJ:r r 

LATAR BE AKANG I, ; 

I I i l)1 I ! 

Pusk silnas! sebagai ujung tdi$.bak pela ~ari. k :sehatan 

masyar t j setj:a sebagai fasilitas ~Jiayanan ~seh~tan i tingkat 

pertama etjupfikan sarana kesehat#f: yang san 4t p¢n · 1 dalam 
meningka ajn derajat Kesehatan masit~akat, Se ~elak$anakan 

pemberda ao/1 ~epada masyarakat ~*tirk menc gfib ~eny : 't dan 
meningka : kesehatan individu,keI/4,arga, dan · 1 gklfng : secara 
mandiri s rt;a ipengembangkan upaw, keseha I betsu jberdaya 
masyarak t. i Puskesmas sebagai raj,Jlitas pel a k '.sehatan 

tingkat p I"tjama mempunyai tiga i f?ngsi yai · pusat 
penggerak p~mbangunan berwawasatf keseha , akan 
masyarak t t:Ian keluarga, serta me,ijerikan pel an 
tingkat p rtkma. Pelayanan keseh8f1if1 tingka pe , 
pelayan y4tig bersifat mutlak perlu ~ang sang t dib tu 

I 
an oleh 

sebagian · e~ masyarakat serta me ''punyai nil str te ·b untuk 

meningka 
I 

i derajat kesehatan ~masyaraka . dapat 

:~:~:: ptayFa!ese1::~ra; ~':::1:t see = 
organisat ri I Puskesmas dit ·~ang o I smas 
Pembantu kesmas Keliling, J>osyan tP.' Pondok · dan 

Pondok K se~· atf1 Desa. t 
U I h tan od · · ijllah b b1 arah pa a e5r a m ern m1 ~1 an e 

promotif an p~ventif dari semula y :'{~ lebih me ~r pada 

kegiatan r,' atit dan rehabilitatif. baya kese r akat I ,F 
merup pep:ibinaan jangka p : uang mel 

k~sadarati mergenai pentingnya (m.enjaga ese~a : yai:1~ 

d1harap~m., a!f PU mendorong masy~~. t untu rer ikap imand1n 
serta me bb /perilakudalam rang \··.:menjaga I en· ;gkatkan 
derajat ke 4a~ masyarakat itu sen .::; ·. I 

Pus esµia& sebagai pelayanan ~.''. hatan s a p : a tentu 
i I ,:. I I 

atlan~a strategi dalam pe ~sanaarnJ ~.Ke eha ~ yang 
ingin dica j b~kan hanya menjadi \ggung ja ab d · p Jayanan 
kesehat , nazr-un menjadi tan '; jawab ~ers a I dengan 

t.
1 

Hf ini yang dilaku~ fuskesma 
I 
se agai strategi 

I 
Ya/ yakni pemberdayaanl .

1
; asyarakat 

I • 
t ' ~; , ~r 

l.j 
~. 

H 
( 
fr: 

I r,''i. I " 
! ' 
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STANDAR P LA.YA.NAN MINIMAL BAD I LAYANA u M bAERAH 
u· I I 

PUSKESMA. S~M~DING 
--· I i 

I ! 
' 

11l 
hf'' 
~ li 

BAB I ~\ 
\iC 

PENDAHULUA i; 

I ~(1: 

1.1 LATAR BEL q ~:1' 
Dal ; yelrnggaraan pelayanan fbg me t arakat 

umum. P · p¢layanan publik sel *i dihada d n norma, 

aturan, s ar, I dan ukuran yangl?arus d hil a dalam 
menjalan ~el~yanan dapat dibe ~ sec ~n , bisa 

dipertang ~ awrbkan dan berkinerja . : ggi. I 

~ adalah Unit Organisasil ~ersifat s· al Dinas 

Kesehatan hP8:~en/kota yang be~~ngjaw el akan 
pembangu es~hatan yang ~erupakw fasilitas , ehatan 
(perorang . ~asyarakat) tingkat perl/8ffia. 1 

Disampfn~ pe~ayanan yang berku~¥,as, fasili publik 
juga ditunti,J.t I uJtuk memberikan P11f.yanan afety), 

sehingga · !terj;adi sesuatu tindakanj ~ang me aupun 
menceder anggan, oleh karena itu ptt:lu disus ajemen 
untuk me iah; terjadinya kejadian / rang ti , yang 
meliputi: i ~fik~si risiko, analisis risi~, evalu ganan 

risiko, mo z;ing'. yang berkesinambu:tttan, dan Untuk 
I ; I· 

melakuk qmitp. ring yang berkesin~bungan adanya 
indikator ukur) dan target (thre~f]pld) yan ai atau 

dipenuhi. I ! . I rt . 
Upa k f11en1ngkatkan.,kepua~ bahk anggan 

dan menj · e~anan pasien dapat ~!Jakukan disasi 
pelayana ainjiana penerapan st pelay apakah 

I ' telah dap · ja.rp.in kepuasan pel dank :antla.IlLart harus 
I 

dapat ditu an\ dengan fakta, oleh a itu ikator) 

dan target tn apaian untuk tiap in r perl pakati, 
dan ditetap anl se~agai acuan. 

Untuk rrtenjFin terlaksanan elayan yang 
bermutu/ da at mtnjamin kepuasan ggan p.a~ien, 
maka Pu as lperlu mengemban Stand 1n1mal 
yangjuga 

1

palfan salah satu syara~/i~_•_ministr B:=tdan 
Layanan · 9aerah dengan mengclftlu pada nntah 
Nomor 2 2018 tentang Standar f!elayan aturan 

, I ~· 
Men ten a~ Nomor 4 tahun O 19 ten Teknis 
Pemenuh 

1 

~~I Pelayanan Dasar pa i Stand Cj.U.,1.Q.J.JI inimal 
Bidang K ~, Peraturan Menteri · Neg Tahun 

, ' I 
2018 ten Penierapan Standar Pel an M. eraturan 
Menteri Ne~eri Nomor 79 Tah ,;; 18 te an! Layanan 
UmumDa I ~:· 1 

: ,. : n· . 
: f_, ; 
I ~:. ; 

i I? i t-, . 
r: ~ 
~I· b 7 ~ 
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YiNAN MINIMAL BAD ~~ LAYANA 

T~ MASYARAKAT WIR /;1 
I l::' 
I tJ 

i 

I 
:AERAH 

j : PEND~~U~UA [t 
I ~i:I 

1.1 LATAR BEL Nq ~;~ 
I4yaiian Umum Daerah .;, sat Kese ' arakat 

sebagai uju g jtorqbak pelayanan keseh ~ masy ebagai 
fasilitas pel yanah kesehatan tingkat .~ertama arana 
kesehatan y. k salngat penting dalam ii, ingkatkan eraj t K :sehatan 

masyarakat, rhe1J.i.csanakan pemberday l? kepada .asy :t untuk 
mencegah n~akit dan meningkatkan k ~~hatan indi. ·~u, elu ; ga, dan 

·lingkungan sefar~ mandiri serta men,~mbangkan ~pa)fa k ;sehatan 
bersumberd ya masyarakat. Badan L1anan Um ~ Da.era · Pu sat 

Kesehatan f a.Jsyarakat sebagai fasilitari~· pelayan tes~a tingkat 
pertama m rqpunyai tiga fungsi yai ll sebagai ~' u t p nggerak 

I I ~ ' 
pembangun \ be1;awasan . kesehatan, I ~[inemberda . ma; :Yarakat 
dan keluarg , fert~ membenkan pelayE· keseha tin at , rtama. 
Pelayanan esfhafan tingkat pertama ,. pelay ' an , bersifat 

mutlak perl , ran~ sangat dibutuhkan ~f,h sebagi esa ma::Yarakat 
serta memp nyai :i;iilai strategis untuk 1J;;J;Iingkatk , era at~ sehatan 

I i ·,' I 
masyarakat. I ! f;j ·1· 

' ~I 

Dalam ep.yelenggaraan pelayanan tang meny I ma. :Yarakat 
umum pem efi pelayanan publik selall ': dihadapk de g : norma, 
aturan, sta da'r, clan ukuran yang haru 1 '.:dipenuhi aJam lmen ·alankan 

\ ' H I 
pelayanan I da~at diberikan ~~Cara rnt~bel, ! bisa 

dipertanggu gj~wabkan dan berkinerja tj;iggi. b • 
Pusat ebeh~tan Masyarakat adJfuh Unit r i si i Bersifat 

Fungsional ,. !ct~ Dinas Kesehatt0- . Kabu a en/Kot ! yang 

bertanggunrawa~l.i. menyelenggarakan J.;&-F.> bangun k,eha I yang 
merupakan fasilitas pelayanan ke~hatan ( . dan 

• 1 I ,J,. 
masyarakat tingkat pertama. I C 

Disam in~ ptjlayanan yang berku~{+.s, fasilita ~-,,:i,u public 

juga ditunt t tnt'f k memberikan pelay8flan yang ....... ~,""'r"~ tidak 

terjadi sesu tu tindakan yang mencider:W pelan itu 
perlu disus n lsis~em manajemen untuli~fuencegah e 'ad nya k:ejadian, 

yang tidak i~ginian, yang meliputi : idt~tifikasi re~ ~' alis !s resiko, 
evaluasi res ko~ pep-anganan resiko, mon,~9ring yang e ke ·n 'bungan, 
dan komun· a!si. Untuk melakukan mon'~ring yang rke in . bungan 
diperlukan I yA indikator (tolak uku [dan target 

· ul atau dipenu 1. 
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STANDAR p LA¥A~AN MINIMAL BADANI Cil\.YANAN 
! f ! :~ ~ 

PUSAT KESE 4TAf MASYARAKAT TUB~ 

I BAB I ihi 
it PENDAHULUANj ,~,; 
I \J I r.r 

1NG! 1h LATARBEL 
I ! Ii,. I I 

Bada - llayanan Umum Daerah lltlusat Kese atan Ma ·¥arakat 
. • I ! I 1: I • 

sebagai uJun tpm1/>ak pelayanan keseh fn masyar at serta ;sebagai 
fasilitas pel,yapati kesehatan tingkat ~ertama fUPakan ! sarana 
kesehatan arjig I sangat penting d b meni akatkan ' derajat 
Kesehatan asyanjikat, Serta melak 1akan pem ttdayaan : kepada 
masyarakat nfukl mencegah penyakit /an mening tkan k 

I 

ehatan 
individu, liarga, dan · lingkung ;, secara mandiri I serta 
mengemban an \upaya kesehatan 'ersumberd a mas arakat. 
Badan Lay nJn 

1

umum Daerah Puf#.:t Keseh t Mas' arakat 
sebagai fasi it4s ~elayanan keseha ~tingkat pe 
tiga fungsi y · ·t~ s~bagai pusat pengger , pemban 
kesehatan, merhberdayakan masy at · dan eluarga · serta 
memberikan Bela}anan kesehatan ·;,gkat pe a. Pe:ayanan 
kesehatan ti. -g~at 

1 

~a adalah pe-ltf~an yan bersifat j mutlak 
perlu, yang 1anigat d1butuhkan oleh seb~an besar asyar t serta 
mempunyai ril~ ftrategis untuk men. l gkatkan c¼ajat ke, ehatan 

masyarakat. !' J \ I i 
Dala t pepyelenggaraan pel \man y , men : angkut 

masyarakat u ui. pemberi pelayan ~!.publik s lf1u dih klapkan 
dengan no a, at~ran, standart, dan , ran yan 

1
.harus penuhi 

dalam menj ~kari pelayanan dapat di fkan sec akunta :el, bisa 
dipertanggun -·~wa,kan dan berkinerja ~~- 1 : 

Unit rg~i1asi bersifat fungsiow Puskes ~s adal i Unit 
organisasi b rsijfat_ ifungsional dari din~tKeseha kabupa\ n/kota 
yang bertan guhgi~wab menyelenggaraJt4b pemban I nan Ke ehatan 

yang merup . ~. fasilitas pelaayanan i-,
1
.'esehatan (ferorang' dan 

masyarakat) Fskar pertama 1
,
1:, I ! 

Disam itig pelayanan yang ber · alitas, fa illitas pe :ayanan 
public juga di~untut untuk memberi~ pelay Jn yang: aman, 
sehingga tid terjadi sesuatu tindakll 1'.yang men i4erai pel '. ggan, 
oleh kar~ma itU: perlu disusun sistem -\~ajemen :untuk m 'ncegah 

terj_adinya ~e _ad;.i~:. yang tidak_ diin.gink i'.f yang m~l p/Ut
1 

.ti : ide : ~fik~si 
res1ko, anal1s s resiko, evaluas1 res1ko, pJ:£anganan e 1ko, mo, 1tonng 
yang berke inkn.bungan, dan komJh.ikasi. U t k me: ukan 
monitoring arig berkesinambungan ~~erlukan 4anya i 1dikator 
(tolak ukur) an target yang harus dicap~:~tau dipen ~i. 

. J;J i 
1' I, 

_lj; 

r,i 
G: 
J;j ~ 

I:! 

r 
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W. STANDAR PELAY N. N MINIMAL BAD AN LA iAN UMU 

KESEHATAN MAS IT KEBONSARI !' 
' BABI It 

'li:. 
PENDAHULUA~~i 

1• 

I 
I 
i 
I I 
I 1 

DAERA· PUSAT 

. ill;> 
1.1 LATAR BEL 

I 

G
I r 

Puskes as ~ebagai Unit Pelaks 
1la Teknis Pinas . sehatan 

I I 1n I ' 
Kabupaten/ 04 ! yang bertanggu~awab ,enyelen · arakan 

pembangun ~esepatan di suatu wilay~J{erja, me ~unyai p :sisi yang 

strategis dal : raip-gka mewujudkan m¥r,yarakat y · g mand !ri untuk 

hidup seha, sehingga masyarakat 4~pat mem 1roleh , layanan 

kesehatan y g! optimal. Puskesmas a4~ah unit o gFisasi Flayanan 

kesehatan r4epan yang mempuny~: misi m ~gkatk . mutu 

pelayanan esfha~an di Upaya Kes~, !tan Pero 8fgan d; mutu 
pelayanan eieha;tan di Upaya Ke ,~atan M srarakat, 1 dengan 
melaksanak peIDibinaan dan pelayan •~esehatan cara m yeluruh I / I 1,, 

untul<: masyarakat yang · : ggal di s tu wila ;ah kerja 
I !, ! 

tertentu. Pu kesm.as sebagai fasilitas : elayanan seha ; tingkat 
; V I 

pertama m mpunyai tiga fungsi yai ·.. sebagai usat enggerak 
; : I 

pembangun ~entawasan kesehatan, :mberday masy,akat dan 

keluarga, se I m~mberikan pelayan \: kesehat tingkat J/pertama. 

Pelayanan k s~ha~ tingkat pertama falah pela yanf bersifat 
mutlak perlu, y~g sangat dibutuhkan feh sebagi esar mtsyarakat 

serta memp n~ai ]1.ilai strategis untuk ~~ningkatk erajat l{esehatan 
I· ! ~ I 

masyarakat. lf Pata pelayanan,. kese ;:tan tin pe · a yang 

84 Pdskesmas bersifat holi ~' kompre nsif, ter; adu dan 
berkesinamb ngan. Untuk mencapai r,upan pe 

I 
sehatan 

yang luas d. lmefata, secara organisa 1r.i.s Puskes 
1

ang oleh 

Puskesmas emb$tu, Puskesmas Ke ·· g, Posy iBidan di 
I I i' I I Kelurahan. \ 

1 
,1 1 

Upaya kfsel!i.atan modem ini p [lahan be kembang i ke arah 

promotif d ~revlntif dari semula y ·: lebih me tikbera 
I 

an pada 

kegiatan ra~ i dan rehabilitatif. \aya kese ttan m; syarakat 
merupakan erhbitilaan jangka panjang t·elalui pen· gkatan . sadaran 

I T I (I ' 
mengenai p nt/in~ya menjaga kesehaj1r yang ~arapk ; mampu 

me~dorong 8Jsy1akat untuk bers~~~~;~andiri - ehgenai 
1
eseha~ 

sehmgga me d0rong puskesmas menJad) lllJung tom ~ untuk encapai 
I , ~\ 

Sustainable eyelopment Goals (SDGs). w} I 
I : ~( I 

I I) ' 

Ir· 1't 

Ir'• I,, 

I; 
I'.' / 
r;, 

J 
iP 
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x. STANDAR PE~AYAN~ MINIMAL BADAN ~YANAN U 

PUSAT KESE ATAN MASYARAKAT JENU ~: 
; ! l' , i l'; 
I i Ji'• 

' ~i I 

I i BAB I 1•,
1: 

I ' ., 
I . 

1.1. LATAR BELA ~Gj, PENDAHULUAN,lr , : 

Sebagai alj-11 atu syarat administrJJ Pola Pen efolaan K :uangan 

Badan Layan I U , um Daerah, Puskesls Jenu ep.yusun tandar 

Pelayanan M tjnal! sebagaimana yang ~iamana I oleh P : aturan 

Pemerintah otor! 74 tahun 2012 te#a,ng Peng 1f1aan K '.uangan 

Badan Layan Um~m, dan Peraturan Mwteri Dal tJegeri N : mor 79 

Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis :kengelola badan :ayanan · If 1 . 
Umum Daer . ; : 1( \ 

. r . 

Puske mas Jenu sebagai fasilita~, pelayan \keseha _ yang 

menyelenggar~ vpaya Kesehatan Mas~~at dan l(paya Ke_ ehatan 

Perorangan *ngkat pertama, dengan ~~b1h men 1tamak i upaya 

promotif danf r~veritif, untuk mencapai ~irajat kese 1tan ma brarakat 

yang setinggi tingginya di wilayah kerja jf ecatnatan nu. \ 

Indikat r Standar Pelayanan Min~· ~.hl adalah lak uku 
1 

untuk 

prestasi kl:JI ~-·tatif dan kualitatif f-· yang di nakan untuk 

b i w th dak dal menggam ar 1 1../esaran sasaranyang;; en am 
! i If' 

pencapaian s atjll Standar Pelayanan Mi~i:nial, berup 
I IV 

dan hasil/ m ff-at pelayanan. .. Ir 
rr_· elar. anan Minimal di ;:_ skesmas 
i I .. 

upaya yaitu pay8\ Kesehatan Masyar · t dan 

Perorangan. +a~ar Pelayanan Min. 'a.1 
Masyarakat eiup4kan janji dari satu 

I ' 

pelayanan wa ib I ke~ada masyarakat yan idilayani. S 
I i ~l 

Pelayanan M t_ al\ pada Upaya Kes~h 
1pn Peror 

tolak ukur 1 anan minimum yang h ' diberi 
, I 
' , I 

yang menera kEµI 101a Pengelolaan Keu :;tgan Bad 

Daerah kepad rp.asrarakat. f • 
• 

r;' 
~I 

r 
( ir 
~[; 
~·· 
~ i 

j(' 
1t 
I h l 

'. ,proses 

a hatan 

me iakan 

gk tandar 
! 

m pakan 

h esmas 

iumum 
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Y .. STANDAR PEL Y iNAN MINIMAL BADAN 
PUSAT KESEH T,11\N MASYARAKAT MERA 

! i t1 ~· I!!· 

BAB I ~p 
~ · .. 

PENDAHULUA ,
1 

~I,' p ,. 

MDAE H 

1.lLATARBELA NP It'.' 

Kesehat , m~rupakan kebutuh~~ 1 dasar se i dan 
merupakan m d811 s~tiap warga negara d ~etiap ban dalam lmencapai 
tujuannya dan m¢ncflpai kemakmuran. P :~erintah erpunyai;tanggung 
jawab untuk enijamin setiap warga Neg luntuk me peroleh · elayanan 
kesehatan y g / be~kualitas sesuai de ian kebut tjan.Seba ai suatu 
kebutuhan da arj, Sftiap individu bertan : ung jawa I untuk emenuhi 

I I ' 

~ebutuhan hi u~ dirinya dan orang - /' <fang yan lmenjadi j tanggung 
Jawabnya, seh n~a

4
1pada dasarnya pem'p· uhan keb tuhan 

I 
syarakat 

terhada keseh tajl a alah tanggung jawab $~tiap warg Jjlegara. ! 
I r , · 

Meninga kf!butuhan warga negara t :.hadap bar g/ jasa esehatan 
sangat vital d ~en~an karakteristik b :~ g/ jasa k ehatan ; ang unik 
dan kompleks rh.ak~ peranan pemerint 

1
·: di bid g keseha ,an harus 

distandarisasi a~ar jwarga dapat memeh;:ihi .. kebut lb.annya ; i bidang 
kesehatan. Dal · penyelengaraan pelayanWh yang me ~angku t asyaakat ' I. I 

umum, pembe i P:ely4nan public selalu ~i~da~kan de 4an nor a: aturan, 
standar, dan ul{ur~ yang harus d1pefh1 agar 41am m nJalankan 
pelayanan dap t ~ib~rikan secara akuntab~l, bisa dipe t~ggungjawabkan 

dan berkinerja tiriggii If \ i 
Upaya u tJk rheningkatkan kepuas·: bahkan ~setiaan elanggan 

I ! ), I 

dan menjami ~earfianan pasien • dapat [tiilakukan ~engan tandarisai 

pelayanan. Ba~ai~aria penerapan standar ~~layanan t :1se~ut a ~ah teah 
dapat menjamtn lkepuasan pelanggan dair,(keamanan as1en hi us dapat 
ditunjukkan dengan takta, oleh karena ituipengukur idikator): an target 

J j / It_' 

pencapaian u9tuf< ti~. p indicator perlu di~~.-sun, disp 
sebagai acuan.f j i I\: 

Pemban9ut1,an ikesehatan yang sudal{ dilaksan 

umum telah I mF nujnjukkan terjadinya I reningkat 
kesehatan m syar¥at. Untuk itu, Diij~s keseh 
Penduduk d K~lufjrrga Berencana Kabu~~ten Tub 

~paya keseh tar tasyarak~t yang bttfujuan ~ 
JUmlah, pemer tc1-an clan kual1tas pelayan . kesehat 

, I l. 

dan jaringann a,I m~liputi Puskesmas Pe '.antu, Pus smas K ;ming dan 
Bidan Desa. S 11n ifu juga dibuat suatu ,fogram pro · osi kese 

I 
atan dan 

pemberdayaan rp.asyarakat, program p baikan g· i masy a.kat dan 
I I ! I 

pelayanan kes h4ta.ti penduduk miskin. t : 
I ~-
. ~: 

~i 

f 
I ri: .r 
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z. STANDAR PE.LlAYANAN MINIMAL lfBADAN 
I i 'i: 

I 
!YANAN 

I 

:uMUM 
I 

1.1 

DAERAH U~A'l: KESEHATAN MASYA~KAT TEM 
i . Ii', 

DANG 

pem 

I BAB I Iii; 
PENDAHULUAiji:1 

11: 
11:st 

ELAiiANo ~i. . 
I I ~\ l 

e~maf adalah unit org 1jsasi pela: an k ~ehatan 
~an~ mempunya:i misi Ll;)aga:i pus ~ penge : bangan 

I
I k~sehatan, yang me ' sanakan · embina' dan 

I i I: 
I k;sehatan secara me :'!eluruh d terpad : untuk 
ft yang tinggal di su }u wilay rtentu. 
as ~ebagai fasilitas p · ayanan a: · gkat 

! : I 

rnertjpunya:i tiga fungsi y :.tu sebag 
I I ,! 

gqnari berwawasan sehatan, member. ayakan 
~t l dan keluarga, se~ membe · p layanan 

keseha i tmkicat pertama. Pelayatf~ keseha tingkat · ertama 

a~alah •1 Pf lay~an yan~ bersifat ijlfnut1ak pe l , yang i sang a: 
d1butu:tjkan oleh sebagian besar 1asyarakat s, rta me punyru 

I i I I: ' 
nila:i tr~te~s untuk menin~atkan d r~jat k sehatan 

masyar ~t. µpaya pelayanan ke~~hatan tin !t pe '. a yang 
diselen *ak~ Puskesmas ber I ;rat holisti i komp :ehensif, 
terpad aan! berkesinambungan. ~ 'Untuk m capa:i : akupan 
pelay 4 ke~ehatan yang luas d /merata, s chra org ; isatoris 
Puskes 9is qitunjang oleh Pusk ,lmas Pem a.t1tu, Pu i kesmas 

Keliling Ppsyijmdu dan Bidap di De r-· I ! 

ara *eseha~ mo~ern ini I :.~rlahan b~ Ifemb~g!ke arah 
promo f 1:m l preventif dan semul . yang leb \men1tik eratkan 
pada egia~ kuratif dan re L~bilitatif. faya k ;sehatan 

masyar : t rierupakan pembin ~ jangka ~anjang ! melalui 
tjm kesadaran mengena:i J!>~ntingnya njaga k :sehatan 

a}apkan mampu mendoro~~ masyar untuk : ersikap 
mandin rhengena:i kesehatan sehijigga men o ong pu · kesmas 

I I ' 'I I 
menjad UJung tombak untuk menf~Pa:i Sustai ffble Dev ·zopment 

: I tr I I 
Goals ( Dµs).i 1,: l 1 

I : /., ' 
i 1~, I 
' l,i I 

I t: I 
I 1,, ! 

c: - ,i 
i"' 
1'\ 

" ,. 
tt, 
:~ t. 
11' 
~JI! 
\ii 
{' 

E 
fi' 

I 
1;.,. 
11:: 

I ~i 
1,:· 
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AA.STANDAR PEL YAN~N MINIMAL BADA _':LA.YANAN 
' ' ~!)i 

PUSAT KESEH AjN ~ASYARAKAT KEREK / /i?., 

' I! i ~!\ I 

• BAB I i(-
1 ~ti 

PENDAHULUAN ! b 

I 

fMUM :AERAH 

I 
I 

I ~! : 
: 11: 

1.1 LATARBELAKA G; : I~· 
1 

- I I ! •• 

Pusat Kes hatan Masyarakat (Puskl,~mas) me lf-Pakan 
1
as1htas 

pelayanan kes h1::J.tart (perorangan dan ~r,syarakat) tfngkat P, rtama. 
Sebagai fasili 

1

asl pelayanan publik 1jiskesmas qituntut i untuk 

memberikan Pfl1::J.yanan yang aman, s~~ingga tid * terjad suatu 
tindakan yan; Fembahayakan maup~n mence 9rai pel nggan. 
Upaya untuk , ep-ingkatkan kepuasan ,~hkan kes 1tiaan pe .anggan 
dari menjami, : keamanan pasien jfapat dil tukan 1dengan 

standarisasi p la:yanr3-n. J 1;:: _ I : 
Untuk m njiamfn terlaksananya ~layanan ~esehata: yang 

bermutu, m k~ ]puskesmas perlu imengemb ikan tandar 
pelayanan Mi i$1-al! yang juga mer "akan sal satu i syarat 

I I I' ! 

administrasi u~ke1mas Badan Layan :n Umum aerah idengan 
I I ', I 

mengacu pada Pyra~uran Pemerintah N : or,2 Tah 2018 ~entang 
Standar Pelay nan Ml inimal, Peraturan 'enteri Ke hatan ,omor 4 

I 1: -
Tahun 2019 t ntanf Standar Teknis ':m_ enuhan utu Pe ayanan 

I 1-

Dasar pada Stan ar Pelayanan M' )mal Bi g Ke ehatan, 
I I ' Peraturan Me tefi ipalam negeri Nomo ~\ 100 Tah 2018 ~entang 

Penerapan Sta dar Jtelayanan Minimal d :n. Peratur Mente( Dalam 

Negeri Nomor 719 fahun 2018, tenta~~ Badan yana Umum 
Daerah. i I Jµ: I I ,; 

Dalam Pe~aturah Menteri Dalam N ~eri Nomo 
tentang Badanj Vay~nan Umum Daerah~f dijelaska tandar 
Pelayanan Mi imal jmemuat batasan 1,fnimal me _ enai je ! is dan 

mutu layanan arar !yang harus dipenu~tl~leh Pusk 
I 
mas ya: g akan 

menerapkan a1anj Layanan Um:um .,: erah. St . 
Minimal diatu 1en,an Peraturan Kep '.' Daerah tuk m. njamin 

ketersediaan, eierj*ngkauan, pemerat 1~, keseta a n, ke ~dahan 
dan kualitas I y~najn umum yang dibe ~kan oleh uskesm : s yang 
akan men era kain l3adan Layanan U < m I dengan 

, I \'.' . 

ketentuan per turan! perundang-undangalh. 
I ! I !J-

:1 ! ~ •• .: ·i 
I !;I._ I '-
' ' 

- ~~ 
~· r 
ih 
~! 
I ,, 
f. 
b 
~~: 

t, ,,. 

- I 

I 
i 

I 
I 
i 
I 
i 
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AC. STANDAR P LAYArlrAN MINIMAL BADA , LAYANAN MUM AERAH 

I r •II 

1.1. 

PUSATKESE f MASYARAKATTAM ra OYO 

I ~ 
BABI f r:r. 

PENDAHULU I;'. I 

KANq I ~'.l i 

dengan 

dalam m 

dipe 

! pe~yelenggaraan pel,t.anan y ~ 
urnum pemberi pelayan~-• p puuborlik s iriu dih dapkan 
a, aturan, standart, dan I~ y gi harus ipenuhi 

ia.tikan pelayanan dapat diWrikan sec 4 akunta el, bisa 

gj
1
awabkan dan berkinerja ijnggi. I ! 

rgani~asi bersifat fungsi~,al PuskesMas adal Unit 
organisasi ersifat fungsional dari dinf# Keseha i kabupa en/kota 
yang bertan : gjawab menyelenggara.Ran pemb gunan ~ sehatan 

1 It•.· r 

yang meru akan i fasilitas pelaayananj i.1Kesehatan eror dan 
'I. 

masyarakat) tingkat pertama / f. : 
Disamping :pelayanan yang be~lcualitas, £ shitas p layanan 

publik jugJ dituhtut untuk membe~fran pelay'<A!-1-... l"U'... aman, 
sehingga tidak terjadi sesuatu tindaka_rt 1 yang men i erai pe langgan, 

oleh _ karen~ itu ~erlu disusun sistem I fi1_
1
_ anajemen ntuk ~ ncegah 

terjadinya k~jadian yang tidak diingink~, yang me . uti : id htifikasi 

resiko, an4si~ resiko, evaluasi resiko, :!1nanganan o, ·toring 
yang berk sinarribungan, dan ko ~nikasi. U k m akukan 

monitoring y+g i berkesinambung~ l;:_rerluk~ ~~ya 
(tolak ukur) dap uµ-get yang harus d1ca ,: atau d1pe r1ph1. 

Upay pnt.iik meningkatkan :;puasan an · setiaan 

;dengan 
dart p 'layanan 

pelanggan ari mynjamin keamanan p ;ien dapat 

standarisas · ~elayanan. Bagaimana p 

tersebut a akfili !telah dapat menj ,, kepuas 
keamanan a~ien I harus dapt ditunju ~- oleh f: 

I . ,1 

pen.s::;.u~~UQ.Uj (ip~ator) dan target pe fapaian un 
n,! dis~pakati, dan ditetapk sebagai a 

FerJturan Menteri Dal 1 Negeri N . 9 Tah 

pelayanan 
mutu lay 
Dinas/Bad 
Daerah. 

• 

I ) _. 

a4, I/4yanan Umum daer 
; I , 

· ' al memuat Batasan ·• · · al m genai j 
I I ·': 

ah ldasar dipenuhi ol --; · unit 
I r, 

~ae ah yang akan mene pkan Bad 
' ; 

2018 
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AD. STANDAR PE A-XANAN MINIMAL BAD ~\LAYANAN UMUM AERAH 

PUSAT KESE ATAN MASYARAKAT JATIR \3-0 
I] 

BAB I ~: 
I PENDAHULUAN C 

G I ~l~ 
Puskes i a;

1

alah fasilitas "I 1
!~yanan eha yang 

1 tr 
menyelenggar / up ya kesehatan mas ' "'akat dan aya ehatan 

perseorangan · gkat I pertama, dengan tbih men u paya 

promotif dan p evtnt4", untuk mencapai ltfajat kese tan m syarakat 

yang setinggi-ti ggfn.YJ di wilayah kerjany :;((Permenke IRI tahu: 2014). 

Puskesmas seb ~ uJaya kesehatan tingk ~ pertama lj>erfungs ! sebagai 
pusat pemban rian / kesehatan masyar ',. at, mem iila p~r '. serta 

mas~arakat d aJ ~angka kemampuan ~:untuk hi hp seh :t serta 
memberikan pel yahari kesehatan secara m *yeluruh. I-

Agar jan a1an \ pelayanan puskesm* lebih m ±ta, mel 
I 
as dan 

sesuai dengan k a<;la~ geografi, luas wilayiji, sarana rhubun an serta 

kepadatan pend d~k tjiaka Puskesmas per1!f;~itunjang ,ngan rkesmas 

pembantu, pen mra~ bidan di desa ijng .. belu I terjan ~u oleh 

pelayanan yang ctr, 9an Puskesmas kelili1,- Disampi ~ itu per .erakkan 

peran serta mas arr,kaf untuk mengelola pot:randu. ! : 

Pembangu a_i;i k~sehatan yang sudah \~ilaksanak · i di Tub , secara 

umum telah eriunj:ukkan terjadinya p~ningkatan ~erhadap derajat 

kesehatan mas ar~kat. Untuk itu, Dinas '~esehatan hbupate, Tuban 
' : t. I 

telah membuat ~uatµ program upaya 1i<:esehatan njiasyarak, t yang 
, , , ., I 

bertujuan u tuf i meningkatkan . j~~ah, p :tnera~a . : dan 
· kesehatan melalu1 AlJi.:skesmas ctkn. Jan gannya, 

a* Pepibantu, Puskesmas ~liling dan fdan De : . Selain 

saattl program promosi Jl&sehatan ah pemb ,rdayaan 

aim ~erbaikan gizi masyar .:· at dan pe anan k
1

:sehatan 
i ! f: 

masyarakat, pro 

penduduk miski 

Untuk e~du~ung tercapainya gram k i sehatan 

masyarakat ters bil.t, !khususnya bagi or yang ' ggal di 
I I 

wilayah kecama I di~entuklah puskesmas '.ebagai un· 'a teknis 

ah ~ebagian tugas Dina ~
1

Keseha abupat 1 n/Kota. 
: ! • ~I 

Upaya keseha l tersebut d1selenggar an deng , menitik eratkan 

kepada pelay anj ubtuk masyarakat 1 t s guna 
I 
encapai , derajat 

kesehatan yang optiJaI, tanpa mengabai :,' mutu ¢1ayanan 
I 

kepada 

perorangan. Se ag~ d>rganisasi publik, p ~esmas ct· rapkan i mampu 

~',._____memberikan pel y7 kesehatan yang be ru kepada asyar at. 

~, II'. 

"'"~ I w 
4'J._ i~, 
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AE. STANDAR P LAYA*AN MINIMAL BADAff!·LAYANAN 

PUSAT KESE ATAN MASYARAKAT KEBO' HARJO 

I 
I 
I 
I 

1.1 LATAR BELA NG 
I I 

I E: 

BABI 

PENDAHULUA 

,. 

;, 

j 

Dalam p nyele~ggaraan pelayanan g me ut · arakat 

umum. Pemb ri /pelr,yanan publik selal 

aturan, stan ari 9an ukuran yang 

menjalankan pt'layl/inan dapat diberi 

dipertanggung · a ab~an dan berkinerja ti 

ihadap den orma, 

s di i a dalam 

secar unt bisa 

I 

Puskes a~ ad~ Unit Organisasi onal Dinas 
I I 

Kesehatan ka u:rat~n/kota yang bertan , 

pembangunan k~seh;atan yang merupak ~fasilitas pe 
I I I 

(perorangan d ~a~yarakat) tingkat pe ;: a. I 
Disamp:i gl pelr,yanan yang berkual1 :;. s, fasilita f elayan publik 

juga dituntu $,ntf.k memberikan pel ·.anan y g aman ~ (safety), 

sehingga tid tkrjadi sesuatu tindakan .';. g memb 1ayakan 1 aupun 

mencederai p 84gg~, oleh karena itu pe tµ disusun ~tem m ; ajemen 

untuk menc 911 ~erjadinya kejadian ;. g: tidak 1iingin ; , yang 

meliputi: iden 'fikast risiko, analisis risik !: evaluasi 'tko, pen
1 
nganan 

risiko, monit 1n1g tang berkesinambun :: . , dan k 'f unikas ~ Untuk 

melakukan onitoring yang bungan · P,erlukan • adanya 

indikator (tol uk~r) dan target (thres )d) yang +s die I ai atau 

dipenuhi. I t / 
Upaya untuk meningkatkan 1puasan ahkan 

pelanggan d me:q.jamin keamanan pajf en dapat dllakuk 

standardisasi p~laYjanan. Bagaimana 1~nerapan t~dar p ·. layanan 
I I ' I I 

tersebut ap aljl trlah dapat menjamf. kepuas I pelan ;an dan 

keamanan pa iep. ~arus dapat ditunju , , : dengan f4kta, ole karena 

itu pengukur !(indikator) dan target p 1 ·capaian u t;luk tiap 
i ! i I I 

perlu disusun disepakati, dan ditetapkan/ ~ebagai ac an. 
Untuk m~njbin terlaksananya I ripelayanan lkeseha 

bermutu/dapft Fe*jamin kepuasan pel#iggan dan ~eaman 

maka UPT fu.$ke~mas perlu mengerrt~angkan clndar 

Minimal yl. iju~a merupakan sal~i satu s a,k-at ad 
· I _-In ' 

Puskesmas a9an / Layanan Umum D~~rah deng 
Peraturan Pe erintah Nomor 2 tahun 20 [8 ten tang 

I Ir, 
I I ( 

yang 

I 

; u pada 
1 layanan 
I 

Minimal, 

Peratur 

Standar Te 
Mfnteri Kesehatan N1~or 4 

is: Pemenuhan Mutu Pe ayanan 

2019 i ten tang 
I 

pada ! Standar 
.• al i t 
im '/ Iii 

i t{ 
I ~i 

~I 

f' 
:H; 
t:, 
/I r;·:i 
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AF. STANDAR PE ✓ANL MINI~::AN lii.tANAN u 
i ' ri 

PUSAT KESEH TAN MASYARAKAT BULU :.,: 
I I~{ 

i !i 1,,, 

l'W I, 
BAB I 1•·· , ~ l· 

A
, i .' PENDAHULUA~ ~~ .. : 

, , I " 
1.1 LATARBEL KANO l~i.; 

Dalam pl n}elep-ggaraan pelayanan ~g meny 

umum. Pemb ri ! pelf'-yanan publik selal~ (dihadapk 
aturan, stan ar~ dan ukuran yang tt.bs dipe 
menjalankan p~layAn.an dapat diberik~ secara 

dipertanggung · a+ab~an dan berkinerja ~►· 

&MDAE' H 
I , 
' ! 

gkut ma 'yarakat 
I ' 
j dengan i norma, 

-uhi ag dalam 
I : 
akuntab ·1, bisa 

I : 
1 

elayan · pu blik 

:(safety), 
Disampi g ;pel~yanan yang berkualir,s, fasilitas 

juga dituntut ~ntuk memberikan pel 1tanan yan 

sehingga tid t1rja1i sesuatu tindakan Fg memb 
mencederai pe aniggah, oleh karena itu pe ~ifu. disusun , ajemen 
untuk mence ab t~rjadinya kejadian &ng tidak iingin , yang 
meliputi: iden ·fiiasi risiko, analisis risik t; evaluasi spco, pen · ganan 
risiko, monito ·~g ytang berkesinambun f1, dan k If-Unikasi' Untuk 

melakukan . on~toryng yang berkesin 
11
bungan d prrlukan i adanya 

indikator (tol p~r) dan target (thres /dJ yang h ; s dica ;ai atau 
dipenuhi. I I i1 ! I '1 

Upaya u4tu1{ meningkatkan k puasan b 
pelanggan d rp.enjamin keamanan pa !t:m dapat 
standardisasi p~la~an.Bagaimana pe ·~rapan s 

tersebut ap~~ t1lah dapat menj · ? _ kepuas 
keamanan pa;ieli h4rus dapat ditunjukk ": · dengan 
itu pengukur ~ind~ator) dan target pe! 

1 
apaian un 

perlu disusun, di~ep~ti, dan ditetapkan ~bagai acu 

elan dan 
1 

, ole . karena 
tiap · ikator 

Puskes as! m~ngemban tugas atas ; ua jenis 
Minimal terse utl, ldirena Puskesmas se rgai bagi 
Daerah yang atus i memenuhi hak - h konstitus nal ma arakat, 

! I I 

juga sebagai Of F rang menerapkan B fan Layan 
Sebuah Puskefmf1s ~adan Layanan Umu ,Daerah m 1 

sejumlah jenisl p,lay~' an dasar Standar : layanan 
juga melaks 81an Standar Pelayanan ';. inimal- Pe 
Standar Pela 91an _ Minimal Pendukun~\ yang di . uaikan : dengan 
kemampuan skesrp.as Badan Layanan Utjl.um Daer I tersebu ,'. Dalam 

I I ,ilh I 
(jlar i Pelayanan Minimal ~ruskesma-s JI3adan yanan 

Umum Daer I ter~ebut, harus memp ~ gunakan 1ahasa ' udah 
I I l_ 

I .1: 
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Badan Lay F Jumum Daerah Pus~~ Kesehat 
I 

Masy · akat 
sebagai ujung t m1Jak! pelayanan kesehat ' fin.asyarak t ! serta se agai 

· ' I.•· I , 

fasilitas pelaya atj k~sehatan tingkat pe · •: a me pakan s : ana 
kesehatan yang at1lga~ pen ting dalam meni · ~atkan de atiat Kese 'atan 

' • I,, : 
masyarakat, Se : melaksanakan pember~~yaan kepa a masy . akat 
untuk menceg )peJyakit dan mening4t,kan kese ~tan ind vidu, 
keluarga, dan 1i gkunian secara mandiri sd&a mengem ljmgkan paya 
kesehatan bersu berclaya masyarakat. BadU'.n Layanan Umum D erah 

' I... I I 

Pusat Kesehat Ma~yarakat sebagai fasiltltas pelay b kese '. atan 
I '. I 

tingkat pertama m~m~unyai tiga fungsi yai{"4 sebagai p ~at pen erak 
I i I rs t 

pembangunan ery,va'rasan kesehatan, m1111-berdayak : masy akat 
dan keluarga, ser~ memberikan pelayanan ~~sehatan I at pe , a. 
Pelayanan keseilatlm lingkat pertama adal~ pelayana yang b ~sifat 

mutlak perlu, y I ~ sa*gat dibutuhkan oleh li~bagian be masy ; akat 
serta mempuny i qilaiJstrategis untuk menit{~atkan de ~at kese: atan 

masyarakat. i i ~- I 
Kesehatan mbru~akan hak asasi m '. usia seb ana : ang, 

I : 

tertuang dalam Umdang-undang Dasar an Und 
I ! Undang nomor :26 Tahun 2009 tentang ini di 

: ! i 

unsur pokok l ~embangunan dalam )p:iencapai sej an 
masyarakat.PernioapgJnan kesehatan mer .1akan bagi integ ari 

pembangunan I nisioral yang bertuju i untuk reningk, tkan 

kesadaran, ~em urn ran kemampuan hid ;P.. sehat b ~ setiap : ran_g 
agar terwu.Jud ~eraJat kesehatan m iyarakat ;g set nggi-

tinggin!a.Pemb ~n~ ke~ehatan. terse bu ~erup paya se :uruh 
potens1 bangs~ I Inclones1a, baik mas #'akat, s !ta 
pemerintah, yan~ 1im1tori dan dikoordinas· "F oleh Pe rintah .. 

Puskesmas j a1alf ~nit org~isasi pel · anan kes tan ter : epan 
yang mempunrali ~lSl sebagi pusat fengemban + pela :anan 
kesehatan, yan, ~el*sanakan pembina Jdan pelay ;an kese. atan 
secara menyelu :p. d~ terpadu untuk ~syarakat flg ting 'al di 
suatu wilayah kepa I tertentu. Upaya pe . anan ke epatan ·, gkat 
pertama yang i dis~lenggarakan Pusk ' mas be spat h , istik, 

komprehensif, e~pa~u, dan berkesinam .-~. 'ngan. U fk me '.capai 
cakupan pelay ~ / kesehatan yang 1 

1
':. s dan itrata, ,ecara 

organisatoris ~kesmas ditunjang ole ;: Puskes ar· Pero antu, 
Puskesmas Keli ·n9, P~syandu, dan Bidan d '· esa. I 

! I r;i l 

' I !1".' I I ,, I 

i I ~t; 
··---- ! ~-


